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ABSTRACT 

 

Currently, Islamic banking applies many Musyarakah Mutanaqisah contracts 

because these contracts are fairly flexible and can be used for various types of Islamic 

banking products, such as working capital, refinancing, take over, hybrid take over 

top-up, transfer of debt from Islamic banks to Islamic banks, restructuring financing, 

and consumptive financing for Griya. BSI Branch Office Purwokerto Sudirman 1 

only uses the MMQ contract in the asset refinancing process with the condition that 

the customer's assets as the object of the MMQ contract. 

The type of research used is qualitative research with descriptive qualitative research 

methods. The research will be carried out at Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto 

Sudirman 1 which is a BSI branch office with the highest number of financing 

customers reaching 1,825 customers out of a total of 13,730 customers as of June 

2022 under the Purwokerto Area Financing Operation (AFO), moreover branch office 

with the largest assets in the Purwokerto area with total assets of 324,108 (in billion 

IDR) and financing assets reaching 193,483 (in billion IDR) from the latest data on 

December 31, 2021. 

In the execution of asset refinancing at BSI Branch Office Purwokerto 

Sudirman 1, there are two types of wa'ad. The first wa'ad occurs between the 

customer as Al Muhub lahu and asset owner as Al Wahib. The second wa'ad is the 

bank's promise to transfer the ownership portion of the MMQ contract object assets to 

the customer, which is called the Hishshah transfer. From MMQ, the bank benefits 

from the portion of profit sharing and ujroh from asset leasing. Meanwhile, customers 

benefit when they do a hybrid top-up because they can reduce installments and the 

obligation to pay margin to the bank. 

 

Kata kunci: Wa’ad, Musyaraka Mutanaqisa, Asset Refinancing 
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ABSTRAK 

 
Saat ini perbankan syariah banyak menerapkan akad Musyarakah Mutanaqisah 

karena akad ini terbilang fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai macam produk 
perbankan syariah, seperti working capital, refinancing, take over, take over gabungan 
dengan top up, pengalihan hutang dari bank syariah ke bank syariah, restrukturisasi 

pembiayaaan, dan pembiayaan konsumtif untuk KPR. BSI KC Purwokerto Sudirman 1 

hanya menggunakan akad MMQ dalam proses pembiayaan asset refinancing dengan 

syarat adanya asset milik nasabah sebagai objek akad MMQ.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode 

penelitian kualitatif deskriptif. Studi kasus penelitian akan dilaksanakan di Bank 

Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1 yang merupakan kantor cabang BSI 

dengan jumlah nasabah pembiayaan terbanyak mencapai 1.825 nasabah dari total 

13.730 nasabah per Juni 2022 di bawah Area Financing Operation (AFO) 

Purwokerto, selain itu bank ini merupakan bank BSI dengan asset terbesar di area 

Purwokerto dengan total asset 324,108  (in billion IDR) dan asset pembiayaan 

mencapai 193,483 (in billion IDR) dari data terakhir 31 Desember 2021.  

Dalam praktik pembiayaan asset refinancing di BSI KC Purwokerto Sudirman 

1, terdapat dua macam wa’ad. Wa’ad yang pertama terjadi antara pihak nasabah 

sebagai penerima hibah dan pemilik asset awal sebagai pemberi hibah. Wa’ad yang 

kedua yaitu janji bank yang akan mengalihkan porsi kepemilikan asset objek akad 

MMQ kepada nasabah yang disebut dengan pengalihan Hishshah. Dari kerjasama 

MMQ ini pihak bank diuntungkan dari porsi bagi hasil dan ujroh dari sewa asset. 

Sedangkan nasabah diuntungkan ketika melakukan top up gabungan karena dapat 

memperkecil angsuran dan kewajiban membayar margin kepada bank. 

 

Kata kunci: Wa’ad, Musyarakah Mutanaqisah, Asset Refinancing 
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PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN) 

 

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman 

pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan MenteriPendidikan dan 

Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

1. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak ا

dilambangkan 

 ba῾ B Be ب

 ta῾ t  Te ت

 sa S ث
es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 ha H ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Khaʹ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż ذ
zet (dengan titik di 

atas) 

 ra῾ R Er ر

 Zai Z Zet ز
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 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 ’D’ad D ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 ta T ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Ża Ż ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 .…‘ .… ain‘ ع
koma terbalik 

keatas 

 Gain G Ge غ

 fa῾ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘El ل

 Mim M ‘Em م

 Nun N ‘En ن

 Waw W W و
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 ha῾ H Ha ه

 hamzah ' Apostrof ء

 ya῾ Y Ye ي

 

 

2. Vokal   

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal pendek, vocal 

rangkap dan vokal panjang. 

a. Vokal Pendek 

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang 

transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

̷̷ Fathah Fathah A 

̷̷ Kasrah Kasrah I 

 Damah Damah U و

 

b. Vokal Rangkap. 

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Nama 
Huruf 

Latin 
Nama Contoh Ditulis 
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Fathah danya’ Ai a dan i ََالْبيَْع Bay’a 

Fathah danWawu Au a dan u ََ  Riba رِبا

c. Vokal Panjang. 

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Fathah  + alif ditulis ā  Contoh ﮴تجآرہ  ditulis tijarah 

Fathah + ya’ ditulis ā Contoh تنَْسَىَ ditulis tansā 

Kasrah + ya’ mati ditulis ī Contoh الْمُشْرَِكِيْنَََ ditulis al-

musyrikina 

dammah + wawu mati ditulis ū Contohَُيظَُهِر ditulis yuzahiru 

3. Ta’ Marbūṯah 

a. Bila dimatikan, ditulis h: 

لآبهةا  Ditulis al-ibahah 

 معاملة
Ditulis mu‘amalah 

b. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t: 

 Ditulis ni‘matullāh نعمةالله

c. Bila ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, 

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditranslitrasikan dengan h (h). 

 Ditulis Al-Maslahah المصلحة
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4. Syaddah (Tasydīd) 

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap: 

 Ditulis inallaha انَّاللَّ

 Ditulis al-lazina الذَّين

5. Kata SandangAlif + Lām 

a. Bila diikuti huruf Qamariyah  

 Ditulis al-muttaqina المتقّين

 Ditulis al-musyrikina الْمُشْرَِكِيْنََ

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah 

 Ditulis as-sulhu الصّلح
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MOTTO 

 

 

 دَعْ مَا يَرِيْبكَُ إِلَى مَا لاَ يَرِيْبكَُ 
 

 

( َّرْمِذِيَ   (قالَََالتِ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdirinya Bank Syariah Indonesia merupakan aspirasi dari pemerintah 

untuk memperkuat peran industry keuangan syariah dalam pemerataan ekonomi 

masyarakat sehingga dapat member manfaat kepada lebih banyak masyarakat 

Indonesia. Aspirasi tersebut diwujudkan dengan menggabungkan tiga bank 

syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah yang 

mengakumulasi asset berupa 1.785 ATM, 1.120 kantor cabang, 20.094 

karyawan, dan lebih dari 14,9 juta nasabah. Kemudian di tahun pertama marger 

BSI termasuk urutan ketujuh total asset perbankan Indonesia. Cara kerja Bank 

Syariah Indonesia yaitu BSI menyimpan atau mengumpulkan dana dari para 

investor kemudian dana tersebut disalurkan kepada individu, institusi, dan 

komersial yang membutuhkan dana berdasarkan akad Murabahah atau 

Musyarakah. Dari kedua akad tersebut bank syariah berhak mendapatkan margin 

atau bagi hasil/ujroh dari dana yang dikelola oleh nasabah pembiayaan. 

Keuntungan bank kemudian disalurkan kembali kepada investor dalam bentuk 

bagi hasil. Selain itu, dari transaksi lain seperti jasa keuangan bank mendapat 

keuntungan berupa biaya administrasi.  

Menurut data ISEF-Indografis Perbankan Syariah tahun 2017 menyatakan 

komposisi pembiayaan perbankan syariah, yaitu: pembiayaan sewa (ijarah) 

(3,26%), Qard (1,93%), Istishna (0,40%), Mudharabah (5,90%), Musyarakah 

(34,62%), dan Murabahah (53,89%) (ojk.go.id, n.d.). Data terbaru Agustus 2021 

dari Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan OJK, perkembangan total asset, 

jaringan kantor, dan tenaga kerja perbankan syariah mencapai 413.937 (in billion 

IDR). Disana juga disebutkan jumlah komposisi pembiayaan pada perbankan 

syariah baik Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah berdasarkan 

miliar Rupiah (in billion IDR), yaitu: Mudharabah (11.232), Musyarakah 
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(180.843), Murabahah (183.507), Qard (11.446), Ishtisna (2.416), Ijarah (7.365) 

(ojk.go.id n.d.).  

Berdasarkan mini riset yang dilakukan penulis melalui hasil dokumentasi 

dari Area Financing Operation (AFO) Purwokerto, BSI Purwokerto KC 

Sudirman 1 ialah kantor cabang dengan jumlah nasabah pembiayaan terbanyak 

mencapai 1.825 nasabah dari total 13.730 nasabah per Juni 2022 di bawah Area 

Financing Operation (AFO) Purwokerto. Selain itu bank ini merupakan bank BSI 

dengan asset terbesar di area Purwokerto dengan total asset 324,108  (in billion 

IDR) dan asset pembiayaan mencapai 193,483 (in billion IDR) dari data terakhir 

31 Desember 2021.  Secara struktural Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto 

Sudirman 1 ada pada satu lingkungan kerja dengan kantor Area Financing 

Operation (AFO) Purwokerto sehingga memudahkan peneliti dalam 

pengumpulan data primer.  

no Nama Cabang 

Jumlah Nasabah 

Pembiyaan  

Jumlah Dengan Akad 

MMQ 

1 

KCP Purbalingga MT 

Haryono 640 84 

2 KCP Pemalang Sudirman 1 607 67 

3 KCP Ajibarang Pancasan 1 906 98 

4 KC Purwokerto Sudirman 1 1825 140 

5 KCP Gombong 421 26 

6 KC Purwokerto Karangkobar 1754 167 

7 KCP Banjarnegara S Parman 661 62 

8 KCP Purbalingga Sudirman 983 86 

9 KC Purwokerto Sudirman 2 770 41 

10 KCP Pemalang Sudirman 2 695 22 

11 KCP Ajibarang Pancasan 2 741 30 

12 KCP Kebumen A Yani 709 23 

13 KC Cilacap A Yani 1228 85 

14 KCP Cilacap Gatot Subroto 726 41 

15 KCP Cilacap S Parman 408 5 

16 KCP Cilacap Diponegoro 656 41 

  TOTAL 13730 1018 
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Sekian banyak jenis akad di perbankan syariah, peneliti memfokuskan pada 

pembahasan akad Musyarakah Mutanaqisah. Akad ini juga paling populer 

digunakan oleh bank syariah karena akad ini terbilang fleksibel dan dapat 

digunakan untuk berbagai macam produk perbankan syariah, seperti working 

capital, refinancing, take over, take over gabungan dengan top up, pengalihan 

hutang dari bank syariah ke bank syariah, restrukturisasi pembiayaaan, dan 

pembiayaan konsumtif untuk KPR. Uniknya BSI KC Purwokerto Sudirman 1 

hanya menggunakan akad MMQ dalam proses pembiayaan asset refinancing 

dengan syarat adanya asset milik nasabah sebagai objek akad MMQ.  

Perlu diketahui bahwa meski sudah memiliki pembiayaan dari bank, 

terkadang nasabah masih membutuhkan modal tambahan dalam rangka 

memperluas jaringan usaha, memenuhi kebutuhan konsumtif, investasi dan 

keperluan lainnya maka mereka membutuhkan pembiayaan kembali 

(refinancing). Asset Refinancing merupakan salah satu fasilitas yang diberikan 

oleh BSI KC Purwokerto Sudirman 1 berupa fasilitas pembiayaan untuk 

mendapatkan fresh money atas asset/objek eksisting calon nasabah untuk 

kebutuhan akuisisi asset, take over, dan kebutuhan investasi lainnya. Refinancing 

menggunakan akad MMQ biasanya digunakan tatkala nasabah akan melunasi 

pembiayaan eksisting sebelumnya dan pembiayaan top up dengan alasan 

memperkecil angsuran dan kewajiban membayar margin. Kemudian asset milik 

nasabah dijadikan sebagai objek akad untuk memenuhi syarat syariah sedangkan 

landasan hukum atau jaminan pembiayaan nasabah berupa Surat Pernyataan 

Payroll dan SK pegawai tetap (Lestyo Adi Nugroho, CBRM).  

Menurut (Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 89/DSN-MUI/XII/2013 

Tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah) Refinancing adalah fasilitas 

pembiayaan baru bagi nasabah baru atau nasabah yang belum melunasi 

pembayaran sebelumnya. Skema refinancing syariah meliputi dua keadaan, 

pertama, pembiayaan yang dapat diberikan kepada calon nasabah yang telah 

memiliki asset sepenuhnya. Kedua, pembiayaan yang diberikan kepada calon 
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nasabah yang telah menerima pembiayaan yang belum dilunasinya. Dan disertai 

adanya Taqwim al-'urudh yaitu penaksiran harga barang/penaksiran aset dengan 

mata uang tertentu yang disepakati para pihak. Pembiayaan Refinancing pada 

BSI KC Purwokerto Sudirman 1 dinilai lebih menguntungkan bagi nasabah 

dibandingkan pada bank konvensional, hal ini dilihat dari kewajiban nasabah 

apabila akan melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo pembiayaan pada bank 

konvensional. Pada bank konvensional perhitungan didasarkan pada sisa pokok 

pembiayaan ditambah dengan diskon angsuran sesuai bunga, sedangkan 

pelunasan pada BSI dihitung dari sisa pokok dan ujrah pada sisa hari sewa 

berjalan (Lestyo Adi Nugroho, CBRM).  

BSI KC Purwokerto hanya menggunakan akad MMQ untuk fasilitas 

pembiayaan asset refinancing. Hal ini karena akad musyarakah mutanaqisah 

lebih fleksibel dalam urusan menentukan tujuan pembiayaan, dalam akad ini 

keuntungan bank didapat dari ujroh sewa asset yang dijadikan sebagai objek akad 

MMQ. Akad MMQ ini adalah akad kerjasama dalam kepemilikan asset yang 

dijadikan objek akad, yang mana secara tertulis akan dijual oleh nasabah kepada 

bank akan tetapi nasabah tetap dapat mengambil manfaat dari asset tersebut 

sehingga bank memberlakukan ujroh atau biaya sewa dari penggunaan asset 

tersebut oleh nasabah sebagai keuntungan untuk bank. Sehingga core dari akad 

MMQ ini terletak pada asset yang dijadikan sebagai objek akad dan ujroh atau 

biaya sewa. Berbeda dengan akad murabahah yang mana tujuan pembiayaan 

harus jelas yaitu untuk jual beli barang/asset yang nantinya barang tersebut akan 

dijadikan objek akad dari akad murabahah dan keuntungan yang didapatkan oleh 

bank berupa margin.  

Melihat lebih jauh tentang akad Musyarakah mutanaqisah (diminishing 

partnership), akad ini merupakan usaha kerja sama antara dua pihak atau lebih 

dalam rangka kepemilikan bersama untuk suatu barang atau asset (Husein 2019). 

Dimana kerja sama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak, 

sementara satu pihak lainnya bertambah hak kepemilikannya. Pemindahan 
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kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain 

yang kemudian di akhiri dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak 

yang lain (Solihin and Suarsa 2019). Musyarakah mutanaqisah merupakan salah 

satu bentuk (hybrid contract) yang terdiri dari akad musyarakah mutanaqisah 

diantaranya akad musyarakah/syirkah, bay’ dan ijarah.  

Musyarakah mutanaqisah memiliki ciri khusus yang membedakannya dari 

model pembiayaan lainnya pada perbankan syariah. Ciri khas utama dari produk 

musyarakah mutanaqisah adanya hishshah. Hishshah disini diartikan sebagai 

modal usaha para pihak yang mana harus dinyatakan dalam bentuk hishshah 

yang terbagi menjadi sejumlah unit hishshah. Hishshah yang dimaksud bersifat 

kontan yaitu jumlah total nominal modal usaha yang dinyatakan dalam hishshah 

tersebut tidak boleh berkurang selama akad berlaku secara efektif. Hal ini yang 

mengakibatkan munculnya wa’ad, dimana bank syariah berjanji untuk 

mengalihkan secara komersial dan bertahap seluruh hishshah-nya kepada 

nasabah. Dan adanya intiqal al milkiyyah yaitu setiap penyetoran uang oleh 

nasabah kepada bank syariah, maka nilai yang jumlahnya sama dengan nilai unit 

hishshah, secara syariah dinyatakan sebagai pengalihan unit hishshah bank 

syariah secara komersial, sedangkan nilai yang jumlahnya lebih dari nilai unit 

hishshah tersebut, dinyatakan sebagai bagi hasil yang menjadi hak bank syariah.  

Dari produk akad musyarakah mutanaqisah, perbankan syariah 

memunculkan dua konsep yang berbeda yaitu akad dan wa’ad. Wa’ad adalah 

nota kesepamahaman para pihak atau sering disebut dengan pra akad atau dasar 

dalam membuat akad yang diinginkan. Baik akad maupun wa’ad keduanya 

memiliki rukun, syarat dan asas yang sama dan memiliki sifat yang mengikat 

para pihak. Bedanya adalah jika akad akan membebani para pihak dengan hak 

dan kewajiban sedangkan wa’ad belum atau tidak adanya hak dan kewajiban 

(Haisah 2020).  

Pola musyarakah mutanaqisah mengakibatkan pihak mitra atau nasabah 

beritikad untuk membeli bagian kepemilikan (equity share) dari bank secara 
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bertahap sampai kepemilikannya secara sempurna berpindah kepadanya (Noor 

and Aripin 2010). Transaksi seperti ini dimulai dengan pembuatan kerja sama 

yang kemudian diikuti transaksi jual beli dari bagian kepemilikan (equity) yang 

disepakati diantara kedua mitra. Oleh karena itu, jual beli yang demikian tidak 

boleh disyaratkan di dalam kontrak musyarakah. Maka, diperbolehkan untuk 

mitra yang akan membeli (nasabah) membuat janji (wa’ad) untuk membeli asset 

yang digunakan sebagai objek transaksi musyarakah mutanaqisah. Wa’ad ini 

berkedudukan sebagai tambahan, dimana kesepakatan jual beli harus terpisah 

dari musyarakah dan tidak boleh dalam satu kontrak menjadi suatu syarat untuk 

melakukan kontrak lainnya, hal ini menjadi alasan mengapa wa’ad penting 

diimplementasikan di dalam transaksi musyarakah mutanaqisah.  

Walaupun dalam wa’ad syarat dan ketentuan belum didefinisikan dengan 

baik dan terperinci akan tetapi bagi pihak yang melanggarnya dapat menerima 

sanksi moral. Untuk itu Bank Syariah Indonesia harus menjaga sharia 

compliance dari hal-hal yang demikian. Adanya wa’ad dapat memelihara pihak 

bank dari kegiatan transaksi yang tidak selaras dengan prinsip syariah seperti 

hybrid contract bersyarat. Mengingat urgensi pentingnya implementasi wa’ad 

dalam transaksi hybrid contract maka harus menjadi perhatian serius bagi pihak 

perbankan syariah maupun nasabah. Sebab wa’ad sendiri merupakan bagian dari 

perikatan yang ada pada sistem keuangan syariah, sehingga segala hal terkait 

wa’ad menjadi sesuatu yang vital dan strategis.  

Pada BSI KC Purwokerto Sudirman 1 fasilitas pembiayaan refinancing 

menggunakan akad musyarakah mutanaqisah sehingga wa’ad menjadi satu 

kesatuan dengan akad. Akan tetapi hal ini menjadi sensitif karena wa’ad 

merupakan bagian yang khas dari sistem keuangan syariah. Apabila konsepsi 

tentang prinsip ekonomi syariah yang ideal belum mampu diartikulasikan dan 

diimplementasikan secara pragmatis. Maka, berdampak pada terbentuknya opini 

yang menempatkan ekonomi syariah hanya sebatas nama (pengaraban label), 

sementara substansinya sama saja dengan sistem ekonomi konvensional. Dalam 
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fatwa DSN-MUI tentang Refinancing disana diterangkan bahwa semua rukun, 

syarat, dan ketentuan serta pedoman yang terdapat dalam akad musyarakah 

mutanaqisah (fatwa DSN-MUI Nomor:73/DSN-MUIIXI/2008) berlaku pada 

pembiayaan berulang. Dimana terdapat ketentuan bahwa pihak pertama (LKS) 

wajib berjanji untuk menjual seluruh hishahnya secara bertahap dan pihak kedua 

(nasabah) wajib membelinya. Janji yang dimaksud adalah wa’ad, jadi di dalam 

pembiayaan refinancing wajib adanya suatu wa’ad. 

Hal ini membuat peneliti ingin melakukan penelitian dengan latar masalah 

diatas. Tepatnya yaitu melakukan penelitian mengenai implementasi wa’ad dan 

akibat yang diterima oleh para pihak yang berakad di dalam akad musyarakah 

mutanaqisah produk pembiayaan asset refinancing syariah baik dari segi 

kewajiban para pihak maupun akibat ekonomi yang ditimbulkan. Penelitian ini 

mengambil studi kasus pada Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1 

sebagai bank syariah terbesar di area Purwokerto. Adapun  keterbatasan dari 

penelitian ini terletak pada penyajian informasi identitas nasabah sehinggga 

segala sesuatu yang berhubungan dengan data pribadi nasabah tidak dapat 

dituliskan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan identitas yang disamarkan 

untuk menggambarkan studi kasus pada penelitian ini. Maka penelitian ini 

mengangkat judul “IMPLEMENTASI WA’AD DALAM AKAD 

MUSYARAKAH MUTANAQISAH PRODUK PEMBIAYAAN ASSET 

REFINANCING DI BANK SYARIAH INDONESIA KC PURWOKERTO 

SUDIRMAN 1”. 

 

B. Definisi Operasional 

1. Wa’ad  

Wa’ad adalah nota kesepemahaman para pihak atau dasar dalam 

membuat akad yang diinginkan. Perwujudan dari Wa’ad yaitu janji antara 

satu pihak kepada pihak lainnya, sedang pihak yang diberi janji tidak 

memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Akan tetapi wa’ad dapat 
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dinilai mengikat secara hukum apabila di wa’ad tersebut dikaitkan dengan 

sebab atau pemenuhan kewajiban, baik sebab itu disebutkan dalam 

pernyataan wa’ad ataupun tidak (Putra 2018).  

2. Musyarakah Mutanaqisah 

Musyarakah Mutanaqisah merupakan akad campuran dari akad 

syirkah milik dengan ijarah yang mutanaqisah atau jual beli yang disifati 

dengan mutanaqisah (decreasing). Dari pencampuran akad-akad itu 

melahirkan nama baru yaitu musyarakah mutanaqisah (MMQ). Substansi 

dari skema ini adalah pada akahir periode barang akan menjadi milik 

nasabah dengan cara transfer of tittle yang mutanaqisah atau menurun dari 

pengurangan hishah pada setiap pembayaran angsuran (Abdulahanaa 2014). 

3. Asset Refinancing 

Fasilitas pembiayaan yang dimiliki Bank Syariah Indonesia untuk 

mendapatkan dana fresh money atas asset atau objek eksisting calon nasabah 

guna memenuhi kebutuhan akuisisi asset, take over, dan kebutuhan investasi 

(Bank Syariah Indonesia 2021).  

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi wa’ad dalam akad musyarakah mutanaqisah pada 

produk pembiayaan asset refinancing syariah di Bank Syariah Indonesia KC 

Purwokerto Sudirman 1? 

2. Apa akibat yang diterima para pihak baik dari segi kewajiban maupun 

ekonomi yang ditimbulkan dari implementasi wa’ad musyarakah 

mutanaqisah pada produk pembiayaan asset refinancing syariah di Bank 

Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1? 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana implementasi wa’ad dalam akad musyarakah mutanaqisah 

pada produk pembiayaan asset refinancing syariah di Bank Syariah 

Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1. 
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2. Untuk mengetahui akibat yang diterima para pihak baik dari segi 

kewajiban maupun ekonomi yang ditimbulkan dari implementasi wa’ad 

musyarakah mutanaqisah pada produk pembiayaan asset refinancing 

syariah di Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1.  

Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini antara lain: 

1. Bagi praktisi regulator (DSN-MUI dan Bank Indonesia), diharapkan 

dapat membantu mereka dengan memberikan masukan dari hasil 

penelitian mengenai implementasi praktik wa’ad yang dilaksanakan oleh 

lembaga perbankan syariah. Selain itu, bagi praktisi perbankan 

diharapkan dapat mengambil pembelajaran dari penelitian ini untuk 

meminimalisir terjadinya salah persepsi mengenai wa’ad dan agar lebih 

prudent dalam penerapan wa’ad beserta pelaksanaannya.  

2. Bagi praktisi perbankan syariah, penelitian ini diharapkan bermanfaat 

dalam memahami wa’ad dan penyusunannya terutama pada wa’ad 

musyarakah mutanaqisah, dan penelitian ini dapat menjadi bahan 

evaluasi untuk produk pembiayaan asset refinancing syariah yang 

menggunakan akad musyarakah mutanaqisah. 

3. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pemahaman dan memperbanyak khazanah keilmuan perbankan syariah di 

Indonesia terutama pada bidang akad muamalah kontemporer dan hybrid 

contract. Serta menjadi tambahan referensi ilmu pengetahuan seputar 

perbankan syariah bagi penelitian yang akan datang.    

E. Kajian Pustaka 

No. Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Irwan Maulana, 

Konsekuensi Hukum 

Wa’ad Perbankan 

Syariah (Analisis Fikih 

Persamaan penelitian 

yang akan dikaji oleh 

penulis dengan penelitian 

milik Irwan Maula 

Adapun perbedaanya 

terletak pada fokus 

penelitian yang akan 

dicapai yaitu bukan pada 
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Pada Akta Wa’ad Bank 

Muamalat Indonesia Dan 

Bank Syariah Mandiri), 

Tesis, Program Studi 

Kajian Timur Tengah 

dan Islam, Pascasarjana 

Universitas Indonesia, 

Jakarta 2011. (Maulana 

2011) 

adalah terdapat pada 

teknik penelitian dengan 

depth interview dalam 

menggali permasalahan 

yang ada, beberapa 

pokok persoalan yang 

sama yaitu tentang  

wa’ad dan 

konsekuensinya bagi 

nasabah. 

konsep hukum wa’ad 

namun menekankan pada 

implementasi wa’ad pada 

produk pembiayaan asset 

refinancing syariah 

menggunakan akad 

musyarakah mutanaqisah 

di Bank Bank Syariah 

Indonesia KC 

Purwokerto Sudirman 1. 

Sehingga walaupun 

sama-sama membahas 

tentang wa’ad tetapi 

penelitian ini mengarah 

pada bagaimana praktik 

penerapannya untuk 

salah satu produk 

pembiayaan yang 

dilakukan Bank Bank 

Syariah Indonesia KC 

Purwokerto Sudirman 1. 

2. Yori Febrianto, 

Pelaksanaan Refinancing 

Syariah Pada Perbankan 

Syariah (Studi Kasus 

Bank Cimb Niaga 

Syariah dan Bank DKI 

Syariah), Skripsi, 

Adapun persamaan 

penelitian dalam skripsi 

ini dengan penelitian 

Yori Febrianto adalah 

sebagian pembahasan 

sama yaitu mengenai 

penerapan akad 

Namun berbeda dari 

skripsi yang akan 

diangkat dalam 

penelitian ini terletak 

pada fokus penelitian 

yang membahas di 

dalamnya tentang wa’ad 
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Program Studi Hukum 

Ekonomi Syariah, 

Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah, 

Jakarta, 2019. (Febrianto 

2019) 

 

musyarakah mutanaqisah 

pada produk pembiayaan 

refinancing syariah. 

pada produk refinancing 

dengan akad musyarakah 

mutanaqisah dan 

konsekuensinya untuk 

pihak yang bertransaksi. 

3. Agung Permana Idwar, 

Implementasi Wa’ad 

Sebagai Instrument 

Perikatan Produk 

Pembiayaan Pada PT. 

BPRS Al Makmur, 

Program Studi Perbankan 

Syariah, Institut Agama 

Islam Negeri 

Batusangkar, 

Batusangkar, 2018. 

(Agung 2018) 

 

Persamaan penelitian 

tersebut dengan 

penelitian yang penulis 

lakukan adalah sama-

sama mengkaji tentang 

penerapan wa’ad pada 

produk pembiayaan 

perbankan syariah. 

Perbedaannya terletak 

pada latar dan bidang 

kajiannya, penelitian ini 

bertempat di Bank Bank 

Syariah Indonesia KC 

Purwokerto Sudirman 1 

sedangkan penelitian 

sebelumnya pada PT. 

BPRS Al-Makmur. 

Penelitian ini 

memfokuskan kajian 

pada penerapan wa’ad 

untuk produk refinancing 

syariah serta konsekuensi 

yang ditanggung kedua 

belah pihak yang 

bertransaksi.  

4. Nahbatul Basyariah, 

Analisis Implementasi 

Pembiayaan Musyarakah 

Mutanaqisah Pada 

Adapun persamaan 

terletak pada metode 

penelitian yaitu 

menggunakan metode 

Perbedaan dari artikel 

jurnal ini dengan skripsi 

yang saya kerjakan 

terletak pada fokus 
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Perbankan Syariah Di 

Indonesia, Jurnal, STEI 

Hamfara Yogyakarta, 

Yogyakarta, 2018. 

(Basyariah 2018) 

kualitatif deskriptif dan 

sama-sama membahas 

mengenai implementasi 

musyarakah mutanaqisah 

di perbankan syariah.  

 

permasalahan yang 

diangkat. Jika jurnal ini 

mengangkat tiga isu yang 

melekat pada 

implementasi 

musyarakah 

mutanaqisah, saya 

terfokus pada 

implementasi wa’ad yang 

ada pada praktik 

pelaksanaan musyarakah 

mutanaqisah khususnya 

pada pembiayaan 

refinancing. Selain itu, 

perbedaan terletak pada 

sumber data, penelitian 

yang saya kerjakan 

menyertakan data primer 

yang didapat dari hasil 

wawancara dengan 

narasumber yang 

kompeten pada 

implementasi akad 

musyarakah 

murtanaqisah. 

5. Mas Adah, Aplikasi Akad 

Musyarakah 

Mutanaqisah Dalam 

Objek dari penelitian ini 

sama yaitu tentang 

pembiayaan refinancing 

Perbedaan terletak pada 

jenis produk yang dipilih, 

penelitian milik Mas 
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Pembiayaan Online 

Pada Fitur Mitraguna 

Bank Syariah Indonesia 

Mobile, Jurnal, STIT 

Raden Wijaya 

Mojokerto, Mojokerto, 

2022. (Adah 2022) 

menggunakan akad 

MMQ pada Bank Syariah 

Indonesia. Fokus 

penelitian sama 

membahas mengenai 

implmentasi akad MMQ 

baik secara fiqih maupun 

implrmrntasinya pada 

lembaga keuangan 

syariah disini adalah 

Bank Syariah Indonesia. 

Baik metode maupun 

sumber pengumpulan 

data hampir sama yaitu 

mengandalkan hasil 

wawancara dan observasi 

di lapangan didukung 

oleh data-data 

pembiayaan. 

Adah menggunakan 

produk mitraguna online 

yang dapat nasabah akses 

melalui BSI Mobile 

sedangkan penelitian ini 

memilih produk 

refinancing secara 

manual dimana nasabah 

secara langsung 

memenuhi syarat 

pembiayaan dan 

melakukan akad di 

kantor BSI. Selain itu, 

perbedaan terletak pada 

sumber data, jika 

penelitian Mas Adah 

melibatkan nasabah 

untuk diwawancara 

secara langsung, berbeda 

dengan penelitian ini 

yang tidak melibatkan 

nasabah karena alasan 

kerahasiaan nasabah dan 

bank.  

6.  Dwi Laksono, Febrian 

Luth, Thohir 

Hamidah, Siti. Status 

Hak Tanggungan Pada 

Pembiayaan Kepemilikan 

Persamaan terdapat pada 

topik pembahasan  

bahwa pada akad MMQ 

terlihat adanya kewajiban 

Sedangkan perbedaannya 

dilihat dari fokus 

pembahasan yang mana 

penelitian sebelumnya 
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Rumah Di Akad 

Musyarakah 

Mutanaqisah (MMQ). 

Jurnal. Jurnal Hukum & 

Pembangunan 

Universitas Indonesia. 

Jakarta. 2021. (Dwi 

Laksono, Luth, and 

Hamidah 2021) 

pihak nasabah untuk 

membeli kembali porsi 

modal bank pada properti 

yang menjadi obyek akad 

MMQ. Kewajiban 

nasabah untuk 

melakukan pembelian 

atas porsi kepemilikan 

bank tersebut memenuhi 

unsur untuk menjadi 

suatu piutang atau 

tagihan bagi bank. 

menitik beratkan pada 

pembahasan hak 

tanggungan yang 

berkaitan dengan wa’ad 

atau janji sedangkan 

penelitian ini fokus pada 

implementasi wa’ad 

sehingga penelitian milik 

Dwi Laksono dkk akan 

memperkaya 

pembahasan pada bab 

hasil penelitian.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Akad Musyarakah Mutanaqisah 

a. Definisi Akad Musyarakah Mutanaqisah 

Istilah akad dalam bahasa Arab adalah عقداَ-يعقدَ-عقد  yang artinya 

persetujuan, perikatan, perjanjian dan pemufakatan (Azis & dkk, 1996). 

Akad diartikan pula sebagai tali yang mengikat sebab akan ada ikatan antar 

pihak-pihak yang melakukan akad (Abdulahanaa, 2014). Akad juga 

dipersamakan dengan ‘ahd karena pihak-pihak yang berakad saling mengikat 

janji dalam rangka mematuhi dan menjalankan segala hal yang telah dibuat 

dan disepakati bersama. Akad juga dapat bermakna sambungan (عقدة), sebab 

terjadinya sambungan antara ijab dan qabul oleh para pihak yang 

berkonsekuensi pada munculnya hak dan kewajiban yang mana wajib 

dipenuhi oleh para pihak.  

Sedangkan kitab fiqih sunnah menegaskan akad ialah hubungan dan 

kesepakatan. Dalam konteks fiqih, akad digambarkan dengan “pertalian ijab 

(pernyataan permintaan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaaan ikatan) 

sesuai dengan kehendak syariat yang berdampak pada objek perikatan 

(Nurhadi, 2019). Penafsiran akad secara luas hampir sama dengan penafsiran 

secara etimologi menurut pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan 

Hambaliyah, yaitu (Nurhadi, 2019): 

كلَماَعزمَالمرءَعليَفعلهَسواءَصدرَباردةَمنفردةَكالوقفَوالابراءَوَالطلاقََوَاليمينَامَ

التوكيلَوَالرهناحتاجَاليَارادتينَفيَانشانهَكالبيعَوالايجارَو  

“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan 

keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang 

pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, 

perwakilan, dan gadai”.  
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Adanya kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” berarti 

bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dianggap tidak 

sah jika tidak sesuai dengan kehendak syara’.  

Sedangkan akad dalam arti khusus adalah 

محلهَارتباطَايجابَبقبولَعليَوجهَمشروعَيثبتَاثرهَفي  

Artinya: perikatan yang diterapkan dengan ijab qabul berdasarkan 

hukum syara’ yang berdampak pada objeknya. Dan,  

 تعلقَكلامَاحدَالعاقدينَبالاخرَشرعاَعليَوجهَيظهرَاثرهَفيَالمحله

Artinya: keterikatan ucapan salah satu orang yang membuat aqad 

dengan lainnya sesuai syara’ pada suatu objek dan berdampak pada objek 

itu. 

Musyarakah mutanaqisah merupakan produk adaptasi dengan 

kebutuhan bidang perekonomian islam yang merupakan turunan dari akad 

musyarakah, yaitu suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih. 

Musyarakah berasal dari kata syirkah yang secara harfiah berarti ikhtilat, 

peleburan atau capuran. Sedangkan menurut istilah fiqih, syirkah adalah 

gabungan antara harta yang digunakan sebagai modal usaha dan hasilnya 

berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama (Abdul, 2020). Syirkah 

dalam perspektif fiqih mu’amalah terbagi kedalam dua hal, yakni syirkah 

amlak (kerjasama harta) dan syirkah uqud (kerjasama transaksi). Hubungan 

yang ditimbulkan oleh akad transaksi terbagi menjadi tiga kategori, 

diantaranya: pertama, syirkah inan yaitu kemitraan dalam pengelolaan modal 

kemudian dikembangkan oleh industri perbankan dalam bentuk akad yang 

disebut musyarakah. Kedua, syirkah wujuh yaitu kemitraan atas tanggungan. 

Ketiga, syirkah amal yaitu model kemitraan menggunakan keahlian khusus 

dalam pekerjaan.  

Sedangkan kata mutanaqisah berasal dari kata tanaqasa-yatanaqasu-

tanaqusan-mutanaqisan yang berarti mengurangi secara bertahap. Dari sini 

musyarakah mutanaqisah merupakan kerja sama yang dilakukan oleh dua 

belah pihak atau lebih agar memiliki suatu benda atau harta. Kerja sama ini 

akan mengurangi hak milik salah satu pihak sedangkan pihak lainnya 
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bertambah. Pengalihan kepemilikan ini dilakukan melalui mekanisme 

pembayaran yang dan diakhiri dengan pemindahan hak dari salah satu pihak 

kepada pihak yang lainnya.  

Musyarakah Mutanaqisah bermula dari kreasi ulama dan pengusaha 

yang menggabungkan nilai musyarakah yang terkandung pada praktik 

muamalah dan meningkatnya kebutuhan instrument bisnis yang semakin 

berkembang. Musyarakah Mutanaqisah mulai dikembangkan dan 

diperkenalkan oleh ulama pada tahun 1997 yang dibahas oleh Majma’ Al-

Fiqhi (Solihin & Suarsa, 2019). Dalam menyebutkan nama Musyarakah 

Mutanaqisah, para ulama menyebutnya dalam beberapa istilah padanannya, 

antara lain:  

Pertama, syirkah-mutanaqisah, yaitu kemitraan antara para syarik 

(bank dan nasabah) untuk membeli suatu barang, yang kemudian barang 

tersebut digunakan sebagai “modal usaha” oleh nasabah untuk memperoleh 

benefit. Benefit tersebut selanjutnya dibagikan oleh pihak bank dan nasabah. 

Di samping itu juga dilakukan pembelian barang modal yang dibayar dengan 

cara berangsur-angsur. Maka dinamailah akad Musyarakah Mutanaqisah 

karena memperhatikan harta bank dalam syirkah, berupa amortisasi barang 

modal syirkah yang dipegang oleh bank karena dibeli secara angsuran oleh 

nasabah.  

Apabila dilihat dari sisi nasabah, maka skema Musyarakah 

Mutanaqisah mengakibatkan jumlah kepemilikan barang modal nasabah 

semakin bertambah dengan membelinya secara angsuran. Oleh karena itu 

bila dipandang dari sisi nasabah syirkah tersebut bukan Musyarakah 

Mutanaqisah akan tetapi lebih tepat bernama Musyarakah Ziyadah 

(bertambah).  

Kedua, disebut juga dengan Al-Musyarakah al-Muntahiyyah bit-

tamlik. Secara linguistik berarti kerja sama beberapa syarik dengan 

penyertaan harta sebagai modal usaha dan syirkah yang selanjutnya dibeli 
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nasabah secara bertahap, sehingga sampai waktu yang dijanjikan 

kepemilikan modal bank akan habis dan seluruh modal usaha syirkah 

berakhir. Selain itu juga karena memfokuskan pada status kepemilikan 

modal usaha bersama pada waktu yang telah ditentukan yang sepenuhnya 

menjadi milik syarik.  

Ketiga, Musyarakah Muqayyadah atau akad mengikat, karena ada 

ikatan antara bank dengan nasabah. Ikatan tersebut antara lain: 

1) Perjanjian pembelian barang modal yang dimiliki bank secara berangsur 

oleh pihak nasabah. 

2) Perjanjian melaksanakan prestasi tertentu jika mendapatkan keuntungan. 

3) Perjanjian pengalihan kepemilikan modal dari bank kepada nasabah 

karena pembelian dan/atau pembayaran angsuran. 

Pandangan Najih Hammad dan Muhammad ‘Ali Al-Qari dalam 

(Solihin & Suarsa, 2019) menuturkan bahwa musyarakah mutanaqisah 

berasal dari syirkah milik yang disertai secara paralel dengan akad jual-beli 

(al-bai’). Mengapa dilakukan secara paralel dijelaskan bahwa, pertama, 

antara kedua pihak baik bank maupun nasabah menggunakan hartanya untuk 

modal usaha agar menghasilkan keuntungan. Hal demikian adalah syirkah-

amwal. Kedua, nasabah membuat usaha dengan modal bersama dan hasil 

usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan dengan pihak bank. Pada saat yang 

sama nasabah membeli/membayar barang modal milik bank dengan cara 

menyicil sehingga barang modal milik bank secara bertahap menjadi 

berkurang (H. Maulana & Jaih, 2012:62-63).  

Salah satu inovasi produk perbankan dalam transaksi keuangan 

modern adalah hybrid contract (multi akad) yaitu perjanjian antara dua pihak 

untuk mengadakan satu akad yang berisi dua akad atau lebih dengan segala 

akibat hukum akad tersebut dan segala hak dan kewajiban yang timbul 

menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, seperti akibat hukum dari 

akad tunggal (Abdul, 2020). 
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Musyarakah Mutanaqisah termasuk ke dalam hybrid contract yang 

mukhlatitah (bercampur) dimana dari pencampuran tersebut memunculkan 

nama baru (Abdulahanaa, 2014). Musyarakah Mutanaqisah menjadi nama 

akad yang baru karena akad ini campuran dari akad syirkah milik yang 

tergolong ijarah dengan mutanaqisah atau jual beli yang dicirikan dengan 

mutanaqisah maka dari campuran inilah lahir nama akad yang baru. Pada 

hakikatnya sebenarnya hampir sama dengan IMBT (Ijarah Muntahiya 

Bittamlik), karena pada akhir periode barang/harta tersebut akan menjadi 

harta nasabah. Namun bentuk ijarahnya berbeda, karena pemindahan 

kepemilikan bukan dengan janji hibah atau jual beli, tetapi karena 

pemindahan kepemilikan maka dinamai hanya ijarah saja bukan IMBT.  

Hybrid contract yang populer dalam perbankan syariah ialah 

musyarakah mutanaqisah. Musyarakah mutanaqisah di dalam perbankan 

biasanya digunakan untuk produk pembiayaan griya, dan proses take over 

dari bank konvensional ke bank syariah. Penerapan musyarakah 

mutanaqisah memiliki beberapa keunggulan antara lain: baik bank maupun 

nasabah memiliki asset bersama-sama yang dijadikan objek perjanjian, ada 

bagi hasil yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan skema ijarah, 

harga sewa dapat disesuaikan dengan harga pasar setelah kesepakatan, risiko 

dari financial cost dapat ditekan karena inflasi dan fluktuasi suku bunga. 

Keuanggulan-keuanggulan yang dijelaskan diatas merupakan akibat dari 

penggabungan akad (hybrid contract) yang membentuk akad musyarakah 

mutanaqisah diantaranya akad musyarakah/syirkah, bay’ dan ijarah.  

Akad yang digunakan adalah syirkah inan dimana kedua belah pihak 

menyediakan sebgaian dari porsi (hishah) modal dari total modal yang 

dibutuhkan dan terlibat dalam pekerjaan. Akad bay’ dilambangkan dengan 

wa’ad (janji) dari pihak pertama (syarik/bank syariah) untuk secara bertahap 

menjual semua hisah-nya dan pihak kedua (nasabah) berjanji untuk 

membelinya. Penjualan ini atas dasar kesepakatan dengan ketentuan akad 
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bay’ tersendiri dan tidak terikat dengan akad syirkah.  Sedangkan skema 

ijarah adalah kompensasi salah satu pihak untuk menyewakan asset dengan 

nilai ujrah yang disepakati. Pembayaran ujrah atas sewa disetorkan 

bersamaan dengan pembayaran angsuran. Setoran angsuran ialah bentuk 

pengambilalihan porsi kepemilikan bank atas modal usaha/asset, sedangkan 

ujrah menjadi keuntungan bank atas kepemilikan asset.  

Antara nominal angsuran dan nominal ujrah yang wajib dibayar harus 

jelas diawal kesepakatan. Kemudian nominal harga sewa dapat berubah 

berdasarkan kesepakatan dalam kurun waktu tertentu yang dilakukan dengan 

kesepakatan ulang. Keuntungan dalam akad musyarakah mutanaqisah dari 

ujrah sewa dibagi sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan saat akad. 

Sedangkan untuk kerugian didasarkan pada proporsi kepemilikan dan 

nisabah keuntungan dapat mengikuti perubahan pembagian kepemilikan 

yang telah disepaki kedua pihak. Dengan demikian akad musyarakah 

mutanaqisah menjadi sangat fleksibel, namun disisi lain dapat menjadi ceruk 

untuk keuntungan sepihak dan merugikan pihak lainnya. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenalkan akad Musyarakah 

Mutanaqisah sebagai upaya peningkatan literasi keuangan syariah. Untuk 

itu, pada tahun 2016 OJK sebagai regulator bidang perbankan menerbitkan 

ketentuan terkait pinjaman menggunakan skema MMQ. Dalam Standar 

Produk Buku II untuk Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dijelaskan bahwa 

MMQ merupakan sebuah pengembangan produk berbasis muysarakah. . 

MMQ diterapkan dalam pembiayaan perbankan syariah dengan berprinsip 

pada syirkah inan (Departemen Perbankan Syariah OJK, 2016). 

Kemudian DSN-MUI membuat fatwa kaitannya dengan landasan 

hukum yang digunakan dalam mengambangkan akad MMQ yang tertuang 

dalam Fatwa No.73/DSN-MUI/XI/2008 dimana disampaikan definisi dari 

MMQ sebagai musyarakah yang secara kepemilikan salah satu pihak 

berkurang akibat adanya proses pembelian yang dilakukan secara bertahap. 
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Sedangakan Syarik diartikan sebagai mitra. Adapun Hishah merupakan 

bagian kekayaan musyarakah yang tidak ada ketentuan batasan secara dzahir 

(MUI, 2008). 

Ikatan Akuntan Indonesia juga menerbitkan ketentuan mengenai akad 

Musyarakah Mutanaqisah yang tercantum dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 menjelaskan Musyarkah sebagai 

perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam 

kegiatan berusaha. Dimana keuntungan dari hasil usaha tersebut dibagi 

sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Adapun jika terjadi 

kerugian maka didasarkan pada bagian kontribusi dana. Dana ini terdiri dari 

asset tunai maupun non tunai yang disahkan oleh syariah (Ikatan Akuntan 

Indonesia, 2017).  

Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, masing-

masing mitra berhak meminta jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang 

disengaja pihak lain. Hal-hal yang memuat kesalahan disengaja antara lain; 

1) Pelanggaran akad, termasuk penggelapan, memanipulasi biaya 

operasional, dan pendapatan usaha.  

2) Kegagalan menjalankan prinsip syariah 

Di dalam PSAK 106 dijelaskan tentang penilaian asset yang digunakan 

sebagai objek akad MMQ yaitu (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017): 

1) Penilaian terhadap tunai didasarkan pada sebesar besar jumlah yang telah 

diserahkan, 

2) Ketika dietemukan selisih antara nilai wajar dengan nilai buku asset 

nontunai dalam bentuk nontunai, selisihnya dianggap sebagai selisih 

penilaian aset musyarakah dalam ekuitas.  

Asset nonkas yang diukur pada nilai wajar disusutkan pada biaya 

penyusutan yang sesuai. Penurunan niali segera diakui sebagai kerugian 

pada saat proses pengukuran nilai wajar menghasilkan estimasi asset. Asset 
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nonkas yang diukur pada nilai wajar musyarakah mutanaqisah disusutkan 

berdasarkan nilai wajar yang baru.  

b. Dasar Hukum Musyarakah Mutanaqisah 

i. Q.S Shad ayat 24 

نََٱلْخُلَطَاءَِٓلَيَبْغِىَبَعْضُهُمَْعَلََ َكَثِيرًاَمِّ ىَٰبَعْضٍَقَالََلَقدََْظَلَمَكََبِسُؤَالَِنَعْجَتكََِإلِىََٰنِعَاجِهۦََِۖوَإِنَّ

هَُفٱَسْتغََْ َداَوۥُدَُأنََّمَاَفَتنََّٰ اَهمََُْۗوَظَنَّ تَِوَقلَِيلٌَمَّ لِحَٰ َٱلَّذِينََءَامَنوُاَ۟وَعَمِلوُاَ۟ٱلصَّٰ َإِلاَّ فرَََرَبَّهُۥَوَخَرَّ

 رَاكِعًاَوَأنََابََ

Artinya: Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah 

berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk 

(digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya 

banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling 

merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan 

beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini 

bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan 

kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat. 
 

ii. Q.S Al Maidah ayat 1 

اَالَّذِيْنَََيٰآيَ هَا ََالْانَْعاَمََِبهَِيْمَةََُلكَُمََْاحُِلَّتََْباِلْعقُوُْدََِۗاوَْفوُْاَاٰمَنوُْٓ َغَيْرَََعَليَْكُمََْيتُلْٰىَمَاَالِاَّ

يْدََِمُحِلِّى َيرُِيْدََُمَاَيحَْكُمََُاٰللَََاِنَََّحُرُمٌََۗوَانَْتمََُْالصَّ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-

janji!192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan 

disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan 

berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia 

kehendaki. 

192) Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk 

mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah. 

iii. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW 

berkata 

َاللهََتعََالىََيَقوُلَُ:َأنََاَثاَلِثٌَالشَرِيكَينَِمَالمََيخَُنَأحََدهُمَُاَصَاحِبهَُ،َفَإذِاَخَانََأحََدهُُمَاَصَاحِبهََُإَِ َنَّ

 خَرَجتَُمِنَبيَنهِِمَا



23 
 

 
 

Artinya: “Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua 

orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati 

pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar 

dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, 

dari Abu Hurairah) 

iv. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi 

s.a.w. bersabda 

 

َحَرَامًاَوَالْمُسْلِمُونََعَلىََشُرُوطِهَِا مََحَلالَاًَأوََْأحََلَّ لْحَُجَائزٌَِبيَْنََالْمُسْلِمِينََإِلاََّصُلْحًاَحَرَّ مَْلص 

َحَرَامًا مََحَلاَلاًَأوََْأحََلَّ  إِلاََّشَرْطًاَحَرَّ

 

Artinya: "Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk 

mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh 

yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; 

dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali 

syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram." 

v. Kaidah Fikih  

 

َالدلَِيْلَُعَلىََتحَْرِيْمِهَا  الأصَْلَُفىَِالْمُعَامَلاَتَِالِْإبَاحَةَُإِلاََّأنََْيدَلَُّ

 

"Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan 

sampai ada dalil yang mengharamkannya." 

 

c. Rukun dan Syarat Akad Musyarakah Mutanaqisah 

Seperti produk perbankan syariah lainnya, musyarakah mutanaqisah 

menurut hukum Islam mempunyai rukun dan syarat yang perlu ditunaikan. 

Rukun secara harfiah merupakan hal yang harus diwujudkan agar perbuatan 

menjadi sah (Abdul, 2020). Sedangkan syarat merupakan ketentuan yang 

harus diperhatikan dan dikerjakan. Dalah hukum syariah baik rukun maupun 

syarat mempengaruhi keabsahan akad.   

Menurut Hasbi As-Shaddiqy dalam (Basyir, 2012) ada empat elemen 

pilar rukun yang harus ditunaikan untuk mebuat akad yaitu al-‘aqidain 

(subjek perikatan), mahal al-‘aqd (objek perikatan), maudhu al-aqd (tujuan 
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perikatan), dan sighat al-‘aqd (ijab dan qabul), keempat komponen tersebut 

adalah unsur-unsur penegak akad atau muqawimat al-‘aqd.  

Antara lain mengenai syarat-syarat Musyarakah Mutanaqisah (Abdul, 

2020): 

1) Pelaku musyarakah mutanaqisah memiliki kecakapan dan telah 

mencapai fase baligh 

2) Modal musyarakah mutanaqisah disetorkan dengan cara tunai 

3) Modal yang telah disetorkan tidak diperkenankan dipisah secara 

khusus guna kepentingan sekelompok golongan 

4) Dalam menentukan nisbah dilakukan pada awal akad dan sesuai 

kesepakatan bersama guna meminimalisir resiko perselisihan. 

5) Tidak memuat unsur paksaan 

6) Kejelasan Objek musyarakah mutanaqisah 

7) Kebermanfaatan objek yang sesuai syariat 

8) Biaya sewa disesuaikan dengan prosentase bagian kepemilikan 

Dewan Syariah Nasional mempertegas mengenai rukun dan syarat 

musyarakah mutanaqisah dalam fatwanya No.73/DSN-MUI/XI/2008 

tentang musyarakah mutanaqisah, dimana di dalamnya diungkapkan bahwa 

ketentuan akad musyarakah mutanaqisah merujuk pada akad musyarakah 

pada Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 perihal pembiayaan 

musyarakah. Yang mana isinya yaitu: 

1) Ijab dan qabul diungkapkan oleh masing-masing pihak saat 

membuat kontrak, dengan mempertimbangkan tujuan kontrak 

(akad), pelaksanaan, dan penuangan akad secara tertulis 

2) Para pihak yang berkontrak ditekankan memiliki kecakapan 

hukum 

3) Objek akad meliputi modal kerja, keuntungan dan kerugian 

4) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama dan jika 

terdapat persengketaan diatasi melalui musyawarah. 
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d. Hak Milik dalam Pandangan Islam 

Dalam bahasa arab “Milk” berarti memiliki sesuatu dan sanggup 

bertindak secara bebas terhaapnya. Secara terminologi milik diuraikan 

sebagai suatu ikhtisas yang menghalangi orang lain, dan menurut syariat sah 

bagi pemilik ikhtisas untuk bertindak sekehendaknya terhadap barang 

miliknya, selama tidak ada penghalang (Anshori, 2011). Maksud dari 

“menghalangi” disini adalah sesuatu yang mencegah siapa pun yang tidak 

memiliki barang tersebut untuk menggunakan atau memanfaatkan dan 

bertindak tanpa persetujuan sebelumnya dari pemiliknya. Sedangkan 

“penghalang” diartikan sebagai sesuatu ketentuan yang mencegah pemilik 

untuk bertindak terhadap harta miliknya. 

Islam memandang bahwa pemilikan pribadi suatu barang tidak bersifat 

mutlak (absolute). Islam menerapkan pembatasan dalam penggunaan dan 

pemanfaatan harta miliknya. Adapun beberapa prinsip mendasar mengenai 

kepemilikan  harta dalam islam antara lain: 

i. Pada hakikatnya individu merupakan wakil dari masyarakat 

Setiap orang dianggap sebagai wakil dari masyarakat yang 

dipercayakan dengan pengelolaan dan kepemilikan properti. Dan 

sesungguhnya harta pada umumnya adalah milik masyarakat sedangkan 

pemilik mutlak harta adalah Allah SWT. (Q.S Al Hadid ayat 7) 

اَوَانَْفِقوُْاَوَرَسُوْلِهَ َباِلٰلََِّاٰمِنوُْا سْتخَْلفَِيْنَََجَعلَكَُمََْمِمَّ َلهَُمََْوَانَْفقَوُْاَمِنْكُمََْاٰمَنوُْاَفاَلَّذِيْنَََيْهَِۗفََِم 

َكَبيِْرٌ ََاجَْرٌَ

Artinya: “Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkan (dijalan 

Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah 

menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang 

yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) 

memperoleh pahala yang lebih besar.” 

Milik pribadi hanyalah kepemilikan hak konsumsi dan 

pemanfaatan. Jadi, apapun jenis kepemilikan pribadi yang diperoleh dari 
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usaha-usaha yang sah secara syariat hak-hak masyarakatdapat ditemukan 

disana. Dengan kata lain, pada setiap kepemilikan pribadi dalam islam 

mempunyai dimensi fungsi sosial.  

ii. Harta benda tidak boleh hanya ditangan pribadi (sekelompok) anggota 

masyarakat 

Harta yang dikuasai hanya sekelompok orang dapat menimbulkan 

praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Tujuan prinsip ini adalah 

untuk menjaga keseimbangan dan kesetaraan dalam masyarakat. Islam 

melarang penumpukan harta seperti dijelaskan pada Q.S Al Hasyr ayat 7 

 

َوَالْمَسَٰ َوَالْيَتٰمٰى َالْقرُْبٰى َوَلِذِى سُوْلِ َوَلِلرَّ ِ ٰ َفََلِلِ َالْقرُٰى َاهَْلِ َمِنْ َرَسُوْلِه  َعَلٰى َاٰللُ َافََاۤءَ َوَابْنَِمَآ كِيْنِ

َ َفَخُذوُْهُ سُوْلُ َالرَّ َاٰتٰىكمُُ َوَمَآ َمِنْكُمْۗ َالْاَغْنيِاَۤءِ َبيَْنَ َدوُْلَةًَۢ َيَكُوْنَ َلَا َكَيْ بِيْلِِۙ َالسَّ َفَانْتهَُوْا  َعَنْهُ َنَهٰىكُمْ وَمَا

َاٰللََشَدِيْدَُالْعِقَابَِ   وَاتَّقوُاَاٰللََاِۗنَّ

Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang 

dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduudk beberapa negeri 

adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan 

orang yang dalam perjalanan. (Demikian ) agar harta itu tidak hanya beredar 

di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul 

kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. 

Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. 

Sebab-sebab seseorang mempunyai hak milik menurut Islam: 

a) Sebab Ihrazul Mubahat (memiliki benda yang boleh dimiliki). Benda 

yang dapat dijadikan harta miliknya ialah bukan hak milik orang lain 

dan juga bukan barang yang terdapat larangan agama untuk diambil 

sebagai hak milik. Contohnya; hasil buruan. 

b) Sebab al Uqud (akad). Akad dalam ranah hukum kekayaan adalah suatu 

hubungan hukum (mengenai kepemilikan) yang memberikan satu hak 

untuk menuntut sesuatu dari yang lain, sedangkan orang lain 
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berkewajiban untuk memenuhi permintaan. Perbuatan hukum 

diklasifikasikan ke dalam dua keadaan yaitu perbuatan sepihak, dimana 

perbuatan hukum itu hanya dilakukan oleh satu pihak dan menimbulkan 

hak dan kewajiban bagi pihak lain, misalnya pembuatan surat ahli waris 

dan pembrian hadiah. Kedua, perbuatan hukum dua pihak, yaitu hukum 

yang dilaksanakan oleh dua pihak sehingga timbul hak dan kewajiban 

bersama bagi kedua belah pihak secara timbal balik, misalnya jual beli 

dan kontrak kerja.  

c) Sebab Al Khalafiyah (pewarisan), yaitu orang yang dilimpahi hak milik 

karena menempati hak orang lain. Ada dua macam sebab kepemilikan al 

Khalafiayah, al Khalafiyah syakhsy an syakhsy yaitu ahli waris 

menempati hak kepemilikan atas semua harta peninggalan dari pewaris 

sedangkan al Khalafiyah syai’an syaiin kepemilikan atas barang ganti 

rugi yang sepenuhnya menjadi hak milik penerima dari orang yang 

mengganti rugi.  

d) Sebab Anawalludu minal mamluk (beranak pinak), semua yang 

lahir/terjadi dari benda yang dimiliki merupakan hak bagi pemilik 

barang atau benda tersebut, misalnya anak binatang yang lahir dari 

induknya.  

Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah tentu tidak lepas dari 

investasi bisnis dengan motif laba. Perkembangan ekonomi Islam ini 

berlandaskan pada lima nilai universal yakni tauhid (keimanan), ‘adl 

(keadilan), nubuwah (kenabian), khilafah (kepemimpinan), dan ma’had 

(hasil). Dari kelima nilai ini akan menjadi dasar inspirasi untuk merumuskan 

proporsi-proporsi dan teori-teori dalam mengembangkan bisnis syariah. 

Ekonomi islam juga memandang penting mengenai pembahasan tentang hak 

kepemilikan suatu harta benda sebagai modal dari usaha bisnis.  

Dari nilai ketauhidan dan keadilan islam memunculkan konsep 

multitype ownership atau kepemilikan multijenis (Rivai et al., 2012). 
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Berbeda dengan kepemilikan sistem kapitalis yang menganggap bahwa 

kepemilikan ialah milik swasta, dan sistem sosialis yang menganggap 

kepemilikan adalah milik negara. Prinsip multitype ownership meyakini 

variasi jenis kepemilikan baik oleh swasta, negara maupun campuran (Rivai 

et al., 2012). Menurut prinsip ini pemilik primer adalah Allah SWT sebagai 

pemilik mutlak dari alam semesta beserta segala isinya. Sedangkan manusia 

pemilik skunder yang diberi amanah untuk mengelola dan mengambil 

manfaat darinya. Namun dalam rangka menjamin keadilan agar tidak terjadi 

kedzaliman dari segolongan orang terhadap yang lainnya dengan penguasaan 

kebutuhan masyarakat maka kepemilikan dikuasai oleh negara.   

2. Konsep Wa’ad 

a. Definisi Wa’ad,  

Ada perbedaan antara waad, muwaadah, dan ahd. Janji dalam bahasa 

Arab disebut al-wa’du (الوعد), adalah bentuk masdar dari wa’ada-ya’idu-

wa’dan-wa’idatan-wa-mau’dan. Kata wa’ad biasanya dipakai untuk 

kebaikan atau keburukan, tetapi kebanyakan dipergunakan dalam kaitannya 

dengan sesuatu yang baik. Secara istilah wa’ad adalah mengikat bagian-

bagian yang akan dilakukan dengan ijab dan kabul yang sesuai dengan 

syariah. Menurut Al-‘Aini dalam (Hosen & Muayyad, 2014) wa’ad adalah 

khobar yang mengaitkan kebaikan dengan masa depan. Wa’ad juga dapat 

diartikan dengan janji atau keinginan yang diungkapkan oleh seseorang 

untuk melakukan sesuatu, baik dalam tindakan maupun ucapan, untuk 

kepentingan pihak lainnya (Andri, 2019). 

Dari pengertian wa’ad menurut bahasa dan istilahnya terlihat bahwa 

wa’ad digunakan untuk sesuatu yang baik dan terlihat di masa depan dengan 

kata lain wa’ad wajib bagi orang yang terikat kepada orang lain di masa 

depan. Misalkan Nabilah berkata kepada Aisyah; “Saya berjanji akan 

membelikanmu kerudung pada waktu kamu ulang tahun yang ke-18”. Kata 

“akan” disini menunjukan waktu setelahnya atau yang akan datang.  
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Muwa’adah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih atau dapat 

diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan atas nama satu orang atau 

lebih, yang mengikat dirinya pada satu orang atau lebih yang lain. Perjanjian 

adalah suatu kesepakatan (baik dalam bentuk tertulis maupun lisan) yang 

dibuat oleh dua pihak atau lebih dimana mereka saling berjanji untuk 

ketentuan perjanjian tersebut. 

Sedangkan ‘ahd (العهد) dikaitkan dengan segala kewajiban seorang 

hamba untuk menunaikan sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Allah 

ataupun hak-hak manusia yang lain. Dalam Q.S Ar-Rad ayat 20 diterangkan 

kata al-‘ahd dalam ayat terebut menjelaskan segala ‘ahd Allah yaitu meliputi 

perintah dan larangan Allah untuk hamba-Nya serta mengharuskan hamba 

menunaikan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.  

Wa’ad sering disebut sebut sebagi perikatan. Perikatan menurut KUH 

Perdata adalah “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, 

berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak 

yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”. 

Adapun perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada 

orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan 

sesuatu hal”. Perjanjian timbullah keterikatan diantara pihak-pihak yang 

berjanji dan disebut perikatan. Maka hubungan antara perikatan dan 

perjanjian adalah perjanjian menerbitkan perikatan.  

Baik akad maupun wa’ad merupakan bentuk dari perbuatan hukum 

atau tasharruf. Tasharuf ialah segala sesuatu (perbuatan) yang disandarkan 

pada kehendak seseorang kemudian hukum syariat mengenainya beberapa 

akibat hukum yaitu hak dan kewajiban. Menurut Musthafa az-Zarqa 

tasharruf memiliki dua bentuk, yaitu (Dewi et al., 2005): 

1) Tasharruf Fi’li, yaitu usaha yang dilakukan seseorang dengan 

menggerakan tenaga dan badannya.  
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2) Tasharruf qauli, segala usaha seseorang yang keluar dari lisannya. 

Tasharruf qauli digolongkan menjadi dua, yaitu tasharruf qauli aqdi 

adalah dua ucapan yang keluar dari dua lisan yang saling terikat. Yang 

termasuk di dalamnya adalah ucapan ijab qabul dari dua pihak yang 

disebut dengan akad yang kemudian menimbulkan perikatan diantara 

mereka. Dan yang kedua adalah tasharruf qauli ghairu aqdi yaitu 

perkataan yang tidak bersifat akad dan tidak ada ijab qabul   

b. Hukum menepati janji (al-wafaa bil wa’ad) 

Hukum menepati janji (wa’ad) apabila dibawa pada ranah hukum 

formal bermuamalah sesuai syariah, para ualam terdahulu berikhtilaf tentang 

status hukum wa’ad, berikut ini dijelaskan status hukum wa’ad menurut 

ulama klasik : 

1) Mustahab  

Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama ahli fiqih 

diantaranya Hanafiyah, Syafi’iyah, Hanabilah dan sebagian  Malikiyah 

bahwa hukum janji adalah mengikat dari pandangan agama bukan 

menurut hukum formal. Adapun mengingkari janji dikategorikan pada 

perbuatan makruh karaahah tanziih (yang mendekati keharaman), jika si 

pemberi janji tidak berniat mengingkarinya dengan maksud merugikan 

pihak yang dijanjikan (I. Maulana, 2011). Hal ini digambarkan dengan 

kenyataan bahwa jika seseorang berjanji akan menghibahkan sebagian 

hartanya maka yang lebih utama menurut agama adalah melaksanakan 

janji tersebut. Namun disisi lain hukum formal tidak dapat memaksa 

orang yang berjanji untuk memenuhi janjinya menyerahkan sebagian 

hartanya. Karena hadiah merupakan bagian dari perjanjian tabarru yang 

berorientasi pada kebajikan dengan tanpa mengharapkan keuntungan atau 

balas jasa. 

Hadits yang digunakan sebagai dasar pendapat ini yaitu Haduts 

riwayat Imam Malik, bahwa ada seseorang bertanya pada Rasulullah: 
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“Apakah saya telah membohongi istriku? Rasulullah menjawab: 

Bahwasanya tidak ada suatu kebaikan apapun dalam kebohongan, 

kemudian pria tersebut bertanya: Apakah saya harus menjanjikan istriku 

dengan sesuatu, lalu mengatakan kepadanya bahwa saya tidak mampu 

untuk menepati janji tersebut? Seraya Rasulullah menjawab: Tidak ada 

dosa begimu untuk berlaku demikian”.  

Alasan status hukum mustahab dalam memenuhi janji menurut 

jumhur fuqaha antara lain; 

 Qiyas (analogi) terhadap praktik hibah 

Jumhur fuqaha berpendapat bahwas hibah tidak berimplikasi pada 

kewajiban kecuali sesudah diberikan. Karena hibah ialah akad 

tabarru’ yaitu pemberian sukarela dari orang yang berhibah dan 

termasuk dalam akad ghair lazim (tidak mengikat) yang berarti 

orang yang menghibahkan boleh membatalkan sebelum 

dilaksanakan maka wa’ad menjadi mustahab. 

 Pihak yang menerima janji tidak dibebani hak atas janji yang 

diberikan oleh gharim (orang berhutang) 

Apabila orang telah berjanji untuk menghadiahkan pada orang lain 

akan tetapi ia meninggal sebelum melaksanakan janjinya sedang ia 

meninggal dalam keadaan berhutang dan  bangkrut maka seseorang 

yang diberi janji ataupun ahli warisnya tidak berhak untuk 

mengambil harta dari pihak yang berjanji dan orang yang berjanji 

tidak berkewajiban memenuhi janjinya.  

2) Wajib Mutlak 

Beberapa ulama diantaranya Umar bin Abdul Aziz, Hasan al Basri, 

Ishaq bin Rahwaih, Ibnu Syairomah, dan juga Ibnu Taimiyah 

menyampaikan bahwa segala bentuk janji hukumnya mengikat, maka 

apabila ada orang berjanji kepada orang lain maka ia wajib untuk 
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memenuhinya. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah surat Ash-shaf 

ayat 2 dan 3, artinya “Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu 

mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian disisi 

Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”. 

Ditegaskan bahwa orang berjanji, jika setelah terucapnya janji ia tidak 

melaksanakannya maka orang itu dikiaskan dengan orang yang 

mengatakan tetapi tidak melakukannya, dan ia termasuk orang yang 

mengingkari ayat-ayat Allah. Karena janji yang dibuat tetapi tidak 

ditepati adalah kebohongan, dan kebohongan dilarang, maka melanggar 

janji adalah kebohongan.  

Hal ini juga diperjelas dalam sabda nabi pada shahih Bukhari 

Muslim “dari Abu Hurairah R.A bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: 

ciri-ciri orang munafik ada tiga; apabila berbicara berbohong, apabila 

dipercaya berkhianat, dan apabila berjanji mengingkari” (H.R Bukhari 

Muslim). Dari hadits diatas melanggar janji merupakan perbuatan yang 

diharamkan karena termasuk dalam ciri-ciri orang munafik dan 

memenuhi janji hukumnya menjadi wajib. Nabi juga mengibaratkan suatu 

janji dengan hutang yang wajib dibayar, sehingga janjipun wajib untuk 

ditunaikan. akibat buruk dari ingkar janji adalah dapat mendatangkan 

permusuhan diantara umat islam. Dengan demikian, pada dasarnya janji 

mengikat menciptakan kemaslahatan dalam transaksi keuangan untuk 

menghindari transaksi yang saling bertentangan.  

3) Wajib Mu’allaq 

Penenuhan janji ini adalah dengan status wajib mu’allaq,terbagi 

menjadi dua bagian. Pertama, janji harus dipenuhi, terlepas dari terpenuhi 

atau tidaknya syarat. Kedua, pelakasanaan janji tidak mengikat jika syarat 

tidak terpenuhi. Jenis pertama janji tidak wajib dipenuhi kecuali terikat 

(mu’allaq) karena pengikatan syarat statusnya menjadi wajib ketika syarat 

ditetapkan. Pada tipe kedua, janji hukum mengikat secara agama jika 
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tidak ada halangan dan mengikat secara hukum formal jika mengacu pada 

akal. Adapun alasan yang menjadikan wajibnya memenuhi janji yang 

dikaikan dengan syarat adalah: 

 Menghindari gharar 

Gharar harus dihindari dalam transaksi muamalah maliyah dan janji 

harus dipenuhi jika janji dibuat dengan syarat yang harus dipenuhi. 

 Menjauhi kemadharatan 

Jika pemberi janji tidak memenuhi janjinya, ia telah melanggar 

janji. 

 Kebebasan menentukan syarat 

Prinsip kebebasan sangat ditekankan dalam pembuatan akad 

termasuk difinisi persyaratannya kecuali ada argument yang 

menyangkal, membatasi, dan meniadakan persyaratannya. 

c. Fatwa DSN-MUI Tentang Wa’ad 

Dasar dari status hukum wa’ad yang mengikat memiliki implikasi 

penting dalam kegiatan operasional bank syariah, terutama dalam 

penyediaan produk berbasis akad Murabahah Lil-Aamir Bissyiraa, Ijarah 

Wal Iqtina, Dan Musyarakah Mutanaqisah dalam pembiayaan perumahan 

atau pembelian barang oleh bank dengan akad salam ataupun ishtishna. 

Wa’ad dilakukan oleh satu pihak yang mengikatkan dirinya atas suatu 

perbuatan terhadap orang lain. Maka wa’ad ialah janji sepihak kepada pihak 

lain dimana hanya mengikat pihak yang berjanji dimana pihak yang berjanji 

wajib menunaikan kewajibannya atas janji tersebut sedangkan pihak yang 

diberi janji tidak memiliki kewajiban apapun kepada pihak lainnya. 

Mayoritas ulama (hanafiyah, syafiiyah, hanabilah, dan sebagian 

malikiyah) berpendapat bahwa janji hanya mengikat secara moral 

(mulzimun diniyah) tidak mengikat secara hukum (mulzimun 

qadhaan/legally binding). Sebagian kecil ulama (Ibnu Syubrumah, Ishaq, 
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Hasan Basri, sebagian Malikiyyah) janji tidak hanya mengikat secara moral 

tetapi juga mengikat secara hukum apabila dihubungkan dengan sebab atau 

pemenuhan kewajiban, baik disebutkan dalam pernyataan wa’ad atau tidak 

(Andri, 2019). 

Adanya Ikhtilaf ulama tentang status hukum wa’ad maka DSN-MUI 

mengeluarkan fatwa tentang wa’ad di dalam transaksi keuangan syariah 

sebagai pedoman yaitu fatwa DSN-MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang 

Janji (Wa’ad) dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah yang memuat 

ketentuan sebagai berikut:  

1) Janji merupakan ungkapan yang dilontarkan oleh seseorang untuk 

melaksanakan sebuah kebaikan kepada orang lain di waktu yang akan 

datang. 

2) Wa’id merupakan sebutan bagi orang yang berjanji. 

3) Orang yang diberikan janji disebut wa’id 

4) Isi perjanjian disebut Mau’ud bih  

5) Janji bersiafat mengikat (Mulzim). Artinya orang yang telah berjanji 

memiliki kewajiban untuk menunaikan perjanjian tersebut. 

Akan tetapi praktisi perbankan ataupun masyarakat yang berkecipung 

di bidang perbankan masih perlu adanya penelitian yang komrehensif 

terhadap implementasi wa’ad supaya terjaga kepatuhan pembiayaan oleh 

perbankan syariah. Sebab wa’ad sendiri ialah bagian dari perikatan pada 

sistem keuangan syariah, sehingga segala hal terkait wa’ad menjadi sesuatu 

yang vital dan strategis. Oleh karenanya wa’ad dapat membuka celah 

polemik khususnya yang berkaitan dengan legalitas hukum formal yang 

memiliki ikhtilaf di kalangan ulama.  

Dari fatwa DSN-MUI diatas diketahui bahwasanya status hukum 

wa’ad di Indonesia adalah mulzim. Diterangkan bahwa “Janji (wa’ad) 

dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mengikat (mulzim) dan 

wajib (ditunaikan) oleh pihak yang menyatakan janji (wa’id) dengan 
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mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini” (“Fatwa 

DSN-MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012,” 2012) Pada hakikatnya pelaksanaan 

wa’ad merupakan hal yang mandub karena tujuannya untuk 

menjagmemelihara kemuliaan akhlak. Jika ada seseorang telah berjanji 

untuk menunaikan sesuatu, maka menunaikan janji tersebut bukan hal yang 

wajib akan tetapi sunnah (Zuhaily, 2007).  

Adapun fatwa DSN-MUI No.45/DSN-MUI/II/2005 disampaikan 

bahwa wa’ad harus ditulisakan dalam suatu dokumen Memorandum of 

Understanding (MoU) sehingga memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian 

sesuai dengan pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata Indonesia (I. 

Maulana, 2011).  

d. Dasar Hukum Wa’ad 

Berdasarkan pada (“Fatwa DSN-MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012,” 

2012) dasar hukum wa’ad adalah sebagai berikut: 

1) Al Quran 

a) QS. al-Ma'idah [5]: 1: 

َمَاَيتُلْٰىَعَليََْ َاحُِلَّتَْلكَُمَْبهَِيْمَةَُالْانَْعاَمَِالِاَّ اَاوَْفوُْاَبِالْعقُوُْدِۗ كُمَْغَيْرََيٰآيَ هَاَالَّذِيْنََاٰمَنوُْٓ

َاٰللََيحَْكُمَُمَاَيرُِيْدَُ َاِنَّ يْدَِوَانَْتمَُْحُرُمٌۗ َمُحِلِّىَالصَّ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!192) 

Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan 

kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu 

ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya 

Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. 

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti 

ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah”. 

 

b) QS. al-Isra' [17] : 34: 

َاِنََّ َباِلْعهَْدِۖ َوَاوَْفوُْا ۖ َاشَُدَّه  َيبَْلغَُ َحَتىٰ َاحَْسَنُ َهِيَ َباِلَّتيِْ َالِاَّ َالْيتَيِْمِ َمَالَ َتقَْرَبوُْا َوَلَا

َالْعهَْدََكَانََمَسْـُٔوْلًاَ
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 Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) 

yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan 

penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta 

pertanggungjawabannya. 

 

c) QS. al-Baqarah [2]: 275: 

َالَّذِيَْيتَخََبَّطهَُُالشَّيْطٰنَُمِنََالْمََ َكَمَاَيقَوُْمُ بٰواَلَاَيقَوُْمُوْنََالِاَّ َالََّذِيْنََيأَكُْلوُْنََالرِّ ۗ سِّ

َفمََنَْجَاَۤ بٰواۗ َالرِّ مَ َالْبيَْعََوَحَرَّ َاٰللُ َوَاحََلَّ بٰوا  َالرِّ َانَِّمَاَالْبيَْعَُمِثلُْ ا َقاَلوُْٓ َذٰلِكََباِنََّهُمْ ءَه 

ىِٕكََاصَْحٰبَُ
ۤ
َالِىََاٰللََِۗوَمَنَْعَادََفاَوُلٰ ٓ َوَامَْرُه  َمَاَسَلفََۗ َفاَنْتهَٰىَفلَهَ  بهِّ  نَْرَّ مَوْعِظَةٌَمِّ

َالنَّارَِ َهُمَْفيِْهَاَخٰلِدوُْنََ

 

275.  “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak 

dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan 

karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata 

bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang 

telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut 

riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu 

menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa 

yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. 

Mereka kekal di dalamnya”. 

d) QS. al-Baqarah [2]: 278: 

ؤْمِنيِْنََ بٰوٓاَاِنََْكُنْتمََُْم   يٰآيَ هَاَالَّذِيْنَََاٰمَنوُاَاتَّقوُاَاٰللَََوَذرَُوْاَمَاَبقَِيَََمِنَََالرِّ

 Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang 

mukmin. 

2) ` Hadis Nabi SAW 

a) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat 

Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya: 

 

َضِرَارََ)أخرجهَابنَ (3 َضَرَرََوَلاَ َقَضَىَأنََْلاَ َوَسَلَّمَ َُعَليَْهِ َصَلَّىَاللَّ ِ َرَسُولََاللَّ أنََّ

امتَفيَسننه,َالكتاب:َالأحكام،َالبابَ:َمنَبنىَفيَحقهَمايضرَماجهَعنَعبادةَبنَالص

 ،َورواهَأحمدَعنَابنَعباس،َومالكَعنَيحي(2331بجاره،َرقمَالحديثَ:َ
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"Rasulullah s.a.w. menetapkan: tidak boleh membahaya-

kan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya 

(kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya 

(perbuatan yang merugikannya)." (HR. Ibnu Majah dari Ubadah 

bin Shamit dalam Sunan-nya, kitab: Ahkam, bab: man bana bi 

haqqihi ma yadhurru bi jarihi, No: 2331; HR. Ahmad dari Ibnu 

Abbas, dan HR Malik dari Yahya) 

a) Hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, kitab: Ahkam, 

bab: ma dzukira 'an Rasulillah, No: 1272: 

َحَرَامًاَوَالْمُسْلِمُونََعَلَىَ (4 مََحَلاَلاًَأوََْأحََلَّ لْحَُجَائزٌَِبَيْنََالْمُسْلِمِينََإِلاََّصُلْحًاَحَرَّ الص 

َحَرَامًا مََحَلاَلاًَأوََْأحََلَّ  شُرُوطِهِمَْإِلاََّشَرْطًاَحَرَّ

”Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 

yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 

mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram." 

5) Kaidah fikih, antara lain: 

a)  

َدلَِيْلٌَعَلىََالتَّحْرِيْمِ.َ)الأشباهَوالنظائرَفيَالأصَْلَُفيَِالْأشْيَاءَِالِْإباَحَةَُإلِاََّ (6 َأنََْيدَلَُّ

قواعدَوفروعَفقهَالشافعية،َلجلالَالدينَعبدَالرحمنَبنَأبيَبكرَالسيوطي،َبيروت:َدارَ

َ(133،َص.1987َالكتابَالعربي.َ

 

"Pada dasarnya, segala sesuatu (bentuk mu'amalat) boleh 

dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." (al-Asybah 

wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah, Jalal al-Din 

Abd al-Rahman Ibnu Abi Bakr al-Suyuthi, Beirut: Dar al-Kitab al-
'Arabi. 1987, hlm. 133) 

a) ََِحُكْمَُالله  أيَْنَمَاَوُجِدتََِالْمَصْلَحَةَُفَثمََّ

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah". 

3. Perbandingan Antara Perjanjian dan Akad dalam Hukum Positif dan Prespektif 

Syariah  
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Dari sudut hukum positif (legal level), akad sama dengan perjanjian. Hal 

ini berbeda dengan pandangan syariah bahwa akad tidak selalu berarti 

perjanjian. Akad baru akan disebut perjanjian jika dan hanya jika kesepakatan 

antara bank syariah dan nasabah terjadi ketika kualitas, kuantitas, harga objek 

transaksi serta waktu penyerahan telah diketahui. Mengenai pembiayaan 

berbentuk line facility, syariat tidak memandangnya sebagai akad, melainkan 

hanya berbentuk wa’ad (promise) (Mardani, 2013). Oleh karena itu dikatakan  

akad apabila pada saat dropping pembiayaan yang diwujudkan dalam bentuk 

SPRP (Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan). Dengan demikian dalam 

pandangan syariah akad tidak selamanya berwujud perjanjian, akan tetapi dapat 

pula berbentuk surat dokumen pencairan yang mana dapat mencerminkan suatu 

akad. Begitu pula pada surat perjanjian, di dalamnya dapat mencerminakan 

akad maupaun hanya wa’ad. Jadi istilah hukum yang sama dapat memiliki arti 

yang berbeda sesuai prespektif yang digunakan. 

Hukum syariah Hulum positif 

Wa’ad 1. Memorandum of Understanding 

(MoU) perjanjian kerjasama antara 

bank dengan phak ketiga.  

2. Perjanjian Line Facility (Revolving 

Facility) 

Akad  Akad perjanjian line facility disertai 

perjanjian pada saat dropping dengan 

SPRP. Pengajuan pembiayaan dari 

nasabah dan disetujui oleh bank dalam 

bentuk Surat Persetujuan Pencairan 

Pembiayaan. 
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Prinsip-prinsip pembuatan akad di perbankan syariah, disampaikan oleh 

Prof Dr. Fatturahman Djamil dalam (Mardani, 2013): 

1) Dari sudut pandang subjek hukum atau pihak-pihak yang membuat 

perjanjian  

a) Para pihak harus memiliki kapasitas untuk bertindak sesuai 

hukum, artinya orang dewasa dan bukan mereka yang secara 

hukum dibawah pengampuan atau perwalian. Jika orang 

tersebut belum cakap dan berada dibawah pengapuan maka 

saat melakukan akad wali harus hadir. 

b) Identitas dan kedudukan para pihak dalam perjanjian harus 

jelas, apakah bertindak untuk dirinya sendiri atau mewakili 

sebuah badan hukum. 

c) Tempat dan syarat perjanjian didasari nilai-nilai kebaikan dan 

ditungkan dalam akad. 

2) Dari segi tujuan dan objek akad 

a) Tujuan akad disebutkan dengan jelas, misalnya untuk jual beli, 

sewa menyewa, dan bagi hasil sesuai dengan ajaran syariat. 

b) Objek akad tidak boleh menyalahi syariat atau ‘urf dengan kata 

lain objek akad harus halal dan tayyib.  

3) Adanya kesepakatan dalam isi perjanjian 

a) Waktu perjanjian, baik dimulainya maupun berakhirnya 

perjanjian, jangka waktu pembayaran dan jatuh tempo harus 

diketahui dan disepakati sejak awal akad oleh pihak bank dan 

nasabah. Jangka waktu pembiayaan tidak dapat berubah pada 

tengah perjanjian atau akhir perjanjian, kecuali ada 

kesepakatan kedua belah pihak. 

b) Jumlah pembiayaan, batas plafon pembiayaan, nisbah atau 

margin yang disepakati, dan biaya darurat lain yang 

dibutuhkan. 
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c) Mekanisme kerja, tingkat kemampuan untuk melakukan 

pemantauan dan evaluasi kondisi nasabah.  

d) Jaminan, lokasi jaminan, nominal kegunaan jaminan tersebut 

dan semua hal yang berkaitan dengannya. 

e) Penyelesaian,  jika ada penyelesaian atau tidak ada kepatuhan 

antara dua belah pihak, apa metode penyelesaian yang 

disepakati, langkah yang harus diambil dan seterusnya. 

f) Objek yang diperjanjikan dan cara pelaksanaannya. 

4) Pilihan hukum 

Ketika pembuataan akad di bawah Bank Syariah, hal-hal berikut harus 

dipertimbangkan, antara lain: 

a) Baik tujuan maupun objek akad harus halal menurut syariat. 

b) Tidak terdapat ambiguitas (gharar) dalam penyusunan akad dan 

prestasi yang diperjanjikan. 

c) Para pihak tidak terdzalimi dan tidak mendzalimi. 

d) Transaksi harus adil 

e) Transaksi tidak mengandung unsur perjudian (maysir) 

f) Ada prinsip hari-hati 

g) Tidak berbuat hal-hal yang tidak bermanfaat dalam islam 

maupun najis. 

h) Tidak mengandung riba 

Selain itu, dalam bisnis syariah harus didasarkan pada prinsip berikut 

ini: 

a) Prinsip ‘an-taradhin (saling rela dalam akad) 

b) Prinsip al-I’timad ‘ala an-nafs (kewirausahaan) 

c) Prinsip at-Ta’awun (saling menguntungkan dalam hal-hal yang 

bermanfaat) 

d) Prinsip al-Mas’uliyah (tanggung jawab) 
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e) Prinsip at-Tasysir (kemudahan), sebab segala bentuk kegiatan 

muamalah diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan  

f) Prinsip al-Idariyah (administrasi keuangan yang benar dan 

transparan) 

g) Prinsip at-Takaful al-ijtima’I (tanggung jawab sosial) 

h) Prinsip al-Ikhtiyat (kehati-hatian) 

Berikut adalah syarat penyusunan akad Musyarakah Mutanaqisah 

No. Kategori Persyaratan 

1                                     Persyaratan dalam Akad 

1.1 Syarat Terdapat judul Musyarakah Mutanaqisah 

1.2 Syarat Disebutkan waktu terjadinya akad, hari dan tanggal akad  

1.3 Syarat menyebutkan para pihak beserta kedudukannya dalam akad 

1.4 Rukun menetapkan bank dan nasabah sebagai mitra atau partner atau syarik 

1.5 Syarat 
mencantumkan nominal kontribusi dana masing-masing pihak dalam 

kerjasama ini. 

1.6 Rukun mencantumkan nisbah bagi hasil yang disepakati  

1.7 Syarat mencantumkan porsi kerugian  

1.8 Syarat menetapkan jenis kerjasama  

1.9 kesepakatan  
menetapkan sanksi bagi nasabah apabila lalai membayar bagi hasil pada 

waktunya 

1.10 kesepakatan  menetapkan kesepakatan apabila terjadi force majeur 

1.11 kesepakatan  menetapkan jaminan dari pihak ketiga apabila diperlukan 

1.12 kesepakatan  menetapkan saksi-saksi apabila diperlukan 

2                                     Persyaratan Transfer Dana 

2.1 kesepakatan  dilakuakan bank dengan mengkredit kepada rekening nasabah 

2.2 kesepakatan  tanda terima oleh nasabah adalah tanda terima uang 

3                                     Persyaratan Perhitungan Keuntungan 
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3.1 kesepakatan  menggunakan expected profit rate yang ditetapkan ALCO masing-masing 

 

3. Perbankan Syariah 

Krisis moneter pada tahun 1997 sampai dengan 1998 menjadi memori buruk 

bagi perbankan konvensional dan sistem perekonomian Indonesia kala itu. 

Beberapa bank konvensional ditutup oleh pemerintah dan dilanda 

ketidakpercayaan dari masyarakat sehingga mereka menaikan suku bunga 

tabungan dan deposito untuk menarik dana dari masyarakat. Akhirnya 

masyarakat berspekulasi bahwa jika mempercayakan dana mereka kepada bank 

konvensional mereka berharap akan meraih imbal hasil yang tinggi berupa 

bunga, akan tetapi bank tidak diperkenankan menyalurkan kredit dengan bunga 

yang tinggi pada masyarakat. Dampaknya bank konvensional mengalami 

kesulitan keuangan dan terjadi negative spread. Hal ini juga berdampak pada 

merosotnya sektor produksi karena biaya modal sangat tinggi (Huda & Heykal, 

2010).  

Pada saat itulah justru bank syariah memperlihatkan kinerjanya yang relative 

lebih baik dibandngkan bank konvensional. Tercermin pada rendahnya 

penyaluran pembiayaan yang bermasalah (non performing financing) dan tidak 

terjadi negative spread dalam kegiatan operasinalnya. Dari prestasi inilah 

pemerintah mulai melirik perbankan syariah sebagai pendongkrak 

perekonomian nasional. Maka pada 1998 pemerintah membuat UU No 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan dengan dual banking system dan bank 

konvensional juga boleh membuka Unit Usaha Islam. Pada proses akselerasi 

perkembangan perbankan syariah dikeluarkan UU Tentang Perbankan Islam 

yaitu UU No 21 Tahun 2008. Adapun misi dan prinsip Perbankan Syariah 

berisi: 

a. Memberi arakah kepada umat Islam dalam melakukan praktik muamalah 

sesuai syariat dan terhindar dari ketidakjelasan dan riba, selain dilarang 
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oleh syariat praktik yang demikian juga berdampak buruk bagi 

perekonomian masyarakat 

b. Dalam rangka pemerataan pendapatan melalui investasi, supaya tidak 

terjadi kesenjangan ekonomi antara pihak investor dan pihak yang 

membutuhkan pendanaan. 

c. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembukaan peluang usaha 

yang lebih besar dan mendorong masyarakat untuk produktif. 

d. Menuntaskan kemiskinan dengan pembinaan nasabah dengan 

menonjolkan sifat kebersamaan. 

e. Menstabilkan ekonomi dan sektor moneter serta menghalau persaingan 

tidak sehat antar lembaga keuangan.  

Lembaga Keuangan Syariah menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) 

adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah 

dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah 

(DSN-MUI,2003). Definisi diatas mempertegas bahwa ada dua untur 

yang harus dipenuhi sebagai lembaga keuangan syariah, yaitu unsur 

kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai 

lembaga keuangan. Dalam fatwa tersebut, DSN menjelaskan prinsip-

prinsip hukum muamalah yang dirumuskan mayoritas ulama. Beberapa 

prinsip tersebut antara lain: 

1) Pada prinsipnya, semua bentuk muamalah diperbolehkan, kecuali 

dinyatakan lain dalam AlQuran dan Sunnah Rasul (prinsip mubah) 

2) Muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan tidak mengandung unsur-

unsur paksaan (prinsip sukarela) 

3) Muamalah dilakukan atas dasar keseimbangan antara manfaat dan 

kerugian bagi kehidupan masyarakat (prinsip manfaat) dan 

(menghindari kerugian) 
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4) Muamalah dilakukan atas dasar menjaga nilai keadilan, menghindari 

unsur-unsur yang menganiaya, dan memanfaatkan kesulitan (prinsip 

keadilan) 

Lebih jelas para ulama mengidentifikasi beberapa jenis transaksi yang 

dilarang oleh Islam antara lain: 

1) Berisi barang atau jasa yang dilarang 

2) Berisi sistem dan proses untuk memperoleh manfaat yang dilarang 

antara lain tadlis (ketidaktahuan satu pihak), gharar (ketidaktahuan 

kedua pihak), ikhtikar (rekayasa pasar dalam pasokan), bai’ najasy 

(rekayasa dalam permintaan), maysir (judi), dan riba. 

3) Akadnya tidak sah. 

4. Mekanisme Refinancing Syariah 

a. Pengertian Refinancing Syariah 

Refinancing syariah adalah pembiayaan ulang yang dilakukan sesuai 

dengan prinsip syariah berupa fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan 

syariah berkaitan dengan pembiayaan baru bagi nasabah baru atau nasabah 

yang belum melunasi pembayaran sebelumnya (Fatwa Dewan Syari’ah 

Nasional No. 89/DSN-MUI/XII/2013 Tentang Pembiayaan Ulang 

(Refinancing) Syariah). Skema refinancing syariah mencakup dua keadaan, 

pertama, pembiayaan untuk calon nasabah yang telah memiliki asset 

sepenuhnya. Kedua, pembiayaan bagi calon nasabah yang memiliki 

pembiayaan berjalan.  

Penerapan refinancing syariah pada lembaga keuangan syariah di awali 

sejak OJK menerbitkan surat edaran SEOJK Nomor 36/SEOJK03/2015 

tentang produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah. Di 

dalamnya di tegaskan bahwa ketentuan pelaksanaan refinancing syariah juga 

diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 89/DSN-MUI/XII/2013 Tentang 

Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah. Kedua aturan tersebut saling 
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mendukung dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga keduanya 

menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembiayaan refinancing syariah.  

Pembiayaan refinancing sederhananya adalah mengambil fasilitas baru 

untuk melunasi pembiayaan yang lama, hanya saja pembiayaan yang baru ini 

memiliki ketentuan yang lebih ringan dibanding utang yang lama (Dannia, 

2019). Dalam POJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang  Produk dan Aktivitas 

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat beberapa 

karakteristik umum mengenai refinancing syariah di Lembaga Keuangan 

Syariah diantaranya sebagai berikut:  

1) Bank dapat melakukan refinancing dalam mata uang rupiah atau valuta 

asing  

2) Obyek refinancing dapat berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset 

lainnya. 

3) Bank dapat melakukan penilaian terhadap properti atau aset calon 

nasabah untuk menentukan harga wajar. 

4) Refinancing syariah dalam pengaplikasiannya memakai beberapa akad 

yaitu : Al- Bai’ wal Isti’jar, Musyarakah Mutanaqishah dan Al-Bai’ dan 

Musyarakah Mutanaqishah.  

Berdasarkan karateristik refinancing syariah diatas, menunjukkan 

bahwa refinancing syariah baik di perbankan maupun di multifinance 

memiliki persamaan dari segi karakteristik, yaitu objek refinancing syariah 

dan penaksiran harga barang (Dannia, 2019). 

b. Landasan Hukum Refinancing Syariah 

1) QS. al-Ma'idah [5]: 1: 

َيتُلْٰىَعَليََْ َمَا َالِاَّ َالْانَْعاَمِ َبهَِيْمَةُ َلكَُمْ َاحُِلَّتْ َباِلْعقُوُْدِۗ َاوَْفوُْا ا َاٰمَنوُْٓ َالَّذِيْنَ َغَيرََْيٰآيَ هَا كُمْ

َاٰللََيحَْكُمَُمَاَيرُِيْدَُ َاِنَّ يْدَِوَانَْتمَُْحُرُمٌۗ َمُحِلِّىَالصَّ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!192) 

Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan 

kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika 
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kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah 

menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”. 

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk 

mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah. 

 

2) QS. al-Nisa' [4]: 58: 

َتحَْكُمُوْاَ َانَْ َالنَّاسِ َبيَْنَ َحَكَمْتمُْ َوَاِذاَ َاهَْلِهَاِۙ َالِٰىٓ َالْامَٰنٰتِ َتؤَُد وا َانَْ َيأَمُْرُكُمْ َاٰللَ اِنَّ

َاٰللََكَانََسَمِيْعاًَۢبصَِيْرًا ََۗاِنَّ اَيعَِظُكُمَْبهِ  َاٰللََنعِِمَّ َباِلْعدَلََِْۗاِنَّ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 

pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, 

hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat”. 
 

3) QS. al-Isra' [17]: 34: 

 

َاِنََّ َوَاوَْفوُْاَباِلْعهَْدِۖ ۖ َباِلَّتيَِْهِيََاحَْسَنَُحَتىَٰيبَْلغََُاشَُدَّه  الْعهَْدَََوَلَاَتقَْرَبوُْاَمَالََالْيتَيِْمَِالِاَّ

 كَانََمَسْـُٔوْلًاَ

“Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) 

yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan 

penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta 

pertanggungjawabannya”. 

 

4) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat 

Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya: 

َِصَلََّ َُعَلَيْهَِوَسَلَّمََقَضَىَأنََْلاََضَرَرََوَلاََضِرَارََرَسُولََاللَّ ىَاللَّ  َ  أنََّ

“Rasulullah SAW menetapkan, tidak boleh membahayakan/merugikan 

orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang 

ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang 

merugikannya)." 

5) Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: 

َاللهََتعََالىََيَقوُْلُ:َأنََاَثاَلِثَُالشَّرِيْكَيْنَِمَاَلمََْيَخُنَْأحََدهُُمَاَصَاحِبهَُ،َفَإذِاََخَانََأحََدهُُمَا صَاحِبَهََُإِنَّ

 خَرَجْتَُمِنَْبيَْنهِِمَا
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”Allah s.w.t. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang 

bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang 

lain. Jika salah satu pihak berkhianat, Aku keluar dari mereka”(HR. 

Abu Daud) 

6) Pendapat ulama 

ةََشَرِيكِهَِمِنْهَُ,َجَازََ;َلِأنََّهَُيَشْترَِيَمِلْكََغَيْرِهَِوَإِنَْاشْترََىَأحََدَُالشَّرِيكَيْنَِ َحِصَّ  

"Apabila salah satu dari dua yang bermitra (syarik) membeliporsi 

(bagian, hishshah) dari syarik lainnya, maka hukumnyaboleh, karena 

(sebenarnya) ia membeli milik pihak lain."(Ibn Qudamah dalam al-

Mughni) 

7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2019 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Syariah dan Unit Usaha 

Syariah Lembaga Keuangan  

8) Peraturan Lembaga Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2014 Pelaksanaan 

9) DSN -Fatwa MUI No.89/DSN-MUI/XII/2013 Refinancing Syariah 

10) Fatwa DSN-MUI No.71/DSN-MUI/VI/2008 Jual Beli Kembali 

11) Fatwa Musyarakah DSN-MUI No.73/DSN -MUI/XI/2008 tentang 

Mutanaqishah 

12) Fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah 

Muntahiyah Bi Al-Tamlik 

13) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.05/2019 tentang 

Penyelenggaraaan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit 

Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan 

14) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.05/2014 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah 

c. Mekanisme Refinancing Syariah Dengan Akad Musyarakah 

Mutanaqisah 

Untuk pengajuan sebagai produk pinjaman, refinancing syariah 

tunduk pada ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 89/DSN-

MUI/XII/2013 tentang Refinancing Syariah. Dijelaskan bahwa ada tiga 
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klausul penyelesaian yang dapat diberlakukan di bawah Syariah, salah 

satunya adalah:  

1) Musyarakah merupakan Akad Mutanaqishah (Fatwa DSN-MUI 

No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah) dan 

berlaku untuk Akad Refinancing. 

2) Syirkah modal Musyarakah Mutanaqishah dapat berbentuk mata 

uang atau berbentuk komoditas ('urudh) sesuai kesepakatan. dan 

3) Jika modal Shilka berupa komoditi ('urd), maka harus dilakukan 

takwim al-urd. 

Berdasarkan skema akad refinancing syariah di atas, mekanisme 

yang digunakan bank untuk pinjaman refinancing syariah adalah: 

1) Lembaga keuangan Islam dapat melakukan penilaian (taqwim al-

'urudh) atas produk atau aset calon klien dan memiliki waktu yang 

wajar untuk menentukan modal usaha (ra'sul mal) yang dapat 

diinvestasikan klien dalam syirqa Islam. 

2) Lembaga keuangan syariah memasukkan jumlah tertentu yang 

digunakan sebagai modal usaha kliennya. dengan syarat nasabah 

melunasi hutang dan/atau kewajiban dari pembiayaan sebelumnya; 

memberikan surat (akad wakalah). 

3) Klien dan lembaga keuangan syariah akan berbagi keuntungan 

bisnis sesuai dengan rasio atau persentase modal yang disepakati 

(proporsional) dan kerugian akan dibagi sesuai dengan persentase 

modal; dan 

4) Klien akan melakukan transfer komersial Hisha yang dimiliki oleh 

lembaga keuangan Islam secara bertahap sesuai dengan akad. 
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B. LANDASAN TEOLOGIS 

1. Musyarakah Mutanaqisah 

Musyarakah Mutanaqisah adalah akad yang mencampurkan kepemilikan 

syirkah milik dengan ijarah yang mutanaqisah atau jual beli yang bersifat 

menurun (decreasing). Dari peleburan akad-akad itu muncullah nama baru 

yaitu musyarakah mutanaqisah (MMQ). Substansi dari skema ini adalah pada 

waktu jatuh tempo asset akan sepenuhnya milik nasabah dengan cara transfer of 

tittle yang mutanaqisah atau menurun dari pengurangan hishah pada setiap 

pembayaran angsuran (Abdulahanaa, 2014). Dengan demikian, musyarakah 

mutanaqisah merupakan bentuk kerjasama antara dua belah pihak atau lebih 

untuk memiliki asset. Kerjasama ini akan mengurangi hak milik salah satu 

pihak sedangkan pihak lainnya bertambah. Pengalihan kepemilikan ini 

dilakukan melalui mekanisme pembayaran yang diakhiri dengan pemindahan 

hak salah satu pihak kepada pihak lainnya. Sumber hukum berkenaan dengan 

praktik MMQ terdapat pada Q.S Shad ayat 24,  

نََالْخُلَطَاۤءَِلَيبَْغِيَْبعَضُْهمَُْعلَٰى َكَثيِْرًاَمِّ َوَاِنَّ ۗ ذِيْنََاٰمَنُوْاََقَالََلَقَدَْظَلَمَكََبسُِؤَالَِنَعجَْتكََِاِلٰىَنعِاَجِه  َالَّ بعَضٍَْاِلاَّ

مَاَفَتنَٰهَُفَاسْتغَْفَرََرََ دَُانََّ َداَو  َوَظَنَّ اَهُمْۗ انََابََوَعَمِلُواَالصٰلِحٰتَِوَقَلِيْلٌَمَّ َرَاكِعاًَوَّ َوَخَرَّ َبَّه 

“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim 

kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada 

kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang 

berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang 

yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini 

bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada 

Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat. 

  

Hadits Nabi Muhammad  

َصَاحِبهََُإَِ َأحََدهُُمَا َفَإذِاَخَانَ َصَاحِبَهُ، َيخَُنَأحََدهُُمَا َثاَلِثٌَالشَرِيكَينَِمَالمَ َأنََا :َ َيَقوُلُ َتعََالىَ َاللهَ َخَرَجتَُمِنَنَّ

 بَينهِِمَا

Artinya: “Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang 

bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika 

salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, 

yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah) 
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Dari dua sumber tersebut para fukaha telah sepakat bahwa praktik 

musyarakah mutanaqisah dihukumi mubah atau boleh dalam rangka usaha 

mencari rezeki. Sedangkan yang dipermasalahkan adalah bagian syirkah dan 

syarat-syaratnya. Dalam ayat diatas yang disebutkan akad musyarakah yang 

menurut para fukaha adalah akad pokok dalam berbisnis sejalan dengan apa 

yang disebutkan dalam nash al Quran. Dengan adanya ayat tersebut dan 

pendapat para fukaha maka kebolehan praktik musyarakah pada perbankan 

syariah memiliki sandaran hukum yang kuat secara normatif. Dari dalil tersebut 

diambil pengertian bahwa secara sah akad musyarakah dapat berdiri secara 

mandiri pada ranah akad tijari, sedangkan akad lain yang menyertainya 

dikategorikan sebagai akad tambahan.  

2. Wa’ad 

Wa’ad adalah nota kesepemahaman para pihak atau dasar dalam 

membuat akad yang diinginkan. Perwujudan dari Wa’ad ialah janji antara satu 

pihak dengan pihak lainnya, sedang pihak yang diberi janji tidak memikul 

kewajiban apapun terhadap pihak lainnya. Namun wa’ad dianggap mengikat 

secara hukum jika wa’ad tersebut berkaitan dengan sebab atau pelaksanaan 

kewajiban, baik disebutkan atau tidak dalam wa’ad(Putra, 2018). Ayat 

berkaitan dengan wa’ad yaitu Q.S Shaff ayat 2-3: 

َتفَْعلَوُْنَََلَاََمَاَتقَوُْلوُْاَانَََْاٰللََِعِنْدَََمَقْتاًَكَبرَََُتفَْعلَوُْنَََلَاََمَاَتقَوُْلوُْنَََلِمَََاٰمَنوُْاَالَّذِيْنَََيٰآيَ هَا

“Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu 

yang tidak kamu kerjakan?  Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa 

kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan”. 

Ayat ini relevan dengan wa’ad karena pihak yang telah berjanji kemudian 

ia mengingkarinya maka orang tersebut seperti orang yang berkata tetapi tidak 

melakukannya, sehingga digolongkan sebgai orang yang mengingkari ayat 

Allah. Pada hakikatnya pemenuhan wa’ad sebagai bentuk penjagaan kemuliaan 

akhlak sebab orang yang mengingkari janji dalam islam dikatakan sebagai 

orang munafik. Sedangkan dalam konteks perbankan syariah janji yang 
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diucapkan pihak bank akan mempengaruhi nilai integritas bank tersebut dan 

nilai kepatuhan syariah.  

3. Perbankan Syariah 

Bank adalah tempat penyaluran modal dari mereka yang kelebihan modal 

akan tetapi tidak dapat menggunakaanya untuk mencapai keuntungan kepada 

mereka yang membutuhkan modal dan dapat membuatnya lebih produktif dan 

menguntungkan masyarakat. Dengan kata lain, bank syariah pada hakekatnya 

adalah perantara keuangan dengan dua fungsi utama: menghimpun uang dalam 

bentuk deposito dan reksa dana, dan mengirimkan dana kepada pihak yang 

membutuhkan dalam bentuk perdagangan atau kerjasama. Menurut UU 

Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah segala sesuatu 

yang berkaitan dengan Bank Syariah dan Entitas Syariah, termasuk organisasi, 

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usaha. 

Segala bentuk usaha pada perbankan syariah tidak dibebani dengan 

bunga, melainkan segala bentuk keuntungan bank maupun yang dibayarkan 

kepada nasabah tergantung dari akad yang digunakan. Dimana akad-akad 

tersebut tunduk pada ketentuan hukum syariah termasuk di dalamnya syarat dan 

rukun akad. Tujuan dari perbankan syariah salah satunya ialah menciptakan 

keadaan ekonomi yang adil dengan pemerataan kekayaan tidak hanya 

terhimpun pada satu golongan saja . Hal ini sesuai dengan Q.S Al Hasyr ayat 7 

َوَالْمَسَٰ َوَالْيتَٰمٰى َالْقرُْبٰى َوَلِذِى سُوْلِ َوَلِلرَّ ِ ٰ َفََلِلِ َالْقرُٰى َاهَْلِ َمِنْ َرَسُوْلِه  َعَلٰى َاٰللُ َافَاَۤءَ كِيْنَِمَآ

سُوْلَُفخَُذوُْهَُ َوَمَآَاٰتٰىكُمَُالرَّ َكَيَْلَاَيكَُوْنََدوُْلةًَََۢبيَْنََالْاغَْنيِاَۤءَِمِنْكُمْۗ وَمَاَنهَٰىكُمَْعَنْهَُوَابْنَِالسَّبِيْلِِۙ

َاٰللََشَدِيْدَُالْعِقاَبَِ  َوَاتَّقوُاَاٰللََاِۗنَّ َفاَنْتهَُوْا 

 “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan 

Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, 

Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam 

perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang 

kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa 

yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”.  
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Dari dalil tersebut menunjukan bahwa sistem ekomoni islam berbeda 

dengan sistem ekonomi kapitalis yang mengakui adanya konsep persaingan dan 

kepemilikan tidak terbatas, dan sistem sosialis dimana pemerintah melakukan 

pengawasan ketat dan diktatoral terhadap buruh dan tidak mengakui hak 

kepemilikan harta. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian adalah rangkaian suatu proses penyelidikan atas fakta yang dilakukan 

secara objektif, hati-hati, terencana, dan sistematis terhadap fenomena-fenomena 

untuk mencari suatu fakta, teori baru, hipotesis, dan kebenaran dengan 

menggunakan langkah-langkah tertentu agar ditemukan jawaban ilmiah terhadap 

suatu masalah (Andra Tersiana 2018). Menurut Sugiyono, metode penelitian 

adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat 

ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga 

pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan 

mengantisipasi masalah (Efendi and Ibrahim 2018).  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut 

Bogdan dan Taylor (1992) dalam (Andra Tersiana 2018) penelitian 

kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang mana akan 

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku 

orang-orang yang diamati yang didapatkan dengan penyelidikan yang 

sistematis. Jenis penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan 

uraian hasil yang mendalam dari wawancara, dokumentasi, dan perilaku 

yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistrik. 

Dilihat dari metodenya penelitian ini menggunakan analisis kualitatif 

deskriptif, dimana peneliti berusaha untuk memahami gejala yang diteliti 

kemudian diharapkan dapat memberikan gambaran data yang jelas 

berkenaan dengan objek penelitian.  

Alasan penulis menggunakan jenis penelitian ini karena jenis 

penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yang sesuai dengan 

fenomena yang akan diteliti diantranya penelitian ini dilaksanakan di 

kantor BSI sebagai latar ilmiah yang memiliki konteks keutuhan, peneliti 
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sebagai instrument penelitian yang merupakan alat pengumpul data utama 

dan dapat melakukan penyesuaian dengan responden yang merupakan satu 

kesatuan dengan lingukangan. Jenis penelitian kualitatif lebih mudah 

apabila dihadapkan dengan kenyataan ganda dan lebih mudah 

menyesuaikan diri dengan penajaman niali-nilai yang akan muncul. 

Peneliti bertindak dengan pengetahuan dasar tanpa menduga-duga keadaan 

yang ada di lapangan, kemudian peneliti akan mempercayai hasil 

pengamatan sehingga ia harus benar-benar menjadi netral.  

2. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KC 

Purwokerto Sudirman 1 yang beralamat di Jl. Jend. Soedirman No.433 

Brubahan, Kranji, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 

53116, No. Telp: 0281-641108. Waktu penelitian akan dilaksanakan mulai 

bulan Juni sampai dengan bulan Juli pada hari kerja.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data memiliki ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan wawancara dan kuisioner. 

Karena observasi tidak tidak terbatas pada komunikasi dengan 

orang lain, tetapi juga objek yang lain seperti peristiwa yang 

terjadi. Observasi menjadi suatu yang kompleks yaitu gabungan 

dari proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi merupakan 

cara yang efektif untuk mengetahui apa yang orang lakukan dalam 

konteks tertentu, pola rutinitas, dan pola interaksi dari persoalan 

yang menjadi objek penelitian (Agginto and Setiawan 2018).  

b. Wawancara  

Metode wawancara yang akan digunakan yaitu semi terstruktur 

dimana penulis akan menyusun daftar pertanyaan yang berkaitan 

dengan topik penelitian agar hasil dari penelitian akan terfokus 
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pada rumusan masalah yang diangkat. Selain dari pertanyaan 

pokok yang sudah disusun, penulis juga mengajukan pertanyaan-

pertanyaan tambahan terkait dengan masalah dalam penelitian ini 

tujuannya untuk mendapatkan informasi yang utuh dan terperinci.  

c. Dokumentasi  

Penulis mengumpulkan data melalui dokumentasi dalam 

bentuk tulisan seperti transkip wawancara, akta wa’ad, dan 

brosur-brosur pembiayaan produk asset refinancing di Bank 

Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1. Penulis juga 

mengumpulkan data digital berupa foto atau rekaman yang dapat 

menggambarkan proses pelaksanaan penelitian di lapangan. 

d. Triangulasi  

Teknik ini menggunakan suatu metode untuk mendapatkan 

informasi dari fenomena di dalam penelitian kualitatif. Di dalam 

penelitian ini teknik triangulasi merujuk pada pengumpulan 

informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber baik manusia 

maupun fenomena melalui berbagai metode. Dengan 

menggunakan teknik ini peneliti akan diuntungkan dalam dua hal: 

yaitu (1) mengurangi risiko terbatasnya peneliti untuk 

menyimpulkan pada metode dan sumber data tertentu, (2) dapat 

meningkatkan validitas kesimpulan sehingga lebih merambah 

pada ranah yang lebih luas (Rukajat 2018).   
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4. Sumber Data  

a. Data Primer 

Data primer adalah data atau keterangan yang peneliti peroleh dari 

secara langsung dari sumbernya (Waluya n.d.). Dalam penelitian, 

data yang dibutuhkan adalah data yang bersumber dari subjek 

penelitian yang terdiri dari populasi dan sampel dan 

mencerminkan objek penelitian. Kriteria data primer yang akan 

diambil dalam penelitian ini antara lain:  

 Objektif, sesuai dengan kenyataan yang terjadi atau apa 

adanya. 

 Relevan dengan masalah yang akan dipecahkan 

 Dapat mewakili populasi atau sampel yang hendak 

dijelaskan 

 Up to date, data bersifat baru atau masih berlaku. 

Adapun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara 

lain hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumen akad MMQ 

apabila memungkinkan. Data primer berupa wawancara dilakukan 

dengan : 

1) Consumer Banking Retail Manager (CBRM) yang mana 

memiliki tugas antara lain memasarkan pembiayaan, 

menganalisa pembiayaan serta bertanggung jawab atas 

pembiayaan tersebut. 

2) Sales Force (SF) Mitraguna adalah tim pendukung 

pemasaran dan pemelihara hubungan baik antara bank dan 

nasabah. ` 

3) Financing Compliance and Legal Admin (FCLA) bertugas 

mengawasi kepatuhan dan legal review dokumen 

pembiayaan sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal 
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dan standar regulasi. Serta mengawasi penyusunan dan 

persiapan akad pembiayaan. 

b. Data Skunder  

Data sekunder adalah data yang diterima dari pihak kedua, baik 

berupa orang maupun catatan yang berupa dokumentasi. Data 

sekunder biasanya data yang sudah diolah terlebih dahulu dan 

baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai 

tambahan informasi. Data skunder yang dibutuhkan antara lain 

struktur organisasi, company profile, buku, jurnal, situs web 

pendukung.  

5. Teknik Analisis Data  

Dalam rangka memastikan keabsahan dan validitas data yang sudah 

terkumpul maka dilakukan pengecekan dan analisis untuk memperoleh 

keyakinan terhadap kebenaran data pada penelitian kualitatif. Pengecekan 

tersebut dilakukan melalui metode triangulasi data. Triangulasi merupakan 

metode sintesa data terhadap kebenarannya dengan cara mengumpulkan 

data yang lain atau dengan berbagai paradigma triangulasi. Adanya 

triangulasi dimana menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai 

metode dan sumber perolehan data misalnya wawancara, participant 

observation, dokumen tertulis, arsip, dan gambar. Dari berbagai sumber 

tersebut, masing-masing akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, 

yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula 

mengenai fenomena yang diteliti. Hasil data triangulasi yang valid dapat 

memberikan keyakinan terhadap peneliti mengenai keabsahan datanya, 

sehingga tidak ragu dalam pengambilan kesimpulan terhadap penelitian 

yang dilakukan.  

a. Reduksi data  

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan 

perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data mentah 
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dari hasil penyelidikan mulai dari awal hingga akhir penelitian. 

Data yang diperoleh harus segera direduksi agar tidak bertumpuk, 

tujuannya agar memudahkan proses pencarian dan penyimpulan 

(Sugiyono, 2007:338)  

Data yang diperoleh dari observasi langsung sangat banyak, untuk 

itu perlu dicatat dan dirinci. Kegiatan reduksi data meliputi 

merangkum, memilah data pokok, dan menghilangkan data yang 

tidak diperlukan. Data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono, 2007:339). 

b. Penyajian Data  

Penyajian data merupakan proses penguraian sekumpulan 

informasi yang sudah disusun dari proses reduksi data untuk 

mengambil kesimpuan dan tindakan. Data yang sudah 

terorganisasi dan tersusun secara sistematis dalam pola hubungan 

lebih mudah untuk dipahami (Sugiyono, 2007:345). 

c. Penarikan Kesimpulan  

Kesimpulan diperoleh dari hasil interpretasi terhadap data 

penelitian yang diperoleh dari penyelidikan. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah 

apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsisten yang ditemukan saat peneliti kembali ke 

lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 

2007:345). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH INDONESIA 

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia 

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia 

berpotensi menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Tumbuhnya 

kesadaran masyarakat terhadap isu halal dan kuatnya dukungan pemangku 

kepentingan menjadi faktor kunci dalam pengembangan ekosistem industri halal 

Indonesia, termasuk bank syariah. 

Bank Islam memainkan peran kunci sebagai perantara untuk semua kegiatan 

ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan perbankan syariah di 

Indonesia sendiri telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang 

signifikan selama 30 tahun terakhir. Inovasi produk, peningkatan layanan, dan 

pengembangan jaringan menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Memang, 

semangat akselerasi juga tercermin dari banyaknya bank syariah yang melakukan 

aksi korporasi. Bank syariah dimiliki oleh Bank BUMN yaitu Bank Syariah 

Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah tidak terkecuali. 

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H 

menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan 

BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). 

Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga 

menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki 

kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk 

(Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, 

Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. 

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk 

melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru 

pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan 
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masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan 

wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan 

kebaikan bagi segenap alam. Proses penggabungan tiga bank syariah besar di 

Indonesia merupakan salah satu tonggak sejarah yang akan membuka banyak 

peluang baru untuk menopang perekonomian nasional. Setiap bank syariah 

memiliki latar belakang dan sejarah masing-masing dan akan semakin 

memperkuat posisi BSI di masa mendatang. 

2. Tugas dan Tujuan Merger 

Proses merger tiga bank syariah besar di Indonesia bukan hanya rencana 

jangka pendek, namun memiliki tujuan yang jelas ke depan. Tentu saja, sebagai 

perwakilan resmi perbankan syariah yang disponsori dan dikawal oleh pemerintah, 

BSI juga memiliki tugas untuk dijalankan. Berikut adalah beberapa tujuan merger 

yang telah diterapkan BSI. 

1. Sinergi yang Baik demi Meningkatkan Layanan untuk Nasabah Bank Syariah 

2. Perbaikan Proses Bisnis 

3. Risk Management 

4. Sumber Daya Instansi 

5. Penguatan Teknologi Digital 

3. Adapun Visi Dan Misi Bank Syariah Indonesia Adalah: 

Visi : Top 10 Global Islamic Bank 

Misi : 

 Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, Melayani >20 juta 

nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 

T di tahun 2025. 

 Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham 

top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat 

(PB>2) . 
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 Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia, 

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta 

berkomitmen pada pengembangan karyawan 

 dengan budaya berbasis kinerja. 

STRUKTUR PERUSAHAAN PT BANK SYARIAH INDONESIA 

4. Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1 

Letak geografis PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Purwokerto 

Sudirman 1 terletak di Jalan Jend. Sudirman No. 433 Kranji Kec. Purwokerto 

Timur Kab. Banyumas Kode Pos 53116, Telp. +62 281 641685. Selain itu 

lokasinya berada di pusat kota pinggir jalan raya, dekat dengan pusat 

pemerintahan dan pusat perbelanjaan masyarakat Purwokerto sehingga menarik 

minat nasabah untuk bertransaksi di BSI KC Purwokerto Sudirman 1.  
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Gambar  1 Foto Pegawai BSI KC Purwokerto Sudirman 1 

Adapun gedung disekitarnya yaitu: 

a. Sebelah barat : Bank BTN 

b. Sebelah Timur : Kantor Pos Besar Purwokerto 

c. Sebelah Selatan : Recheese Factory 

d. Sebelah Utara : Pemukiman warga 

Situasi dan kondisi fisik dari BSI KC Purwokerto Sudirman 1 yang terdiri 

dari tiga lantai dan satu bangunan di belakangnya, diantaranya: 

a. Lantai 1 yaitu area banking hall dimana para karyawan melaksanakan 

pelayanan nasabah baik transaksi maupun pembukaan tabungan. Banking 

hall terdiri dari ruang Teller, Customer Service, ruang Gadai dan Cicil 

Emas, ruang Priority, dan Rest Area untuk nasabah. Pada bagian terpisah 

pada lantai 1 terdapat ruang operasional yang terdiri dari Back Office, 

Branch Operational & Service Manager, Hasanah, dan pantry.  

b. Lantai 2 yaitu ruangan khusus bagi marketing dan nasabah pembiayaan 

yang datang ke BSI KC Purwokerto Sudirman 1. Lantai dua terdiri dari 
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ruangan marketing, ruang tamu nasabah, ruang akad, ruang meeting, rest 

area dan ruang khusus Branch Manager.  

c. Lantai 3 yaitu kantor khusus bagian Collection, terdiri dari ruang kerja 

dan ruang meeting ditambah gudang penyimpanan berkas cetak, dan 

arsip. 

d. Gedung belakang terdapat kantor Area Financing Operation yaitu bagian 

pencairan pembiayaan dan arsip selevel area Purwokerto. Terdiri dari 

ruang kerja, ruang meeting, ruang tamu, dan hasanah.  

 

Struktur perusahaan BSI KC Purwokerto Sudirman 1 

 

 

 

Di dalam kinerja sehari-hari BSI KC Purwokerto Sudirman 1 terdiri dari dua 

unit kerja, yaitu unit Supproting dan unit bisnis. Unit supporting yaitu bagian 

yang mendukung operasional sehari-hari, menjalankan transaksi, melakukan 

pencairan pembiayaan, melayani nasabah yang datang ke kantor, dan 

administrasi. Unit supporting level Kantor Cabang terdiri dari BOSM, Back 
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Office, Teller, Customer Service dan Pawning. Sedangkan unit bisnis adalah 

marketing dimana mereka memasarkan produk yang ada di BSI. Marketing 

terdiri dari dua bagian yaitu marketing Funding dan Financing. Tugas funding 

berkaitan dengan pendanaan, menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk 

tabungan, deposito, dan giro. Kebalikannya marketing financing akan 

menyalurkan dana dari bank kepada nasabah untuk mendukung investasi, usaha, 

maupun penyaluran dana untuk kebutuhan konsumtif.  

Marketing financing terdiri dari consumer, mikro, bussines banking dan 

gadai. Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan 

Consumer Bussines Relationship Manager (CBRM) yaitu selevel officer pada 

marketing consumer. Produk yang ditawarkan oleh CBRM sebagai marketing 

consumer antara lain pembiayaan Mitraguna Berkah, pembiayaan Prapensiun, 

pembiayaan Pensiun, Griya Hasanah, dan BSI OTO. Tugas dari CBRM antara 

lain menawarkan produk pembiayaan consumer, menganalisa dokumen 

persyaratan dari nasabah, menganalisa karakter nasabah, dan mengusulkan 

nasbaah pembiayaan. Dalam memetakan segmentasi pasar produk pembiayaan 

CBRM memfokuskan pada kesesuaian antara jenis produk dan tujuan atau 

manfaat calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Hal ini penting 

diperhatikan sebab dalam konteks pembiayaan syariah tujuan pembiayaan harus 

jelas, dan tidak melanggar syariat islam seperti mengandurng gharar, riba, maysir 

dan barang haram.  

 

Gambar  2 Foto Penawaran Produk Asset Refinancing oleh CBRM 
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Pada saat prospek kepada nasabah CBRM menganalisa kelayakan 

pembiayaan dimana bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib 

memiliki keyakinan yang didasari dari hasil analisis mengenai niat, tingkat 

kemampuan dan kesanggupan calon nasabah untuk membayar sesuai akad yang 

ditandatangani. Analisa kelayakan nasbah dinilai dari 5C dan 1 S, yaitu: 

1. Character 

Menilai nasabah dari segi perilaku, identitas calon nasabah, instansi tempat 

nasabah bekerja, dan aktivitas pekerjaannya. Character ini ditekankan pada 

nilai integritas calon nasabah dilihat dari kejujuran, ketulusan, dan komitmen. 

2. Capasity 

Capasity ialah aspek penilaian dari kemampuan calon nasbaah untuk melunasi 

kewajiban fasilitas pembiayaan yang ia terima. Point ini menfokuskan pada 

penilaian kondisi keuangan calon nasabah yang dapat dilihat dari informasi 

debitur yang mana disana tercatat portofolio pembiayaan nasbah dari yang 

sudah lunas sampai dengan pembiayaan berjalan.  

3. Capital 

Analisa kelayakan nasbah berkaitan dengan struktur modal yang dimiliki 

calon nasbah, untuk calon nasbah pembiayaan mitraguna berkah aspek ini 

dapat dianalisa berdasarkan pada posisi keuangan tiga bulan terakhir. Data 

yang dibutuhkan untuk menilai posisi keuangan calon nasbah yaitu 

amprah/slip gaji dan mutasi rekening tiga bulan terakhir. 

4. Condition 

Condition adalah pemeriksaan kelayakan pembiayan berdasarkan keadaan 

ekonomi baik domestik maupun global mempunyai yang berpengaruh 

terhadap pembiayaan berjalan calon nasbah.  

5. Collateral  

Collateral secara istilah disebut dengan agunan atau jaminan, setiap 

pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah wajib disertai dengan jaminan 

atau agunan yang mewakili plafon pembiayaan.  



66 
 

 
 

6. Shariah Compliance 

Nilai kepatuhan syariah dapat dianalisa melalui jenis tujuan pembiayaan yang 

akan dibiayai oleh pihak bank wajib sesuai dengan syariah. Misalnya 

pembiayan yang diajukan tidak disalurkan untuk kebutuhan konsumtif yang 

haram seperti membeli barang haram.  

 

Gambar  3 Proses Analisis Data Pembiayaan Nasabah Eksisting 

Tahapan awal dari analisa dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah adalah 

dengan melakukan pengecekan terhadap riwayat kredit nasabah yang 

berdasarkan Informasi Debitur (IDEB) dari OJK yang biasanya dilakukan oleh 

Marketing. Berdasarkan analisa tersebut maka dapat diketahui bagaimana track 

record pembiayaan yang nasabah miliki baik yang sudah lunas, sedang berjalan, 

maupun macet atau terdapat tunggakan. Hal ini sangat berguna dan penting agar 

nantinya marketing dapat mengetahui bagaimana kredibilitas nasabah dalam 

menjalankan komitmen bayar angsuran setiap bulannya. Pada pembiayaan take 

over, IDEB menjadi dasar untuk bank menentukan nominal dana take over yang 

akan diberikan. Sehingga nominal tersebut sesuai dengan tujuan kegunaannya. 

Sedangkan untuk pelunasan eksisting, yang menjadi acuan besar nominal 

pelunasan berasal dari sistem bank BSI tanpa mengesampingkan hasil IDEB, 

karena OJK melakukan pembaharuan IDEB setiap satu bulan sekali.  
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Landasan Hukum dalam Produk Asset Refinancing menggunakan Akad 

MMQ yang ada di BSI KC Purwokerto Sudirman 1 antara lain: 

1. Fatwa DSN MUI : 

a. No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah 

b. No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah 

c. No. 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) 

Syariah 

d. No. 114/DSN-MUI/XI/2017 tentang Akad Syirkah 

2. Keputusan DPS No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi 

Musyarakah Mutanaqishah Dalam Produk Pembiayaan 

3. Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah 

Mutanaqishah OJK 

4. POJK No. 13/POJK.03/2021 tentang penyelenggaraan produk Bank Umum 

5. Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia , Tbk 

Pembiayaan Asset Refinancing adalah salah satu fasilitas yang diberikan 

oleh BSI KC Purwokerto Sudirman 1 berupa fasilitas pembiayaan untuk 

mendapatkan fresh money atas asset/objek eksisting calon nasabah untuk 

kebutuhan akuisisi asset, take over, dan kebutuhan investasi lainnya. Pembiayaan 

asset refinancing ini dilaksanakan dalam produk mitraguna berkah. Mitraguna 

berkah ialah pembiayaan  

untuk tujuan multiguna tanpa agunan dengan berbagai manfaat dan 

kemudahan bagi pegawai payroll di BSI. Keunggulan yang ditawarakan BSI dari 

produk mitraguna antara lain limit mencapai Rp 2 M untuk dokter dan limit Rp. 

1,5 M untuk pegawai. Dengan jangka waktu maksimal 180 bulan atau 15 tahun, 

angsuran tetap dari awal pembiayaan sampai dengan akhir pembiayaan dan wajib 

payroll di BSI. Sedangkan biaya-biaya disesuaikan dengan ketentuan masing-

masing kantor cabang BSI seperti biaya administrasi besarnya sesuai ketentuan 

atas perjanjian Laporan Kunjungan Pembiayaan (LKP) antara pihak BSI dan 

Instansi terkait dan untuk biaya asuransi ditentukan oleh maskapai asuransi 
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syariah rekanan BSI. Syarat pengajuan bagi calon nasabah produk pembiayaan 

mitraguna berkah antara lain: 

1. KTP pemohon  

2. KTP pasangan 

3. NPWP 

4. SK Pegawai 

5. Payroll melalui BSI 

6. Dokumen pendapatan (amprah/slip gaji atau tunjangan) 

7. Mutasi rekening Koran 3 bulan terakhir 

8. Surat Izin Praktek (khusus Dokter) 

9. Objek Akad berupa Tanah/Rumah/Kendaran (untuk pembiayaan asset 

refinancing) 

Kriteria calon nasabah untuk asset refinancing ini special dari pembiayaan 

mitraguna berkah lainnya, karena calon nasabah yang dapat mengajukan 

pembiayaan mitraguna berkah asset refinancing ialah mereka yang sudah 

memiliki pembiayaan yang sedang berjalan baik di bank konvensional maupun 

bank syariah, baik di bank lain maupun di BSI. Selain itu syarat yang harus 

dipenuhi adalah calon nasabah tersebut memiliki asset baik berupa tanah 

kosong/tanah dan bangunan dan bangunan/apartement, kendaraan, dan barang 

elektronik atau furniture yang nantinya akan dijadikan sebagai underlying asset 

atau objek akad. Underlying asset adalah asset yang dijadikan sebagai objek atau 

dasar dibuatnya akad MMQ. Untuk objek akad berupa tanah kosong/tanah dan 

bangunan dan bangunan/apartement calon nasbah diwajibkan untuk menyertakan 

Letter C sebagai bukti kepemilikan.  

Secara spesifik kriteria calon nasabah pembiayaan asset refinancing antara 

lain: 

1. Calon nasabah adalah pihak perseorangan dan atau badan usaha. 

2. Pihak perseorangan harus cakap hukum 
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3. Calon nasabah telah melewati proses penilaian dan dikategorikan sebagai 

nasabah yang layak dibiayai sesuai kriteria pembiayaan yang sehat. 

4. Nasbah yang terikat dalam status perkawinan diperlalukan sebagai satu 

nasabah 

5. Badan usaha yang dapat menjadi nasabah adalah perusahaan terbatas, 

BUMN, BUMD, CV, Koperasi atau yayasan. 

6. Badan usaha yang akan menjadi nasabah harus telah sah sebagai badan 

hukum 

7. Usaha yang dijalankan oleh badan usaha tersebut harus berupa usaha yang 

legal serta memenuhi prinsip dan ketentuan syariah 

8. Badan usaha yang akan menjadi nasabah harus memenuhi syarat dokumen 

perijinan usaha yang dijalankan 

9. Calon nasabah tidak termasuk ke dalam daftar hitam dan daftar kredit macet 

Bank Indonesia  

Skema akad yang digunakan untuk pembiayaan asset refinancing ini hanya 

akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ). Karena tujuan pembiayaan pada akad 

MMQ lebih luas dan tidak terikat pada tujuan tertentu. Hal ini dilakukan agar 

terjadi kesesuaian antara skema akad dan tujuan atau manfaat pembiayaan yang 

diajukan oleh nasabah. Jadi, untuk akad MMQ dalam satu aplikasi pembiayaan 

dapat memuat beberapa kemanfaatan pembiayaan. Berbeda dengan akad 

murabahah yang secara khusus digunakan untuk akad jual beli saja. Beberapa 

kemanfaatan atau tujuan pembiayaan disini maksudnya adalah ketika nasabah 

mengajukan pembiayaan asset refinancing tujuan calon nasabah tersebut akan 

digunakan untuk take over pembiayaan di bank lain atau pelunasan eksisting 

pembiayaan di BSI dan top up pembiayaan untuk membeli asset, renovasi rumah, 

dan kebutuhan lainnya. Jadi, pada saat pengajuan pembiayaan calon nasabah 

tidak hanya memiliki satu tujuan pembiayaan. Dari sisi bank, penggunaan akad 

MMQ akan memudahkannya kaitannya dalam menyesuaikan skema akad dan 

menjalankan prinsip shariah compliance.  
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Keadaan lain dimana bank akan menggunakan akad MMQ yaitu ketika 

nasabah pembiayaan eksisting akan melakukan top up pembiayaan dengan 

menutup pembiayaan yang sebelumnya. Nasabah pembiayaan eksisting yang 

mengajukan pembiayaan kembali (top up) dengan model penggabungan akan 

melunasi pembiayaannya yang sebelumnya dengan plafon yang baru. Dan 

ditambah dengan besaran nominal top up yang diinginkan. Pelunasan eksisting 

ini dimaksudkan untuk menyamakan margin antara pembiayaan yang 

sebelumnya dan pembiayaan yang baru dan untuk memudahkan bank dan 

nasabah dengan satu angsuran pada setiap bulannya. Walaupun dengan plafon 

yang baru angsuran akan semakin besar sesuai dengan plafon baru. Adapun 

syarat nasabah pembiayaan eksisting untuk melakukan top up antara lain: 

a. Pembiayaan awal sudah berjalan sekurang-kurangnya tiga bulan dari 

waktu akad 

b. Riwayat pembiayaan berstatus lancar. 

c. Kemampuan bayar nasabah masih dapat menutupi untuk pengajuan 

pembiayaan baru 

d. Agunan atau jamian masih dapat mengcover jumlah pinjaman baru yang 

diajukan 

e. Lolos seleksi persyaratan oleh pihak bank 

Dari persyaratan tersebut tujuannya tidak lain ialah sebagai langkah 

antisipasi oleh pihak bank agar tidak memberatkan nasabah dalam mengangsur 

bulanan dan menghindari risiko pembiayaan macet atau bermasalah bagi pihak 

bank. 

5. Area Financing Operation (AFO) 

AFO atau Area Financing Operation adalah unit kerja dibawah Financing 

Operation Group (FOG) kantor pusat yang bertugas sebagai pusat proses 

pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia. Struktur organisasi AFO 

Purwokerto adalah sebagai berikut: 
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Deskripsi uraian jabatan berdasarkan bagan struktur organisasi di atas yaitu: 

1. AFO Manager 

Memastikan terselenggranya system financing operational dan 

layanan yang efektif dan efisien pada region area. 

2. LPDC (Loan Processing & Document Custody) 

Merealisasi pembiayaan pada tahap pencairan pembiayaan, 

melakukan pemeliharaan data rekening pembiayaan, pencairan, 

perpanjangan, pembukuan angsuran/bagi hasil di Core banking system, 

BI Checking, monitoring data pembiayaan di core dan pelaporan. Tugas 

lainnya yaitu tata kelola dokumen agunan, legal file, penutupan asuransi 

dan pengarsipan. 

AFO Manager

(Zulveri)

LPDC Officer

(Dewa 
Adhitya)

LPDC Staff

(Hampri 
Krisnamara)

LPDC Staff 

(Renjana Sakti 
Bestari)

FCLA Officer

(Ardhik 
Fiskariandy)

FCLA Staff

(Pajar 
Purnomo)

FCLA Staff

(Ni'mah 
Handayani)

CV Officer

(Muhratul 
Zamilt

CV Staff

(Purwadi)
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Gambar  4 Foto Proses Pengumpulan Data Nasabah Pembiayaan 

3. FCLA (Financing Compliance Legal Admin) 

Tugas-tugas dari FCLA antara lain: 

a. Melaksanakan compliance review yang meliputi pemeriksaan 

pemenuhan syarat penandatanganan perjanjian/ addendum 

pembiayaan, pemenuhan syarat efektif fasilitas pembiayaan, 

pemenuhan syarat penarikan/ pencairan pembiayaan. 

b. Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen 

pembiayaan untuk memastikan kebenaran formal dokumen 

tersebut dalam rangka mitigasi risiko yang dapat timbul dalam 

transaksi pemberian pembiayaan. 

c. Memastikan kesesuaian SP3 dan NAP dan form keputusan 

termasuk verifikasi kewenangan memutus pembiayaan. 

d. Membuat perjanjian dibawah tangan dan bekerja sama dengan 

notaris untuk perjanjian notarial dan pengikatan agunan 

e. Meneliti draf perjanjian pembiayaan dan addendum yang dibuat 

oleh notaris mengenai kesesuaian dengan NAP, Form Keputusan 

dan SP3 

f. Memastikan agunan atau jaminan telah diikat sesuai ketentuan 

yang berlaku 

g. Mengadministrasi dokumen pembiayaan dan mengirim memo 

pengaktifan rekening  
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4. CV (Collateral Valuation)  

Melakukan penilaian internal maupun review atas laporan penilaian 

agunan yang dilakukan oleh pihak eksternal dan menyusun database 

seluruh penilaian agunan.  

Peran Financing Compliance & Legal Administration (FCLA) dalam proses 

pembiayaan di BSI 

1. Penerapan Fungsi 3 Pilar dalam proses bisnis khususnya pembiayaan di 

BSI yaitu Fungsi Bisnis, Fungsi Risk, Fungsi Operation yang saling saling 

independen. 

2. Fungsi Operation berada di pilar ke 3 dengan kata lain menjalankan Fungsi 

pilar terakhir sebagai fungsi yang melakukan verifikasi atas segala 

keputusan yang telah di ambil oleh 2 Pilar lain dalam hal ini Fungsi Bisnis 

dan Fungsi Risk serta memastikan telah sesuai dengan regulasi internal 

maupun eksternal. 

3. Dalam hal tersebut diatas Fungsi Operation disini salah satunya diwakili 

oleh Financing Compliance & Legal Administration dengan tugas utama 

memastikan bahwa segala keputusan yang telah diputuskan oleh Unit 

Bisnis dan Unit Risk telah memenuhi prinsip “comply with” yang teridiri 

dari Syarat Pembiayaan, Regulasi Internal dan Eksternal dan Syariah 

Compliance.  

Prosedur Internal dan Standar Regulasi Pembiayaan di BSI ada setidaknya 

tiga point yang harus diperhatikan, yaitu: 

• Anggaran Dasar : ketentuan tertinggi, melalui RUPS 

• Kebijakan: terdiri atas 2 pilar yang menjadi dasar : manajemen resiko dan 

sistem pengendalian internal 

• Prosedur: standar prosedur, manual produk, memorandum  prosedur 

operasional dan petunjuk teknis operasional 

Walapun pada produk pembiayan mitraguna berkah akad diterbitkan oleh 

kantor pusat akan tetapi untuk beberapa produk BSI lainnya seperti prapensiun 
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dan griya hasanah yang mengeluarkan akad adalah FCLA. Menurut FCLA dalam 

penyusunan  sebuah perjanjian / akad terlepas dari jenis atau skema akadnya 

yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 

a. Syarat Sah Perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata): 

1) Adanya kata sepakat 

2) Kecakapan para pihak 

3) Suatu Hal Tertentu 

4) Suatu Sebab yang Halal 

b. Skema Akad MMQ Refinancing : 

1) Diberikan untuk Nasabah baru atau Nasabah Eksisting yang belum 

melunasi hutangnya. 

2) Persamaan 2 kriteria diatas adalah akad didasarkan atas asset yang 

telah dimiliki sepenuhnya oleh nasabah (asset based) 

3) Penaksiran Aset (Taqwim al-’urudh), dengan nilai yang disepakati 

para pihak 

4) Diberikan untuk Nasabah baru atau Nasabah Eksisting yang belum 

melunasi hutangnya. 

5) Persamaan 2 kriteria diatas adalah akad didasarkan atas asset yang 

telah dimiliki sepenuhnya oleh nasabah (asset based) 

6) Dalam Akad haruslah disebutkan jelas Asset yang dijadikan sebagai 

Objek Akad. 

7) Penaksiran Aset (Taqwim al-’urudh), dengan nilai pihak yang 

kemudian dikonversikan ke dalam unit Hishah sebagai Modal 

(Syirkah. 

8) Nasabah & Bank Secara bersama-sama sepakat membeli Objek Akad 

dengan kesepakatan kepemilikan masing-masing unit Hishah. 

Objek Akad yang merupakan Harta Bersama antara Bank dan Nasabah 

sesuai dengan Porsi Hishah kepemilikan awal secara berubah sesuai dengan 
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pengambilalihan Hishah bank oleh Nasabah yang pada akhirnya secara penuh 

dimiliki oleh nasabah sesuai dengan jadwal pengambilalihan hishah. Peran lain 

dari FCLA dalam proses pembiayaan yaitu berkenaan dengan pelaksanaan legal 

review pada data pembiayaan asset refinancing adalah sebagai berikut: 

1. Legal Review Secara Umum  

a. Permohonan Nasabah 

b. Legalitas Nasabah 

c. Legalitas Kepemilikan Agunan/ Jaminan 

d. Keputusan Komite Pembiayaan (Syarat-Syarat Komite Pembiayaan) 

e. Kesesuaian dengan Ketentuan Internal 

2. Tambahan sesuai Jenis Akad (dalam hal ini Akad MMQ) berkaitan dengan 

Objek Akad : 

a. Objek Akad Jelas 

b. Milik Nasabah 

Berdasarkan data pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia dibawah 

Area Purwokerto, jumlah pembiayaan yang disalurkan paling tinggi oleh BSI KC 

Purwokerto Sudirman 1 yang mencapai angka 1.825 aplikasi pembiayaan sampai 

dengan bulan Juli 2022. Berikut adalah data pembiayaan dibawah Area 

Purwokerto: 

No  Nama Cabang 

Jumlah Nasabah 

Pembiayaan 

Jumlah dengan 

Akad MMQ 

1 KCP Purbalingga MT Haryono 640 84 

2 KCP Pemalang Sudirman 1 607 67 

3 KCP Ajibarang Pancasan 1 906 98 

4 KC Purwokerto Sudirman 1 1825 140 

5 KCP Gombong 421 26 

6 KC Purwokerto Karangkobar 1754 167 

7 KCP Banjarnegara S Parman 661 62 

8 KCP Purbalingga Sudirman 983 86 

9 KC Purwokerto Sudirman 2 770 41 

10 KCP Pemalang Sudirman 2 695 22 
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11 KCP Ajibarang Pancasan 2 741 30 

12 KCP Kebumen A Yani 709 23 

13 KC Cilacap A Yani 1228 85 

14 KCP Cilacap Gatot Subroto 726 41 

15 KCP Cilacap S Parman 408 5 

16 KCP Cilacap Diponegoro 656 41 

  TOTAL 13730 1018 

 

6. Sales Force sebagai Unit Support Marketing 

Sales force adalah bagian penting di dalam BSI sebagai unit support di 

bidang pemasaran produk pembiayaan. Sales force bertindak sebagai penggerak 

seluruh strategi sales dan marketing di pasar pemasaran BSI sehingga mereka 

berperan penting dalam kesuksesan penjualan produk BSI. Tugas mereka adalah 

menopang kelangsungan unit bisnis dan menjaga seluruh komponen penting di 

dalamnya. Termasuk di dalamnya menjaga komunikasi dengan nasabah 

pembiayaan, mengkomunikasikan detail terkait proses pembiayaan, mengawal 

nasabah dari awal proses pengajuan pembiayaan sampai dengan pencairan.  

Dalam memasarkan produk mereka tidak semena-mena menetapkan target 

market hal ini berkaitan dengan produk dengan prinsip syariah yang mereka 

pasarkan. Mereka akan lebih selektif dalam memilih target market, biasanya 

mereka melakukan penawaran kepada instansi-instansi yang sudah bekerja sama 

dengan BSI. Sles force akan menghubungi calon nasabah dan prospek potensial 

secara rutin yang dilakukan secara mobile slaes maupun kunjungan ke 

perusahaan secara langsung. Mereka juga bertugas melakukan pemeriksaan profil 

calon nasabah, menganalisa data prospek, dan melakukan consumer research. 

Jadi, sales forca yang secara langsung berhubungan dengan calon nasabah 

sebagai konsultan kaitannya dengan kebutuhan calon nasabah mengajukan 

pembiayaan.  
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Gambar  5 Sosialisasi Produk Pembiayaan oleh Sales Force 

Sales force akan menggali segala informasi terkait pengajuan nasabah, dan 

membantu calon nasabah memnuhi segala persyaratan dokumen pembiayaan. 

Sebelumnya sales force untuk nasabah asset refinancing akan menjelaskan alur 

pemrosesan pembiayaan, teknis pelunasan pembiayaan eksisting maupun take 

over, akad MMQ, dan rincian perhitungan pembiayaan. Untuk proses 

pembiayaan asset refinancing yang lebih rumit dari akad yang lainnya maka sales 

force harus memberikan pemahaman yang cukup terkait pelaksanaan akad 

Musyarakah Mutanaqisah. Termasuk menjelaskan syarat adanya objek akad 

berupa asset milik nasabah, proses hibah dan wa’ad pengembalian objek hibah.  

Untuk beberapa kasus, nasabah merasa proses pengajuan pembiayaan yang 

sesuai akad syariah lebih rumit dibandingkan pengajuan pembiayaan di bank 

konvensional. Biasanya karena nasabah kurang memahami ketentuan akad 

syariah seperti contohnya mempersyaratkan asset milik nasabah sebagai objek 

akad MMQ yang bukan agunan. Calon nasabah tidak memahami bahwa asset 

tersebut hanya dijadikan objek akad sebagai syarat kepatuhan syariah sedangkan 

pemahaman yang ada di masyarakat apabila pihak bank meminta surat bukti 

kepemilikan maka asset tersebut akan dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan 

yang ia ajukan.  
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Masalah lain terkadang timbul ketika surat bukti kepemilikan asset tersebut 

bukan atas nama calon nasabah, maka harus dilakukan hibah antara pemilik asset 

awal dengan calon nasabah. Hal-hal teknis seperti ini yang terkadang 

menghambat proses pengajuan nasabah, sebenarnya masalah ini bukan salah dari 

akibat kepatuhan prinsip syariah, akan tetapi karena masih kurangnya 

pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan dengan akad syariah. Masalah ini 

masih menjadi momok bagi bank syariah yang perlu segera diatasi dengan 

memperbanyak sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang keuangan 

syariah. Oleh karena itu, tak jarang sales force melakukan pendekatan secara 

langsung kepada nasabah untuk menjelaskan bagaimana proses pengajuan 

pembiayaan syariah. 

 

Gambar  6 Proses Follow Up Nasabah Pembiayaan 

B. IMPLEMENTASI WA’AD PADAAKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH 

UNTUK PEMBIAYAAN ASSET REFINANCING 

 Berdasarkan prinsip Syirkah-inan, pembiayaan MMQ adalah pembiayaan 

kemitraan berbasis hubungan antara bank dan nasabah terkait kepemilikan aset 

bersama, mengurangi hisisha bank dan dengan sendirinya secara bertahap menjadi 

mekanisme transfer komersial (bai'). Pembagian keuntungan antara bank dengan 

nasabah didasarkan pada hasil eksploitasi komersial atas keuntungan harta benda 

akad berupa ujroh dari harta sewa dengan prinsip ijarah sesuai dengan bagi hasil 

dan ujroh yang disepakati meningkat. Pengikatan perjanjian pembiayaan dengan 
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akad MMQ dituangkan secara tertulis dalam akad pembiayaan berdasarkan prinsip 

Musyarakah Mutanaqisah untuk refinancing seperti pada lampiran draf akad Isi 

dari perjanjian harus dinyatakan secara jelas tujuan pembiayaan baik dalam dal 

kepemilikan asset obejek MMQ maupun sewa asset untuk memeperoleh 

keuntungan.  

 Pada skema pembiayaan MMQ antara pihak bank dan nasabah sama-sama 

menyediakan modal dan dinyatakan secara jelas perbandingan antara modal bank 

dan modal nasabah yang akan diakui sebagai porsi hishshah. Perhitungan modal 

tersebut didapat dari hasil penilaian objek MMQ. Dimisalkan hasil Laporan 

Penilaian Objek MMQ (LPA) dari asset yang dijadikan objek akad diketahui harga 

perolehan objek akad sebesar Rp 210.000.000. Sedangkan ketentuan untuk akad 

MMQ adalah harga asset objek akad minimal sebesar 105% dari plafon 

pembiayaan yang diajuan calon nasabah. Jadi, apabila hasil LPA menunjukan 

bahwa harga perolehan objek akad senilai Rp 210.000.000 maka limit pembiayaan 

calon nasabah tersebut yang dapat dibiayai oleh bank adalah sebesar 

Rp200.000.000. Besaran plafon pembiayaan yang disetujui oleh pihak bank akan 

diakui sebagai porsi kepemilikan bank dan selisih antara Harga perolehan objek 

akad dengan plafon pembiayaan akan diakui sebagai porsi kepemilikan nasabah.  

Contoh Kasus Pembiayaan Asset Refinancing adalah sebagai berikut: 

 Berdasarkan data IDEB OJK didapatkan Nasabah dengan nama Bapak 

Tamim (nama yang disamarkan) memiliki pembiayaan berjalan di Bank A dengan 

sisa pokok sebesar Rp 406.006.967 yang sudah berjalan selama 2,5 tahun dengan 

jaminan berupa Sertifikat tanah. Selain itu, pak Tamim juga memiliki pembiayaan 

berjalan di salah satu Koperasi dengan sisa pokok sebesar Rp 31.924.061 sudah 

berjalan selama 1 tahun dan pembiayaan di Bank B sudah berjalan 5 tahun dengan 

sisa pokok pembiayaan sebesar Rp 11.530.000. Sedangkan pak Tamim sedang 

membutuhkan tambahan dana untuk membeli mobil second sebesar Rp 

42.500.000. Berikut gambaran data pembiayaan Bapak Tamim: 
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Nama Bank OS Pokok Pinalty Kolektibilitas Jenis Jaminan 

Bank 

Konven A 

  

406,006,967.00  

  

23,993,033.00   Lancar  

Sertifikat 

Tanah 

Koperasi 

    

31,924,061.00  

    

3,075,939.00   Lancar  SK Pegawai 

Bank 

Konven B 

    

11,530,000.00  

       

970,000.00  

 Dalam perhatian 

khusus  BPKB Mobil 

  

 Dari hasil analisa IDEB oleh marketing disarankan agar pak Tamim 

melunasi semua pembiayaan yang ada di Bank lain dan memindahkannya ke BSI, 

dengan beberapa bertimbangan. Pertimbangan tersebut antara lain menghindari 

pembiayaan bermasalah atau macet karena pak Tamim memiliki pinjaman lebih 

dari dua bank, sehingga akan mempengaruhi nilai DSR dan DBR. DSR atau Debt 

to Service Ratio adalah rasio antara pendapatan atau penghasilan dibandingkan 

dengan satu kewajiban angsuran. Sedangkan DBR atau Debt to Burden Ratio 

adalah rasio antara penghasilan dibandingkan dengan total kewajiban angsuran ke 

seluruh bank kreditur. Selain itu, pelunasan dipercepat pada bank konvensional 

juga akan memperkecil kewajiban membayar bunga. Oleh karena itu pak tamim 

dianjurkan untuk melakukan hybrid take over-top up yang terdiri dari nominal 

pelunasan 3 lembaga keuangan di atas ditambah dengan nominal top up.  

 Berdasarkan analisa di atas maka plafon pembiayaan yang pak Tamim akan 

ajukan sebesar Rp 520.000.000 terdiri dari total dana take over Rp 477.500.000 

dan dana Top up sebesar Rp 42.500.000. Karena disini ada dua model pembiayaan 

yaitu take over dan top up dengan tujuan yang berbeda maka akad yang digunakan 

adalah akad Musyarakah Mutanaqisah untuk pembiayaan asset refinancing. Asset 

refinancing disini ialah pembelian asset berupa tanah yang sedang dijaminakan 

oleh Pak Tamim di Bank Konven A yang akan dijadikan sebagai objek akad 

MMQ. Syaratnya objek akad tersebut dapat mengcover plafon pembiayaan yang 

pak Tamim ajukan.   

1. Alur Pengajuan Pembiayaan Asset Refinancing dan Proses 

Pelaksanaanya 
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 Pengajuan pembiayaan pada bank syariah biasanya memakan waktu 

beberapa hari yang dipengaruhi oleh proses pemenuhan dokumen persyaratan oleh 

nasabah, pengusulan dari sales  force kepada CBRM, analisa resiko oleh CBRM, 

analisa risk oleh pihak verifikator, dan analisa dokumen pencairan.  

Tahap 1 

(Pengajuan 

pembiayaan) 

 Calon Nasabah mengisi Formulir Aplikasi Permohonan 

Pembiayaan Mitraguna Berkah bermaterai dan stempel dari 

instansi tempat mereka bekerja. 

 

Gambar  7 Penandatangan Form Pengajuan Pembiayaan 

 Calon nasabah memenuhi syarat-syarat berupa dokumen 

sesuai persyaratan dari bank  

Tahap 2 

(Verifikasi 

dokumen) 

 CBRM akan melakukan verifikasi data persyaratan calon 

nasabah  

  CBRM menganalisa profil dan portofolio calon nasabah dari 

dokumen persyaratan dan IDEB BI-Checking  

 CBRM melakukan penilaian asset yang akan dijadikan objek 

akad MMQ dan Dilakukan Wa’ad Pertama apabila asset 

yang dijadikan objek akad MMQ tertulis bukan atas nama 

nasabah tersebut 

 CBRM membuat usulan pembiayaan hasil verifikasi dan 



82 
 

 
 

analisa terhadap calon nasabah melalui sistem  

 

Gambar  8 Proses Input Pengajuan pada Sistem BSI 

Tahap 3  

(Persetujuan 

Pengajuan 

Pembiayan) 

 Bagian verifikator setingkat area melakukan pengecekan 

terhadap data pengajuan calon nasabah dan melakukan 

verifikasi secara langsung melalui telfon kepada nasabah, 

lalu memberikan keputusan perihal layak atau tidaknya 

calon nasabah diberikan pembiayaan. 

 Apabila dinyatakan layak maka akad pembiayaan 

berdasarkan skema MMQ dapat diterbitkan 

Tahap 4 (Akad)  Apabila calon nasabah dinyatakan layak maka calon nasabah 

dihubungi agar datang ke kantor untuk melaksanakan akad 

pembiayaan dengan membawa dokumen yang 

dipersyaratkan  

 Calon nasabah beserta CBRM, dan Branch Manager 

melakukan penandatanganan akad pembiayaan yang mana 

didalamnya terdapat wa’ad kedua dari ihak bank  
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Gambar  9 Proses Penandatanganan Akad 

Tahap 5 

(Pembayaran 

biaya-biaya 

sebelum 

pencairan) 

 Biaya-biaya yang timbul akibat adanya akad tercantum di 

dalam kontrak akad secara jelas, calon nasabah wajib 

menyetorkan biaya akad sebagai syarat pencairan 

 Biaya-biaya tersebut antara lain: biaya administrasi, biaya 

asuransi, dan biaya materai  

Tahap 6 (proses 

pencairan) 

 Setelah biaya sudah siap akad yang sudah ditandatangani 

oleh kedua belah pihak di upload ke sistem untuk di proses 

pencairan 

 Setelah dana cair, untuk pembiayaan asset refinancing ini 

dilakukan pelunasan pembiayaan sebelumnya 

 Akad pembiayaan kemudian dicairkan oleh kantor pusat BSI 

Tahap 7 

(Pembayaran 

Angsuran) 

 Nasabah membayar bagi hasil dan porsi hishshah yang 

besarnya sudah ditentukan pada saat akad sesuai waktu yang 

sudah titetapkan 

 Pembayaran angsuran dilakukan dengan autodebit pada 

rekening pembiayaan  

Tahap 8 

(Pelunasan 

 Fasilitas pembiayan akan dinyatan lunas apabila jangka 

waktu pembiayaan telah selesai dan nasabah melakukan 
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Pembiayaan) pelunasan dipercepat 

 Untuk pelunasan dipercepat nasabah dikenai membayar sisa 

bagi hasil dan porsi sewa pada bulan berjalan 

 Setelah seluruh kewajiban nasabah lunas maka akad akan 

berakhir dan bank berhak melepas jaminan nasabah 

 

2. Mekanisme Penilaian Objek MMQ Yang Tidak Menjadi Agunan 

 Objek akad MMQ tidak menjadi agunan atau jaminan pembiayaan oleh 

pihak bank. Sebelumnya jaminan adalah asset jaminan materiil (agunan) ataupun 

non-materiil. Jaminan pokok atas pembiayan MMQ ialah keyakinan bank atas 

kesanggupan nasabah untuk melunasi pembiayaanya sesuai apa yang sudah 

diakadkan. Praktiknya BSI KC Purwokerto Sudirman 1 menerapkan jaminan 

untuk pembiayaan mitraguna berkah asset refinancing ini menggunakan Surat 

Pernyataan Payroll. Surat pernyataan payroll ini berisi tentang komitmen nasabah 

untuk pembayaran gaji selama masa berlangsung pembiayaan dilakukan melalui 

BSI KC Purwokerto Sudirman 1. Tujuannya agar bank dapat dengan mudah 

memonitor portofolio keuangan nasabah, melakukan autodebit rekening nasabah 

pada tanggal gaji masuk untuk pembayan angsuran, dan agar kolektibilitas 

pembiayaan ada pada kondisi lancar.  

 Berbeda dengan jaminan, agunan dapat diminta oleh pihak bank dalam 

rangka melaksanakan prinsip prudential atau kehati-hatian dan hanya dapat 

dicairkan ketika nasabah terbukti melakukan pelanggaran atau hal yang disepakati 

bersama. Agunan merupakan secondary source repayment atau sumber terakhir 

untuk pelunasan pembiayaan apabila nasabah tidak bisa lagi memenuhi kewajiban 

pembayaran atas pembiayaan yang dimiliki. Pada praktiknya asset milik nasabah 

yang dijadikan sebagai objek akad tidak berlaku sebagai agunan atas pembiayaan 

milik nasabah, melainkan sebagai pemenuhan syarat akad secara syariah dan 

bukan sebagai landasan hukum atas akad MMQ.  
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 Walaupun objek akad MMQ berupa asset tersebut tidak dijadikan sebagai 

agunan tetapi tetap wajib dilakukan proses verifikasi dan penilaian (taksasi) sesuai 

kebijakan yang berlaku di BSI KC Purwokerto Sudirman 1. Penilaian objek akad 

MMQ untuk pembiayaan mitraguna berkah dilakukan oleh unit bisnis yaitu 

Consumer Bussines Relationship Manager (CBRM). Proses penilaian dilakukan 

oleh unit bisnis secara on desk atau tanpa kunjungan ke obyek penilaian 

berdasarkan Obyek/aset Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), Harga pasar objek 

MMQ dengan cara melihat data harga pasar, dan sumber pendukung lainnya. Hasil 

perolehan harga objek MMQ dituangkan dalam Laporan Penilaian Objek 

Musyarakah Mutanaqisah (LPA) yang tidak menjadi agunan seperti pada lampiran 

Contoh Laporan Penilaian Objek MMQ.  

 Di dalam LPA disertai Surat Pernyataan dan Kuasa bermaterai yang 

ditandatangani nasabah dan pasangan terkait spesifikasi dan lokasi obyek/aset 

adalah benar milik nasabah dan keberadaannya. Dan untuk obyek MMQ selain 

atas nama nasabah dan pasangan seperti Orangtua, Mertua, Anak dan Kakak/adik 

maka melengkapi surat pernyataan hibah dari pemilik asset awal dan wa’ad 

pengembalian objek yang dihibahkan oleh penerima hibah. Surat pernyataan hibah 

berisi pernyataan dari pemilik asset awal untuk menghibahkan asset tersebut untuk 

dijadikan objek hibah dalam rangka permohonan pembiayaan yang diajukan 

penerima hibah yang digunakan untuk refinancing atas objek yang dihibahkan. 

Sedangkan wa’ad pengembalian objek yang dihibahkan adalah janji yang 

dinyatakan oleh nasabah sebagai penerima hibah akan menghibahkan kembali 

objek hibah kepada pemberi hibah sebagai pemilik asal setelah pembiayaan di BSI 

dinyatakan lunas. Dari proses hibah tersebut nasabah berhak menerima hibah 

sesuai objek yang dihibahkan, nasabah tidak diperbolehkan menjual asset tersebut 

pada pihak lain selama masa pembiayaan, dan apabila asset tersebut berupa 

bangunan maka nasabah berkomitmen untuk tidak membongkar atau 

memindahkan bangunan tersebut.  
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 Laporan Penilaian Objek MMQ yang Tidak Menjadi Agunan pada contoh 

kasus pembiayaan Pak Tamim dilakukan oleh CBRM, dengan cara melakukan 

penilaian harga pasar dari situs internet www.lamudi.co.id dengan 

membandingkan beberapa harga. Hal ini sah dilakukan oleh marketing BSI dan 

telah diatur dalam Mekanisme Penilaian Objek MMQ.   

 

Laporan Penilaian Objek MMQ yang Tidak Menjadi Agunan ini akan selalu 

diikuti dengan Surat Pernyataan Kuasa 

http://www.lamudi.co.id/
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3. Mekanisme Pengalihan Kepemilikan (Hishshah) 

 Jumlah total porsi masing-masing pihak harus diketahui dan ditetapkan pada 

saat melakukan akad perjanjian.  Modal usaha atau porsi kepemilikan para pihak 

akan dinyatakan dalam bentuk hishshah yang disatukan dari pihak bank dan 

nasabah lalu dicatat dan dibukukan oleh bank dalam daftar angsuran yang menjadi 

satu kesatuan dengan akad. Jumlah porsi kepemilikan masing-masing pihak 

dinyatakan sebagai unit-unit hishshah dengan ketentuan bahwa setiap 1 unit 

hishshah bernilai Rp. 1 (satu rupiah). Cara penetapan besaran hishshah masing–

masing pihak adalah sebagai berikut: 

Hishshah bank : 
𝑝𝑜𝑟𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘 𝑎𝑘𝑎𝑑
× 100% 

Hishshah nasbah : (1-hishshah bank) × 100% 

 Besaran hishshah tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari akad 

MMQ dinyatakan secara jelas dengan mekanisme yang disepakati dalam kontrak.  
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Pembiayaan MMQ bersifat kerjasama dalam bentuk modal menurun maka pihak 

bank akan menjual bagian modalnya atau bagian hishshah kepemilikannya kepada 

nasabah secara bertahap sehingga hishshah bank akan menurun dari masa ke masa 

dan pada akhir akad MMQ bank tidak lagi memiliki hishshah karena sudah beralih 

secara utuh kepada nasabah. Pengalihan kepemilikan tersebut diatur dialam wa’ad 

antara pihak bank dan nasabah yang berisi perjanjian mekanisme pemindahan 

kepemilikan. Pada akad MMQ nasabah akan mengembalikan modal disertai bagi 

hasil sesuai dengan kesepakatan secara bertahap dalam bentuk angsuran bulanan. 

Nasabah berhak menggunakan bagi hasil bagian nasabah sebagai pembayaran 

pembelian atau pengalihan kepemilikan (porsi) atas asset objek akad sehingga 

secara bertahap porsi hishshah nasabah akan meningkat. Baik harga unit hishshah, 

nisbah bagi hasil dan harga sewa objek MMQ tidak harus selalu sama besar pada 

tiap bulannya selama jangka waktu pembiayaan selama disepakati dari awal akad 

dan tertulis di dalam kontrak akad. 

 Melihat pada hukum positif yang tidak mengatur adanya kepemilikan satu 

asset dengan dua nama pemilik, maka pihak bank dan nasabah diperbolehkan 

untuk menyepakati objek akad MMQ tersebut diatas namakan nasabah dalam 

dokumen akad. Walaupun secara syariah objek tersebut menjadi milik bank dan 

akan dijual kepada nasabah dengan mekanisme bai’ dalam rangka musyarakah 

mutanaqisah. Selain itu, dokumen bukti kepemilikan tidak wajib disimpan oleh 

bank karena asset hanya dijadikan objek akad MMQ hanya sebagai landasan 

kepatuhan syariah yang tidak diikat secara hukum oleh pihak bank pada saat akad 

berlangsung.  Pada akhir masa akad asset yang dijadikan objek akad tersebut 

secara syariah akan dihibahkan kepada nasabah dan sepenuhnya akan menjadi 

milik nasabah. 

  Pada akad MMQ ini asset yang dijadikan objek akad dikenai sewa karena 

terdapat skema ijarah didalamnya. Bila diibaratkan, asset yang dijadikan objek 

MMQ pada awal akad berpindah kepemilikan menjadi milik bank kemudian asset 

tersebut akan dijual kepada nasabah dengan cara mengangsurnya tiap bulan dan 
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pada akhir jangka waktu akad asset tersebut akan berpindah kepemilikan kepada 

nasabah. Selama jangka waktu pembiayaan tersebut nasabah tetap dapat 

memanfaatkan asset tersebut, dari manfaat yang diambil inilah bank menerapkan 

biaya sewa atas objek akad yang digunakan. Proyeksi total biaya sewa dihitung 

dari nilai sewa per bulan yang dikalikan dengan jangka waktu pembiayaan. 

Besaran nisbah sewa diperoleh dari proyeksi total biaya sewa selama pembiayaan  

dibandingkan dengan porsi hishshah. Pembayaran sewa pertama kali dikenakan 

pada bulan berikutnya setelah tanggal pencairan. Spesialnya dari akad MMQ 

dibandingkan dengan akad murabahah yaitu pada saat pelunasan dipercepat, 

nasabah tidak dikenai margin yang cukup besar akan tetapi hanya membayarkan 

sisa pokok pembiayaan ditambah dengan proyeksi sewa bulan berjalan.   

  Pada pembiayaan Pak Tamim, pembagian Hishshah-nya adalah sebagai 

berikut:  
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4. Pelaksanaan Wa’ad Pada Akad Mmq 

Wa’ad yang dilaksanakan oleh BSI KC Purwokerto Sudirman 1 disesuaikan 

dengan Fatwa DSN MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012, yaitu pernyataan kehendak 

dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik kepada pihak 

lain di masa yang akan datang dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Dinyatakan tertulis dalam akta/kontrak perjanjian 

2. Dikaitkan dengan sesuatu yang harus dipenuhi 

3. Isi Wa’ad Tidak bertentangan dengan Syariah 
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4. Pihak yang diberi janji sudah melaksanakan  sesuatu yang harus dipenuhi sesuai 

poin 2  

 

Bila digambarkan Skema adanya wa’ad pada BSI KC Purwokerto Sudirman 1 adalah 

sebagai berikut:  

 

 

Implementasi yang ada pada BSI KC Purwokerto Sudirman 1 terkait  

wa’ad pada akad MMQ dilihat dari definisinya wa’ad atau janji Bank kepada 

Nasabah untuk mengalihkan seluruh hishahnya secara komersial dengan bertahap 

telah tercantum pada akad dan telah sesuai dengan Keputusan DPS No. 01/DSN-

MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah Dalam 

Produk Pembiayaan. Adanya Klausul Penjelasan Terkait Prinsip MMQ dimana 

bank dan nasabah secara bersama-sama berjanji untuk membeli objek akad dan 

kewajiban nasabah untuk melakukan pembelian hishshah yang dimiliki bank 

secara bertahap sampai kepemilikannya secara sempurna berpindah kepada 

nasabah. Klausul ini tercantum pada Syarat Umum Pembiayaan.  Merujuk 

ketentuan Internal terkait Mekanisme Pelaksanaan Akad MMQ pada Segmen 

Asset 
Refinancing

Akad 
Musyarakah 
Mutanaqisah

Wa'ad 
Pertama

Wa'ad 
Kedua
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Retail dan sejalan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 dan 

Keputusan DPS No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi 

Musyarakah Mutanaqishah Dalam Produk Pembiayaan maka diwajibkan adanya 

wa’ad pada implementasi akad MMQ. Sehingga pembiayaan yang diberikan 

kepada nasabah telah memenuhi aspek-aspek syariah yang telah ditetapkan.  

Unit bisnis Bank Syariah Indonesia sudah menetapkan bahwa untuk 

fasilitas asset refinancing hanya diberlakukan penggunaan akad musyarakah 

mutanaqisah tidak ada skema akad yang lainnya. Sehingga pada pelaksanaannya 

tidak lepas dari adanya wa’ad dalam proses pembiayaan. Sebagai pemenuhan 

prinsip syariah, terdapat dua jenis wa’ad yang dilaksanakan pada saat proses 

pembiayaan menggunakan skema akad Musyarakah Mutanaqisah. Wa’ad yang 

pertama ialah Wa’ad Pengembalian Objek Yang Dihibahkan berisi janji calon 

nasabah sebagai penerima hibah berjanji akan mengembalikan objek hibah yang 

diterimanya yaitu asset yang ia gunakan sebagai objek akad MMQ atas 

pembiayaan yang ia ajukan kepada pemberi hibah atau pemilik asset 

awal/sebelumnya. Wa’ad ini terjadi apabila asset yang dijadikan objek akad bukan 

atas nama calon nasabah, misalkan atas nama suami/isteri, orang tua, mertua, atau 

anak. Wa’ad ini sebagai janji Penerima Hibah untuk menghibahkan kembali aset 

yang menjadi obyek MMQ kepada Pemberi Hibah setelah pembiayaan Penerima 

Hibah dinyatakan lunas oleh BSI.  
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Karena objek akad MMQ milik pak Tamim bukan atas namanya sendiri 

melankan atas nama ibunya maka harus dibuatkan surat pernyataan hibah. Dimana 

di dalamnya berisi pemberian objek hibah dari Ibu Huriyah kepada Pak Tamim 

dalam rangka permohonan pembiayaan yang diajukan. Surat pernyataan hibah ini 

selalu diikuti dengan wa’ad yaitu janji untuk memelihara, menjaga, dan 

mengembalikan objek akad tersebut ketika jangka waktu pembiayaan telah 

berakhir. Jadi, wa’ad ini terjadi antara pemilik asset awal yaitu ibu Huriyah (ibu 
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kandung Pak Tamim) dengan Pak Tamim sebagai penerima hibah. Dari adanya 

wa’ad ini pak Tamim memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara, tidak 

menjual, dan mengembalikan asset tersebut kepada Ibu Huriyah. Akan tetapi disisi 

lain ibu Huriyah tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Pak Tamim. 

 



96 
 

 
 

C. AKIBAT YANG TITERIMA PARA PIHAK DARI PEKASANAAN AKAD 

MMQ 

Dari keseluruhan proses pembiayaan yang dijalankan akan menimbulkan 

kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian atau akad. 

Kewajiban dan hak tersebut tidak akan lepas sampai dengan jangka waktu 

pembiayaan berakhir. Berakhirnya pembiayaan terjadi apabila jangka waktu 

pembiayaan habis, salah satu pihak menciderai akad atau perjanjian, nasabah 

melakukan pelunasan dipercepat, dan nasabah dinyatakan meninggal. Dalam 

praktiknya baik akad maupun akad dapat menimbulkan kewajiban dan hak yang 

mengikat masing-masing pihak.  

Adapun akibat dari pelaksanaan pembiayaan asset refinancing dengan akad 

Musyarakah Mutanaqisah di Bank Syariah Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1 

menurut fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Pembiayaan 

Musyarakah Mutanaqisah, akibat dari adanya prinsip syirkah para mitra akan 

menyertakan  modal dan kerjasama kepemilikan berdasarkan kesepakatan dan 

memperoleh keuantungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Sementara 

prinsip sewa atau ijarah merupakan bentuk kompensasi yang diberikan dari pihak 

bank kepada nasabah. Adapun hak dan kewajiban yang timbul bagi masing-

masing pihak adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pihak Bank 

Dari data pengajuan nasabah, pihak bank wajib melakukan analisa terhadap 

tujuan dan manfaat pembiayaan secara kualitatif dan kuantitatif. Dari analisa 

tersebut apabila pengajuan pembiayaan nasabah dinyatakan layak maka pihak 

bank wajib menjelaskan alur proses pembiayaan dan rincian perhitungan terkait 

biaya dan nominal plafon yang disetujui. Di dalam proses pembiayan asset 

refinancing bank akan melakukan penilaian terhadap asset calon nasabah yang 

menjadi objek akad MMQ. Hasil dari LPA (Laporan Penilaian Objek Akad MMQ) 

dapat dilihat harga perolehan asset yang menjadi dasar limit pembiayaan yang 

dapat disetujui oleh bank. Oleh karena itu, pihak bank wajib memberikan 
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pemahaman kepada nasabah tentang penggunaaan asset milik nasabah yang 

dijadikan objek akad agar tidak terjadi kesalahpahaman nasabah dan antara bank 

dan nasabah sama-sama mengetahui dengan jelas proses akad pembiayaan MMQ 

(prinsip antaradin minkum). 

Harga perolehan asset tersebut akan diakui sebagai modal bersama, dimana 

porsi bank adalah senilai plafon pembiayaan dan porsi nasabah senilai selisih 

harga perolehan dengan plafon pembiayaan. Bank wajib berjanji akan menjual 

asset tersebut kepada nasabah secara berangsur melalui mekanisme pembayaran 

angsuran dimana kepemilikan bank akan menurun seiring dengan pembayan 

angsuran sedangkan kepemilikan nasabah akan bertambah. Dari kewajiban inilah 

pihak bank wajib untuk melakukan wa’ad yaitu perjanjian kepada pihak nasabah 

untuk pengalihan kepemilikan asset secara keseluruhan pada akhir jangka waktu 

pembiayaan.  

Dari skema yang digunakan yaitu musyarakah atau kerjasama bank berhak 

mendapatkan keuntungan berupa nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad. 

Sedangkan, dari skema ijarah bank melakukan kompensasi pemberlakuan sewa 

kepada nasabah atas asset yang diambil manfaatnya oleh nasabah. Pembayaran 

sewa/ujroh dapat dibayarkan dari porsi bagi hasil nasabah tiap bulannya. Jadi, 

porsi bagi hasil nasabah akan diakui sebagai pembelian hishshah milik bank oleh 

nasabah. Proyeksi sewa berlaku tiap bulan dengan nominal yang berbeda tiap 

bulannya sesuai nisbah bagi hasil nasabah. Dari pembayaran angsuran nasabah 

pihak bank diberi kuasa oleh nasabah untuk melakukan autodebit pada rekening 

pembiayaan nasabah. Tidak hanya itu pihak bank juga dapat mendebit biaya-biaya 

yang timbul dari proses pencairan pembiayaan dan melakukan blokir 2x angsuran 

untuk nasabah yang masih berstatus commite to payroll  dan blikir satu kali 

angsuran untuk angsuran terakhir bagi nasabah yang sudah payroll di BSI.  

2. Bagi Pihak Nasabah 

Pertama-tama nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk menjadi 

mitra pembiayaan atas kebutuhannya dengan menjelaskan profil nasabah, 
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diantaranya berkaitan dengan portofolio nasabah, pendapatan bulanan nasabah, 

sumber dana yang akan digunakan untuk pengembalian kewajiban pembiayaan, 

serta manfaat atau tujuan pengajuan pembiayaan. Kemudian calon nasabah 

memenuhi persyaratan sesuai ketentuan akad yang dipersyaratkan oleh BSI. 

Dalam menentukan tujuan dan manfaat pembiayaan nasabah wajib menjelaskan 

dengan jelas apa manfaat atau tujuan dari pengajuannya, baik dari pembiayaan 

yang akan dilunasi jelas dapat dilakukan pelunasan dipercepat, dan barang yang 

akan dibeli jelas dan halal.  

Skema akad MMQ mengharuskan nasabah untuk menyertakan asset sebagai 

objek akad Musyarakah Mutanaqisah yang dalam rangka memenuhi kepatuhan 

syariah. Dari penyertaan asset tersebut maka nasabah harus memiliki asset milik 

dirinya sendiri, apabila terpaksa menggunakan asset milik orang lain maka 

kepemilikan tersebut terbatas pada keluarga dekat seperti suami/istri, orang tua, 

mertua, dan anak. Karena asset tersebut bukan atas namanya sendiri maka 

diberlakukan hibah atas asset tersebut. Hibah tersebut harus ditandatangani di atas 

materai yang termuat dalam Surat Pernyataan Hibah dari pemilik asset awal dan 

Wa’ad Pengembalian Objek Hibah. Hal ini yang mungkin bagi sebagian orang 

merasa pembiayaan dengan prinsip syariah lebih rumit.  

Kemudian akibat  nasabah dikenai biaya sewa atas asset yang dijadikan 

objek akad karena walaupun menurut akad asset tersebut adalah milik bank akan 

tetapi asset tersebut diambil manfaatnya oleh nasabah oleh sebab itulah nasabah 

dikenai biaya sewa. Proyeksi sewa tersebut menjadi keuntungan bagi bank yang 

diakui sebagai nisbah bagi hasil bank. Sedangkan nisbah bagi hasil nasabah diakui 

sebagai pembelian hishshah kepada bank. Jadi, dalam satu angsuran nasabah 

terbagi menjadi dua kali pendebitan yaitu pembayaran nisbah bagi hasil bank dan 

pembayaran hishshah. Jadi total kewajiban nasabah adalah sebesar pokok 

pembiayaan ditambah dengan porsi bagi hasil.  

Dilihat dari sudut pandang ekonomi atau keuntungan, skema akad 

musyarakah mutanaqisah ternyata tidak lebih menguntungkan bagi nasabah 
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dibandingkan dengan menggunakan skema akad murabahah. Karena apabila 

nasabah akan melakukan pelunasan pembiayaan dipercepat nasabah dikenai sisa 

pokok pembiayaan ditambah dengan proyeksi sewa dua bulan yaitu pada bulan 

berjalan  melakukan pelunasan tersebu dan satu bulan di depannya t. Hal ini 

menjadikan skema MMQ sama dengan skema murabahah, apabila dilakukan 

percepatan pelunasan nasabah tetap harus melunasi sisa pokok pembiayaan 

ditambah dengan margin sesuai ketentuan bank bisa dua atau tiga kali margin. Hal 

ini membuat pelunasan dipercepat untuk akad MMQ tidak lebih murah 

dibandingkan dengan skema murabahah. Akan tetapi untuk pihak bank pastilah 

skema murabahah lebih menguntungkan karena bank dapat menentukan nominal 

discount margin dan proses pengajuan pembiayaan yang lebih sederhana. 

Sedangkan dari sisi biaya-biaya yang timbul relatif sama seperti biaya 

administrasi, biaya asuransi, biaya fee mitra, dan nominal pemblokiran dana 

nasabah. Namun biaya ini dapat bertambah apabila pihak bank melakukan 

penilaian terhadap asset yang dijadikan objek akad dengan melakukan survey 

secara langsung, maka akan menimbulkan biaya operasional.  

Penggunaan akad MMQ tidak selau menguntungkan karena  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pembiayaan asset refinancing hanya menggunakan akad Musyarakah 

Mutanaqisah dengan syarat adanya asset yang akan diakui porsi kepemilikan 

antara bank dan nasabah. Dalam praktik pembiayaan asset refinancing di BSI KC 

Purwokerto Sudirman 1, terdapat dua macam wa’ad. Wa’ad yang pertama terjadi 

antara pihak nasabah sebagai penerima hibah dan pemberi hibah. Wa’ad yang 

kedua yaitu Janji bank yang akan mengalihkan porsi kepemilikan asset objek akad 

MMQ kepada nasabah yang disebut dengan pengalihan Hishshah. Ketentuan 

terkait mekanisme pemindahan kepemilikan tersebut tertulis dengan jelas di dalam 

akad. BSI KC Purwokerto Sudirman 1 menggunakan kontrak baku sehingga wa’ad 

menjadi satu kesatuan didalam akad pembiayaan.  

Secara ekonomi, dari skema kerjasama MMQ dilihat dari nominal margin 

dan ujroh untuk plafon dan tenor yang sama dengan akad Murabahah, apabila 

dilakukan perhitungan percetapan pelunasan hasilnya sama. Karena bank tetap 

memberlakukan perhitungan  dua margin atau dua ujroh yang mana seharusnya 

untuk akad MMQ hanya diberlakukan ujroh pada bulan berjalan.  Selain itu, pihak 

bank memiliki kewenangan untuk menentukan nilai bagi hasil pada pembiayaan 

yang diajukan. Pihak bank akan dimudahkan dalam proses autodebit angsuran 

karena untuk akad MMQ perhitungan pembiayaan hanya dengan satu Loan 

pembiayan. Sedangkan bagi nasabah skema MMQ ini menguntungkan bagi 

nasabah yang melakukan top up gabungan karena dapat memperkecil angsuran 

dan kewajiban membayar margin kepada bank.  

 

 

 

 

 



101 
 

 
 

B. Saran  

Setelah membahas implementasi wa’ad pada akad musyarakah mutanaqisah 

produk pembiayaan asset refinancing di bank syariah Indonesia kc purwokerto 

sudirman 1, maka penulis akan memberikan saran kepada pihak terkait sebagai 

berikut: 

1. Bagi bank syariah Indonesia kc purwokerto sudirman 1, diharapkan 

memberikan pemahaman secara gambling kepada masyarakat atau calon 

nasabah pembiayaan agar tidak terjadi pengkaburan pemahaman di tengah 

masyarakat sehingga meragukan praktik keuangan pada perbankan syariah. 

Dan agar tetap menerapkan dan mempertahankan ketentuan-ketentuan 

yang telah sesuai dengan prinsip syariah 

2. Pihak AFO Purwokerto, hendaknya melakukan pemerikasaan terhadap 

wa’ad dalam akad Musyarakah Mutanaqisah yang mengacu pada dengan 

Keputusan DPS No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi 

Musyarakah Mutanaqishah Dalam Produk Pembiayaan yang berisi janji 

Bank kepada Nasabah untuk mengalihkan seluruh hishahnya secara 

komersial dengan bertahap. Janji tersebut akan menimbulkan kewajiban 

sehingga apa yang akan diterapkan/dipenuhi dapat dipastikan untuk 

dilaksanakan. 

3. Bagi penelitian yang akan datang terkait akad Musyarakah Mutanaqisah, 

penulis menyarankan untuk lebih menggali kembali tentang bagaimana 

keterkaitan antara akad sewa yang menjadi dasar dari pelaksanaan akad 

MMQ dengan tujuan pengajuan pembiayaan nasabah dan pembelanjaan 

dana pembiayaan oleh nasabah. 
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Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. CONSUMER BANKING RELATIONSHIP  MANAGER 

1. Apa saja tugas dari unit bisnis? 

2. Siapa saja yang terlibat pada bagian unit bisnis di BSI KC Sudirman 

1? 

3. Bagaimana tugas CBRM sebagai penanggung jawab proses 

pembiayaan pada unit bisnis? 

4. Produk apa saja yang dipasarkan oleh CBRM? 

5. Bagaimana CBRM memetakan segmentasi pasar produk pembiayaan 

sesuai dengan sasarannya? 

6. Aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan prospek 

terhadap nasabah? 

7. Bagaimana kriteria calon nasabah yang sesuai dengan sasaran produk 

pembiayaan asset refinancing? 

8. Akad apa saja yang dapat digunakan pada produk pembiayaan asset 

refinancing?  

9. Apa perbedaan penggunaan akad MMQ dengan akad Murabahah 

untuk produk pembiayaan asset refinancing? 

10. Bagaimana mekanisme pembiayaan asset refinancing menggunakan 

akad MMQ?  

11. Apakah ada keadaan tertentu atau sebab tertentu yang mengakibatkan 

calon nasabah lebih disarankan untuk menggunakan skema akad 

MMQ? 

12. Bagaimana perhitungan pembagian hishshah antara pihak nasabah 

dan pihak bank? 

13. Apakah kedua belah pihak melakukan wa’ad dalam mekanisme 

pemindahan kepemilikan asset? 

14. Mengapa pada produk pembiayaan asset refinancing dilakukan 

wa’ad?  

15. Apa saja konsekuensi yang diterima pada msing-masing pihak akibat 

adanya wa’ad? 

16. Adakah kriteria tertentu untuk asset yang dijadikan sebagai objek 

akad? 

17. Bagaimana proses penilaian objek akad pada produk pembiayaan 

asset refinancing? 

18. Apakah objek akad dijadikan jaminan pembiayaan oleh pihak bank? 

19. Bagaimana alur pemrosesan pengajuan pembiayaan asset 

refinancing? 

20. Bagaimana proses akad berlangsung? 



 

 
 

21. Bagaimana proses pencairan setelah penandatangan akad? 

22. Bagaimana mekanisme pemindahan kepemilikan asset pada akhir 

periode? 

 

B. SALES FORCE 

1. Bagaimana peran sales force dalam unit bisnis? 

2. Bagaimana memasarkan produk pembiayaan dengan akad sesuai 

prinsip syariah? 

3. Bagaimana pemahaman nasabah sejauh ini terhadap akad MMQ? 

  

C. FINANCING COMPLIANCE AND LEGAL ADMIN 

1. Apa saja peran FCLA pada proses pembiayaan di BSi? 

2. Bagaimana prosedur internal dan standar regulasi pembiayaan di BSI? 

Jawab:  

• Anggaran Dasar : ketentuan tertinggi, melalui RUPS 

• Kebijakan: terdiri atas 2 pilar yang menjadi dasar : manajemen 

resiko dan sistem pengendalian internal 

• Prosedur: standar prosedur, manual produk, memorandum  prosedur 

operasional dan petunjuk teknis operasional 

3. Bagaimana penyusunan akad MMQ? 

4. Bagaimana pelaksanaan wa’ad pada akad MMQ? 

5. Apakah harus ada wa’ad pada akad MMQ? 

6. Bagaimana pelaksanaan legal review pada data pembiayaan asset 

refinancing? 

7. Apa yang akan dilakukan oleh pihak bank apabila nasabah melakukan 

wanprestasi, meninggal, atau mengakhiri proses pembiayaan yang 

berlangsung? 

8. Bagaimana proses penilaian objek akad MMQ? 

9. Apa landasan hukum untuk produk asset refinancing menggunakan 

akad MMQ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Lampiran 2 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

Melakukan dokumentasi di dua tempat yang berbeda yaitu kantor Bank Syariah 

Indonesia KC Purwokerto Sudirman 1 dan kantor AFO Purwokerto untuk 

mengetahui: 

1. Prosedur dan proses pembiayaan asset refinancing dengan akad MMQ 

2. Praktik wa’ad yang dilakukan pada proses akad MMQ 

3. Dokumen persyaratan pengajuan pembiayaan dan dokumen akad MMQ 

4. Sejarah singkat Bank Syariah Indonesia 

5. Profil BSI KC Purwokerto Sudirman 1 dan AFO Purwokerto 

6. Struktur organisasi BSI KC Purwokerto Sudirman 1 dan AFO Purwokerto 

7. Data pembiayaan dengan akad MMQ di bawah AFO Purwokerto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

Lampiran 3 

HASIL WAWANCARA 

A. CONSUMER BANKING  RELATIONSHIP  MANAGER 

1. Apa saja tugas dari unit bisnis? 

Jawab: unit bisnis terdiri dari marketing, marketing ada dua yaitu 

marketing financing dan marketing funding 

2. Siapa saja yang terlibat pada bagian unit bisnis di BSI KC Sudirman 

1? 

Jawab: Consumer, Mikro, Bussines banking, Pawning 

3. Bagaimana tugas CBRM sebagai penanggung jawab proses 

pembiayaan pada unit bisnis? 

Jawab:  

 Menawarkan produk pembiayaan consumer  

 Menganalisa dokumen persyaratan dari nasabah 

 Mengusulkan nasabah pembiayaan 

4. Produk apa saja yang dipasarkan oleh CBRM? 

Jawab: Mitraguna Berkah, Pensiun, Prapensiun, Griya Hasanah, dan 

BSI OTO 

5. Bagaimana CBRM memetakan segmentasi pasar produk pembiayaan 

sesuai dengan sasarannya? 

Jawab: dalam memasarkan produk pembiayaan marketing dengan 

memfokuskan pada segmentasi tujuan yang sesuai kebutuhan nasabah 

disesuaikan dengan produk yang ditawarkan.  

6. Aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan prospek 

terhadap nasabah? 

Jawab: 5 C+1S 

7. Bagaimana kriteria calon nasabah yang sesuai dengan sasaran produk 

pembiayaan asset refinancing? 

Jawab: calon nasabah sudah memiliki pembiayaan sebelumnya baik 

di bank konvensional dan syariah, nasabah telah memiliki asset atau 

jaminan, penggunaan refinancing juga untuk memudahkan nasabah 

dan pihak bank terkait penggunaan skema akadnya. 

8. Akad apa saja yang dapat digunakan pada produk pembiayaan asset 

refinancing?  

Jawab: akad yang digunakan untuk pembiayaan refinancing hanya 

akad MMQ, karena tujuan pembiayaan pada akad MMQ lebih luas 

dan tidak terikat pada tujuan tertentu. Hal ini dilakukan agar terjadi 

kesesuaian antara skema akad dan tujuan atau manfaat pembiayaan 



 

 
 

yang diajukan oleh nasabah. Jadi, untuk akad MMQ dalam satu 

aplikasi pembiayaan dapat memuat beberapa tujuan pembiayaan. 

9. Apa perbedaan penggunaan akad MMQ dengan akad Murabahah 

untuk produk pembiayaan asset refinancing? 

Jawab: untuk pembiayaan refinancing BSI hanya menggunakan akad 

MMQ 

10. Bagaimana mekanisme pembiayaan asset refinancing menggunakan 

akad MMQ?  

Jawab: harus memiliki asset dapat berupa rumah, tanah, mobil 

diketahui dengan Letter C 

11. Apakah ada keadaan tertentu atau sebab tertentu yang mengakibatkan 

calon nasabah lebih disarankan untuk menggunakan skema akad 

MMQ? 

Jawab: memiliki pembiayaan sebelumnya di BSI 

12. Bagaimana perhitungan pembagian hishshah antara pihak nasabah 

dan pihak bank? 

Jawab: hishshah bank yaitu porsi pembiayaan dibagi dengan total 

harga Hishshah nasabah 1-hishshah bank.  

13. Apakah kedua belah pihak melakukan wa’ad dalam mekanisme 

pemindahan kepemilikan asset? 

Jawab: ya, wa’ad yang ditandatangani pada saat awal proses 

pengajuan pembiayaan bersamaan dengan dilakukannya penilaian 

objek akad. Hal ini berlaku hanya jika asset yang dijadikan objek 

pembiayaan benar milik nasabah bukan atas namanya sendiri, bisa 

jadi atas nama suami/istrinya, atas nama orang tua kandungnyanya, 

dan atas nama orang tua dari suami/istri.  

14. Mengapa pada produk pembiayaan asset refinancing dilakukan 

wa’ad?  

Jawab: karena selama proses pembiayaan berjalan ada pemindahan 

kepemilikan dari bank kepada nasabah yang dilakukan secara 

berangsur-angsur, adanya wa’ad ini sebagai bentuk perjanjian bank 

akan memindahkan kepemilikan tersebut kepada nasabah sebesar 

perhitungan hishshah pada tiap bulannya. 

15. Apa saja konsekuensi yang diterima pada msing-masing pihak akibat 

adanya wa’ad? 

Jawab: adanya pemindahan kepemilikan, sebagai bentuk perjanjian 

yang harus ditepati oleh pihak yang melakukan wa’ad, bank wajib 

memindahkan hishshah kepemilikannya kepada nasabah secara 

menurun 

16. Adakah kriteria tertentu untuk asset yang dijadikan sebagai objek 

akad? 

Jawab: tanah kosong/tanah dan bangunan dan bangunan/apartement, 

kendaraan, dan barang elektronik atau furniture Untuk objek akad 



 

 
 

berupa tanah kosong/tanah dan bangunan dan bangunan/apartement 

calon nasbah diwajibkan untuk menyertakan Letter C sebagai bukti 

kepemilikan.  

17. Bagaimana proses penilaian objek akad pada produk pembiayaan 

asset refinancing? 

18. Jawab: Penilaian objek akad MMQ untuk pembiayaan mitraguna 

berkah dilakukan oleh unit bisnis yaitu Consumer Bussines 

Relationship Manager (CBRM). Proses penilaian dilakukan oleh unit 

bisnis secara on desk atau tanpa kunjungan ke obyek penilaian 

berdasarkan Obyek/aset Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), Harga 

pasar objek MMQ dengan cara melihat data harga pasar, dan sumber 

pendukung lainnya. Hasil perolehan harga objek MMQ dituangkan 

dalam Laporan Penilaian Objek Musyarakah Mutanaqisah (LPA) 

yang tidak menjadi agunan. 

19. Apakah objek akad dijadikan jaminan pembiayaan oleh pihak bank? 

Jawab: Objek akad MMQ tidak menjadi agunan atau jaminan 

pembiayaan oleh pihak bank. 

20. Syarat apa saja yang harus dipenuhi bagi calon nasabah produk 

pembiayaan asset refinancing? 

Jawab: KTP pemohon dan KTP pasangan, NPWP, SK Pegawai, 

Payroll melalui BSI, Dokumen pendapatan (amprah/slip gaji atau 

tunjangan), Mutasi rekening Koran 3 bulan terakhir, Surat Izin 

Praktek (khusus Dokter), dan Objek Akad berupa 

Tanah/Rumah/Kendaran (untuk pembiayaan asset refinancing) 

21. Bagaimana alur pemrosesan pengajuan pembiayaan asset 

refinancing? 

Jawab: Pengajuan pembiayaan pada bank syariah biasanya memakan 

waktu beberapa hari yang dipengaruhi oleh proses pemenuhan 

dokumen persyaratan oleh nasabah, pengusulan dari sales force 

kepada CBRM, analisa resiko oleh CBRM, analisa risk oleh pihak 

verifikator, dan analisa dokumen pencairan 

22. Bagaimana proses akad berlangsung? 

Jawab: Apabila calon nasabah dinyatakan layak maka calon nasabah 

dihubungi agar datang ke kantor untuk melaksanakan akad 

pembiayaan dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan. CBRM 

menjelaskan atau membacakan isi dar akad yang sudah dibuat 

kemudian calon nasabah beserta CBRM, dan Branch Manager 

melakukan penandatanganan akad pembiayaan. 

23. Bagaimana proses pencairan setelah penandatangan akad? 

Jawab: Setelah biaya sudah siap akad yang sudah ditandatangani oleh 

kedua belah pihak di upload ke sistem untuk di proses pencairan. 

24. Bagaimana mekanisme pemindahan kepemilikan asset pada akhir 

periode? 



 

 
 

Jawab: Pengalihan kepemilikan tersebut diatur dialam wa’ad antara 

pihak bank dan nasabah yang berisi perjanjian mekanisme 

pemindahan kepemilikan. Pada akad MMQ nasabah akan 

mengembalikan modal disertai bagi hasil sesuai dengan kesepakatan 

secara bertahap dalam bentuk angsuran bulanan. Nasabah berhak 

menggunakan bagi hasil bagian nasabah sebagai pembayaran 

pembelian atau pengalihan kepemilikan (porsi) atas asset objek akad 

sehingga secara bertahap porsi hishshah nasabah akan meningkat 

B. SALES FORCE 

1. Bagaimana peran sales force dalam unit bisnis? 

Jawab: Sales force akan menggali segala informasi terkait pengajuan 

nasabah, dan membantu calon nasabah memenuhi segala persyaratan 

dokumen pembiayaan. Sebelumnya sales force untuk nasabah asset 

refinancing akan menjelaskan alur pemrosesan pembiayaan, teknis 

pelunasan pembiayaan eksisting maupun take over, akad MMQ, dan 

rincian perhitungan pembiayaan. Untuk proses pembiayaan asset 

refinancing yang lebih rumit dari akad yang lainnya maka sales force 

harus memberikan pemahaman yang cukup terkait pelaksanaan akad 

Musyarakah Mutanaqisah. Termasuk menjelaskan syarat adanya 

objek akad berupa asset milik nasabah, proses hibah dan wa’ad 

pengembalian objek hibah 

2. Bagaimana memasarkan produk pembiayaan dengan akad sesuai 

prinsip syariah? 

Jawab: Sales force akan menghubungi calon nasabah dan prospek 

potensial secara rutin yang dilakukan secara mobile sales maupun 

kunjungan ke perusahaan secara langsung 

3. Bagaimana pemahaman nasabah sejauh ini terhadap akad MMQ? 

Jawab: nasabah kurang memahami ketentuan akad syariah seperti 

contohnya mempersyaratkan asset milik nasabah sebagai objek akad 

MMQ yang bukan agunan.  

C. FINANCING COMPLIANCE AND LEGAL ADMIN 

1. Apa saja peran FCLA pada proses pembiayaan di BSi? 

Jawab:  

 Penerapan Fungsi 3 Pilar dalam proses bisnis khususnya 

pembiayaan di BSI yaitu Fungsi Bisnis, Fungsi Risk, Fungsi 

Operation yang saling saling independen. 

 Fungsi Operation berada di pilar ke 3 dengan kata lain menjalankan 

Fungsi pilar terakhir sebagai fungsi yang melakukan verifikasi atas 

segala keputusan yang telah di ambil oleh 2 Pilar lain dalam hal ini 

Fungsi Bisnis dan Fungsi Risk serta memastikan telah sesuai 

dengan regulasi internal maupun eksternal. 



 

 
 

 Dalam hal tersebut diatas Fungsi Operation disini salah satunya 

diwakili oleh Financing Compliance & Legal Administration 

dengan tugas utama memastikan bahwa segala keputusan yang telah 

diputuskan oleh Unit Bisnis dan Unit Risk telah memenuhi prinsip 

“comply with” yang teridiri dari Syarat Pembiayaan, Regulasi 

Internal dan Eksternal dan Syariah Compliance. 

2. Bagaimana prosedur internal dan standar regulasi pembiayaan di BSI? 

Jawab:  

• Anggaran Dasar : ketentuan tertinggi, melalui RUPS 

• Kebijakan: terdiri atas 2 pilar yang menjadi dasar : manajemen 

resiko dan sistem pengendalian internal 

• Prosedur: standar prosedur, manual produk, memorandum  prosedur 

operasional dan petunjuk teknis operasional 

3. Bagaimana penyusunan akad MMQ? 

Jawab: Dalam penyusunan Sebuah Perjanjian / Akad tidak terlepas 

dari jenis atau skema akadnya. 

4.  Bagaimana pelaksanaan wa’ad pada akad MMQ? 

Jawab: Wa’ad atau janji Bank kepada Nasabah untuk mengalihkan 

seluruh hishahnya secara komersial dengan bertahap telah tercantum 

pada akad telah sesuai dengan Keputusan DPS No. 01/DSN-

MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi Musyarakah 

Mutanaqishah Dalam Produk Pembiayaan .Adanya Kalusul Penjelasan 

Terkait Prinsip MMQ dimana BANK dan NASABAH secara bersama-

sama berjanji Untuk membeli Objek Akad dan Kewajiban Nasabah 

untuk melakukan pembelian Hishah yang dimiliki Bank secara 

bertahap sampai kepemilikannya secara sempurna berpindah kepada 

NASABAH. Kalusul ini tercantum pada Syarat Umum Pembiayaan 

5. Apakah harus ada wa’ad pada akad MMQ? 

Jawab: Merujuk ketentuan Internal terkait Mekanisme Pelaksanaan 

Akad MMQ pada Segmen Retail dan sejalan dengan Fatwa DSN MUI 

Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 dan Keputusan DPS No. 01/DSN-

MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi Musyarakah 

Mutanaqishah Dalam Produk Pembiayaan maka diwajibkan adanya 

wa’ad pada implementasi akad MMQ. Sehingga pembiayaan yang 

diberikan kepada nasabah telah memenuhi aspek-aspek syariah yang 

telah ditetapkan 

6. Bagaimana pelaksanaan legal review pada data pembiayaan asset 

refinancing? 

Jawab: permohonan nasabah, legalitas nasabah, legalitas kepemilikan 

agunan/ jaminan, keputusan komite pembiayaan (syarat-syarat komite 

pembiayaan), kesesuaian dengan ketentuan internal 



 

 
 

7. Apa yang akan dilakukan oleh pihak bank apabila nasabah melakukan 

wanprestasi, meninggal, atau mengakhiri proses pembiayaan yang 

berlangsung? 

Jawab: Untuk kasus wanprestasi bank akan melakukan penagihan, 

restrukturisasi, peringatan, jual agunan sukarela, litigasi agunan. 

Apabila nasabah meninggal maka bank akan mengkalim asuransi atau 

menyelesaikan perselisihan, sedangkan apabila terjadi nasabah 

mengakhiri proses pembiayaan yang berlangsung maka bank akan 

menyerahkan agunan. 

8. Bagaimana proses penilaian objek akad MMQ? 

Jawab: dilakukan oleh tim appraisal yang telah menempuh sertifikasi 

sebagai penilai, atau untuk produk tertentu dilakukan oleh marketing 

cabang atas dasar permohonan nasabah  

9. Apa landasan hukum untuk produk asset refinancing menggunakan 

akad MMQ? 

Jawab:  

 Fatwa DSN MUI : 

o No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan 

Musyarakah 

o No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah 

Mutanaqishah 

o No. 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang 

(Refinancing) Syariah 

o No. 114/DSN-MUI/XI/2017 tentang Akad Syirkah 

 Keputusan DPS No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman 

Implementasi Musyarakah Mutanaqishah Dalam Produk 

Pembiayaan 

 Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan 

Musyarakah Mutanaqishah OJK 

 POJK No. 13/POJK.03/2021 tentang penyelenggaraan produk 

Bank Umum 

 Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia , Tbk 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 4 

HASIL DOKUMENTASI 

1. DRAF AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

2. Lembar Penilaian Objek MMQ Bukan Agunan 

 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 5 

SURAT KETERANGAN UJIAN PROPOSAL 

 



 

 
 

Lampiran 6 

SURAT KETERANGAN UJIAN KOMPREHENSIF 

 



 

 
 

Lampiran  7 

SURAT KETERANGAN TELAH RISET INDIVIDUAL 

 



 

 
 

Lampiran 8 

DOKUMENTASI PROSES PENELITIAN 

 
 

Foto bersama Karyawan BSI Kegiatan Marketing BSI bersama PLN 

purwokerto 

  

  
Proses Pengumpulan data bersama 

LPDC 

Wawancara bersama CBRM 

  

  

Wawancara bersama Sales Force Wawancara bersama FCLA 

 



 

 
 

Lampiran  9 

BLANKO BIMBINGAN SKRIPSI 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 10 

SURAT REKOMENDASI MUNAQOSAH 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 11 

SURAT KETERANGAN WAKAF 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 12 

SERTIFIKAT BTA PPI 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 13 

SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 14 

SERTIFIKAT PPL dan PBM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 15  

SERTIFIKAT KKN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 16 

SERTIFIKAT PENGEMBANGAN BAHASA ARAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 17 

SERTIFIKAT PENGEMBANGAN BAHASA INGGRIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lampiran 18 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

1. Identitas Diri 

1. Nama Lengkap  : Fina Latifatunnida 

2. NIM    : 1817202059 

3. Tempat/Tanggal lahir  : Banyumas, 07 Oktober 1999 

4. Alamat rumah   : Jl. Gedongpapak RT 01/RW 01 Desa Pageraji  

  Kec.Cilongok, Kab. Banyumas 

5. Nama Ayah   : Khozinudin 

6. Nama Ibu   : Hidayatul Hamdiyah 

7. Jumlah Saudara Kandung : 2 (Dua) 

2. Riwayat Pendidikan 

1. Pendidikan Formal 

a. SD/MI,  tahun lulus : MI Ma’Arif NU 1 Pageraji, 2012 

b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Ma’Arif NU 1 Cilongok, 2015 

c. SMA/MAN, tahun lulus : MAPK MAN 1 Surakarta, 2018 

d. S1, tahun masuk  : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  

  Purwokerto, 2018 

2. Pendidikan Non-Formal 

a. Pondok Pesantren Hadil Iman, Banjarsari Surakarta 

b. Pondok Pesantren Darul Falah, Purwokerto Barat 

3. Pengalaman Organisasi 

1. Osis MTs Ma’Arif NU 1 Cilongok 

2. OPPK MAPK MAN 1 Surakarta 

3. HMI FEBI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 

4. Pengalaman Kerja 

1. Admin BSI KC Purwokerto Sudirman 1 

 

Purwokerto, 17 November 2022 

 

 

 

Fina Latifatunnida 

 


